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PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

Menimbang

Mengingat

PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan
Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana
Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman tentang Rencana Strategis Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

6. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 388);

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

8. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1064);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut
Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Sistem Informasi KRISNA-Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Sistem
Informasi KRISNA-RENSTRAKL adalah subsistem dari
sistem informasi kolaborasi perencanaan dan informasi
kinerja anggaran yang memuat data rencana strategis
kementerian/lembaga.

3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perumahan dan
suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang
merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan
pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan
lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Renstra
Kementerian.
(2) Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kementerian yang termuat
dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2025

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

MARUARAR SIRAIT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1g71

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI @ PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029

SISTEMATIKA MATERI MUATAN RENSTRA KEMENTERIAN

BAB I PENDAHULUAN
A. Kondisi Umnum
B. Potensi dan Permasalahan

BABII  VISI, MISI, DAN TUJUAN
A. Visi
B. Misi
C. Tujuan Kementerian
D. Sasaran Strategis Kementerian

BABIII ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian
C. Kerangka Regulasi
D. Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. Target Kinerja
B. Kerangka Pendanaan

BABV PENUTUP

MATRIKS

A. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029

B. MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA TERHADAP KEGIATAN
PRIORITAS/PROYEK KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029

C. MATRIKS KERANGKA REGULASI
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum
Kementerian merupakan salah satu Kementerian Negara dalam Kabinet

Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas
dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Kementerian memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang
merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam
melaksanakan tugas yang diemban, Kementerian menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan pembangunan
perumahan di kawasan perdesaan dan perkotaan, serta penyelenggaraan
tata kelola dan manajemen risiko;

b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Kementerian;

c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;

d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian;

e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;

f.  pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Kementerian; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian memiliki susunan organisasi yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman, sebagai berikut:

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman;

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan;

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;

Inspektorat Jenderal,;

Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang;

Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, [lmu Pengetahuan dan

Teknologi, Industri dan Lingkungan;

Staf Ahli Bidang Hubungan Antara Lembaga; dan

Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan

Pemberdayaan Masyarakat.

Sebelum terbentuknya Kementerian, pelaksanaan urusan pemerintah

bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman

dilaksanakan oleh beberapa unit organisasi dalam Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat, seperti:

a. Direktorat Jenderal Perumahan;

b. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan, melalui Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; dan

c. Direktorat Jenderal Cipta Karya, melalui Direktorat Pengembangan
Kawasan Permukiman.

Capaian kinerja masing-masing unit organisasi pada periode sebelumnya,
tahun 2020-2024 dikemukakan berikut ini.

PR a0 o

—.
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Penyediaan perumahan oleh Direktorat Jenderal Perumahan, yang

merupakan salah satu unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat dengan tugas utama menyelenggarakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan. Fungsi

dari Direktorat Jenderal Perumahan, yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi rumah umum, rumah
khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,
serta pembinaan rumah komersial;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan
perumahan;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penyelenggaraan perumahan;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan
perumahan;

f.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan
perumahan;

g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perumahan; dan

h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal ini didukung dengan

tujuh unit kerja eselon II dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di

tingkat provinsi. Target kinerja Direktorat Jenderal Perumahan tahun

2020-2024 berdasarkan target rencana pembangunan jangka menengah

nasional tahun 2020-2024, sebagaimana termuat dalam rencana strategis

Direktorat Jenderal Perumahan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

a. menyediakan 875.000 unit rumah melalui pembangunan 51.340 unit
rumah susun, 10.000 unit rumah khusus, dan penanganan 813.660
unit rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah yang belum
memenuhi indikator layak huni; dan

b. menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang melayani
262.345 unit rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan target yang telah ditetapkan pada periode tersebut, Direktorat

Jenderal Perumahan telah melaksanakan pembangunan dan peningkatan

kualitas rumah serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum

dengan capaian sebagai berikut:

a. jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui
fasilitasi rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah
sebanyak 831.741 unit atau dengan capaian sebesar 102,22% (seratus
dua koma dua dua persen) dari target tahun 2020-2024 sebesar
813.660 unit;

b. jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui
pembangunan rumah khusus sebanyak 16.261 unit dari target tahun
2020-2024 sebesar 10.000 unit atau dengan capaian sebesar 162,61%
(seratus enam puluh dua koma enam satu persen);

c. jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui
pembangunan rumah susun sebanyak 24.188 unit atau dengan
capaian sebesar 47,11% (empat puluh tujuh koma satu satu persen)
dari target tahun 2020-2024 sebesar 51.340 unit; dan

d. jumlah rumah umum yang mendapat bantuan prasarana, sarana, dan
utilitas umum sebanyak 120.694 unit atau dengan capaian sebesar
46,04% (empat puluh enam koma nol empat persen) dari target tahun
2020-2024 sebesar 262.345 unit.

Target rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024

untuk sektor rumah umum yang mendapat bantuan prasarana, sarana dan



utilitas umum dan sektor rumah susun tidak tercapai disebabkan oleh
pengutamaan penggunaan alokasi anggaran pada awal periode tersebut
akibat pandemi covid-19. Sementara itu, terhambatnya sektor bantuan
prasarana, sarana, dan utilitas umum disebabkan karena keterbatasan
kemampuan pelaku pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan

rendah dalam memenuhi syarat teknis serta pelaksanaan kewajiban sesuai
aturan.
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Gambar 1.1 Capaian Pembangunan Perumahan
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Tabel 1.1 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020-2024 Terhadap Rencana

Strategis Direktorat Jenderal Perumahan

Capaian Kinerja

Nd Kegiatan Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Target Realisas Capaian Target | Realisasi Capaian Target | Realisasi Capaian Target | Realisasi Capaian Target | Realisasi Capaian
(4) (%0) (%) (%) (%)
1| Rumah Swadaya| unit |230.550 p33.298| 101,19 |81.000|127.091 156,90 [118.960 185.802 156,19|177.925 150.231 84,44 |205.225 [130.394 63,54
2| Rumah Susun unit 1.171 823| 70,28 7.982 7.024 88,00 12.787 3.872 30,28| 15.900 4.724| 29,71 13.500 5.900 43,70
3| Rumah Khusus | unit 822 1.575| 191,61 2.440 3.311 | 135,70 2.300 4.359| 189,52 2.138 4.311| 201,64 2.300 2.866 124,61
Bantuan
Prasarana, .
4 Sarana. dan unit 8.500 |11.514| 135,46 |40.000| 25.765 64,41 55.000 20.757 37,74| 70.000 43.008| 61,44 88.845 21.159 23,82
Utilitas umum
Sistem dan
Strategi
5 laporan 119 121 101,68 122 117 95,90 122 121 99,18 122 110| 90,16 122 64 52,46
Penyelenggaraan|
Perumahan
p| Konsultan laporan 9 2| 22,22 9 7 | 7777 9 8| 88,88 9 47| 522,22 9 65 | 722,22
Individu
7 Dukungan % 89,69 91,89 102,20 87,06 90,33 103,75 85,56 94,99 111,02 90,19 96,53 | 107,03 93,38 96,48 103,32

Manajemen




Bantuan pembiayaan perumahan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui Direktorat
Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, dengan target tahun 2020-2024
sebagai berikut:

a.

C.

d.
e.

f.

fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sebanyak 917.500 rumah
tangga;

fasilitasi subsidi selisih bunga sebanyak 175.000 rumah tangga;
bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan sebanyak 71.819
rumah tangga;

sarana multigriya finansial sebanyak 50.000 rumah tangga;

tabungan perumahan rakyat sebanyak 242.251 rumah tangga; dan
subsidi bantuan uang muka sebanyak 1.060.500 rumah tangga.

Capaian bantuan pembiayaan perumahan sepanjang tahun 2020-2024
sebagai berikut:

a.

fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sebanyak 943.281 rumah
tangga dari target 917.500 rumah tangga atau tercapai sebesar
102,81% (seratus dua koma delapan satu persen) menggunakan
sumber dana berasal dari bagian anggaran 999.03 dengan target yang
tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran, sementara
capaiannya termasuk dana bergulir;

subsidi selisih bunga sebanyak 3.098.480 rumah tangga dari target
175.000 rumah tangga atau tercapai 1.770,56% (seribu tujuh ratus
tujuh puluh koma lima enam persen) dengan dana berasal dari bagian
anggaran 999.07;

bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan, sebagai
komplementer dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dan
subsidi selisih bunga, sebanyak 25.242 rumah tangga dari target
71.819 rumah tangga atau tercapai sebesar 35,15% (tiga puluh lima
koma satu lima) dengan sumber dana berasal dari bagian anggaran
999.07;

sarana multigriya finansial sebanyak 692.693 rumah tangga dari
target 50.000 rumah tangga atau tercapai sebesar 1.385,39% (seribu
tiga ratus delapan puluh lima koma tiga sembilan persen), dengan
sumber dana berasal dari pasar modal dan penyertaan modal negara;
tabungan perumahan rakyat sebanyak 17.952 rumah tangga dari
target sebanyak 242.251 rumah tangga atau tercapai sebesar 7,41%
(tujuh koma empat satu persen) dengan dana bersumber dari dana
masyarakat, yaitu peserta tabungan perumahan rakyat; dan

subsidi bantuan uang muka sebanyak 961.145 rumah tangga dari
target 1.060.500 atau tercapai sebesar 90,63% (sembilan puluh koma
enam tiga persen).
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Gambar 1.2 Grafik Capaian Pembiayaan Perumahan Tahun 2020-2024
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Tabel 1.2 Perbandingan Capaian Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020-2024 Terhadap Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

No

Program
Bantuan
Pembiayaan
Perumahan

Target Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Rumah Tangga)

Capaian (Rumah Tangga)

2020

2021

2022

2023

2024

Total

2020

2021

2022

2023

2024

Total

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit %

Unit %

Unit

%

Unit

%

Unit

%

Unit

%

Fasilitas
Likuiditas
Pembiayaan
Perumahan

102.500

175.000; 200.000

220.000

220.000

917.500

109.253 106,59

178.728| 102,13

226.000

113,00

229.000

104,09

200.300

91,05

943.281

102,81

Subsidi Selisih
Bunga

175.000

175.000

90.362 51,64

767.605 -

757.089

750.497

732.927

3.098.480

1.770,56

Bantuan
Pembiayaan
Perumahan

Berbasis

Tabungan

31.823

39.684 312

71.819

1.357 4,26

11.999 30,24

11.886

3.809,62

25.242

35,15

Sarana
Multigriya
Finansial

8.460

10.000 10.000

10.000

11.540

50.000

8.460 100,00

13.329| 133,29

65.263

652,63

333.988

3.339,88

271.653

2.328,10

689.703

1.385,39

Tabungan
Perumahan
Rakyat

50.000

75.000; 100.000

10.000

7.251

242.251

389 0,52

4.534

4,53

7.249

72,49

5.780

79,71

17.952

7,41

Subsidi Bantuan
Uang Muka

263.000

157.500, 200.000

220.000

220.000

1.060.500

130.184 49,50

176.105/ 111.81

225.987

112,99

220.000

100,00

208.869

94,94

961.145

90,63

Total

630.783

457.184) 510.312

460.000

458.791

2.517.070

339.616 52,00

1.148.155 63,00

1.290.759

782,13

1.540.734

602,74

1.419.529

436,62

5.738.793

227,99
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Penanganan kawasan kumuh oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya
melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, dengan target
yang diberikan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun
2020-2024 sebagai berikut:

a.

b.

€.

persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan
kualitasnya sebanyak 100%;

luas pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
sebesar 11.390 hektare;

luas pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat
sebesar 7.193 hektare;

kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan kawasan permukiman sebanyak 509
Kabupaten/Kota; dan

dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman
sebanyak 48 dokumen.

Berdasarkan target tersebut, hasil capaian kinerja selama kurun waktu
periode 2020-2024 sebagai berikut:

a.

persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan
kualitasnya selama lima tahun dengan total sebesar 577,16% (lima
ratus tujuh puluh tujuh koma satu enam persen);

luas pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
sebanyak 5.940,39 hektare dari target 11.390,00 hektare atau
sebesar 52% (lima puluh dua persen);

luas pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat
sebanyak 101.762 hektare dari target 7.193 hektare atau sebesar
1.415% (seribu empat ratus lima belas persen);

jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman sebanyak 509
(lima ratus sembilan) Kabupaten/Kota dari target 509 (lima ratus
sembilan) Kabupaten/Kota atau sebesar 100% (seratus persen); dan
jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur
permukiman sebanyak 68 (enam puluh delapan) dokumen dari
target 48 (empat puluh delapan) dokumen atau 141,67% (seratus
empat puluh satu koma enam tujuh persen).
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Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

Output

Satuan

Target Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat

Capaian

2020

2021

2022

2023

2024

Total

2020

2021

2022

2023

2024

Total

Persentase luasan
kawasan permukiman
yang ditingkatkan
kualitasnya

%

17,35

41,15

64,41

83,29

100,00

100,00

28,03

257,57

325,05

441,22

577,16

577,16

Luas pembangunan
dan pengembangan
kawasan permukiman

hektare

920,00

2.471,00

2.385,00

440,00

5.174,00

11.390,00

262,21

2.086,43

1.122,83

2.093,19

375,73

5.940,39

Luas pembangunan
infrastruktur
permukiman berbasis
masyarakat

hektare

1.813,00

1.280,00

1.280,00

1.410,00

1.410,00

7.193,00

4.947,09

40.568,12

11.417,40

19.494,85

25.335,08

101.762,54

Jumlah
Kabupaten/Kota

yang mendapatkan
pembinaan dan
pengawasan
penyelenggaraan
kawasan permukiman

kabupaten
/kota

509

509

509

509

509

509

509

509

509

509

509

509

Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan
infrastruktur
permukiman

dokumen

14

10

10

48

11

18

10

17|

12

68
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Dukungan manajemen, yang mendukung pencapaian dari ketiga unit
organisasi yang melaksanakan penyediaan perumahan, bantuan
pembiayaan perumahan, dan penanganan kawasan kumuh dijabarkan
sebagai berikut:

a. program dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan
ditujukan untuk memastikan optimalisasi organisasi dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan
perumahan yang diukur menggunakan indikator tingkat kualitas tata
kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan
realisasi tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan
perumahan sebesar 96,48% (sembilan puluh enam koma empat
delapan persen) dari target 93,38% (sembilan puluh tiga koma tiga
delapan persen) pada tahun 2024 sehingga diperoleh capaian kinerja
sebesar 103,32% (seratus tiga koma tiga dua persen) melalui
pencapaian indikator tingkat penatausahaan barang milik negara,
tingkat kinerja pelaksanaan anggaran, tingkat penatausahaan barang
persediaan bencana, tingkat layanan pembentukan produk hukum
dan advokasi hukum, tingkat layanan komunikasi publik, tingkat
layanan pengelolaan kelembagaan, jabatan fungsional, dan
pengadministrasian pegawai, serta tingkat pembinaan dan
pengelolaan naskah dinas, kearsipan, dan pengelolaan ketatausahaan;

b. program dukungan manajemen pada Direktorat Jenderal Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2024
mencatat capaian tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas
teknis lainnya sebesar 99,37% (sembilan puluh sembilan koma tiga tujuh
persen) dari target 94,58% (sembilan puluh empat koma lima delapan
persen) sehingga menghasilkan capaian 105,06% (seratus lima koma nol
enam persen) yang didukung oleh semakin baiknya tata kelola
organisasi, optimalisasi sistem manajemen dan dukungan teknologi
informasi, serta perbaikan proses bisnis dan koordinasi; dan

c. program dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Cipta Karya merupakan kegiatan dukungan manajemen
penyelenggaraan infrastruktur permukiman dengan capaian tingkat
kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang telah
memenuhi target sebesar 97,55% (sembilan puluh tujuh koma lima lima
persen) dari target 94,58% (sembilan puluh empat koma lima delapan
persen) pada tahun 2024 serta menghasilkan kinerja realisasi sebesar
103,14% (seratus tiga koma satu empat persen).

Capaian Kinerja Program Dukman

Direktorat Jenderal Perumahan NO SASARAN/INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS| SELISIH CAPAIAN
Tahun 2020-2024 i ivi iensi
ahu Tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola 93.38% s6As% a10% | 103.32%
penyelenggaraan perumahan
1 | Tingkat penatausahaan Barang Milik Negara 70% | 9152%° | 2152% | 130,74%
2 | Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran 9300% | 87,94%* | -506% | 94,56%
,____‘__.______:_._—————‘ 3 | Tingkat penatausahaan Barang Persediaan Bencana | 100,00% 100% 0,00% | 100,00%
4 | Tingkat layanan pembentukan Produk Hukum 100,00% 100% 0,00% | 100,00%
5 | Tingkat layanan advokasi hukum 98,00% 100% 2,00% | 102,04%
6 | Tingkat layanan kemunikasi publik 96,00% 96,84% 0,84% | 100,88%
7 | Tingkatlayanan pengelolaan kelembagaan, jabatan 95,00% 95,60% 0,60% | 100,63%
fungsional, dan pengadministrasian pegawai
Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata
8 | naskeh dinas, kearsipan, dan pengelolaan 9500% 99.93% |  4.93% | 105,19%
ketatausahaan
[STE(DS progres serah terima: 31 Desember 2024
* Status nilai IKPA: 9 Januari 2025 (09.00 WIB) 1
2020 2021 2022 2023 2024 [pumber Laporan Kinara Sokretarat Dirktorat Jenderal Porumatan Tatun 2024 1
--------------------------------------- ol

—e—Target =—s=Realisasi Kinerja

103,75% m,02% 107,03% 103,32%

Gambar 1.3 Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal
Perumahan
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Tabel 1.4 Perbandingan Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2020-2024 Terhadap Renstra Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Capaian Kinerja

2020

2021

2022

2023

2024

Target
(%)

Realisasi
(o)

Capaian
(%)

Target
(%)

Realisasi
(%)

Capaian
(%)

Target
(%)

Realisasi
(o)

Capaian
(70)

Target
(%)

Realisasi
(%0)

Capaian
(%)

Target
(%)

Realisasi
(o)

Capaian
(%0)

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perumahan

Dukungan Manajemen
Direktorat Jenderal
Perumahan

89,69

91.89

102.20

87.06

90.33

103.75

85.56

94.99

111.02

90.19

96.53

107.03

93.38

96.48

103.32

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Cipta Karya

Tingkat Kualitas
Dukungan Manajemen
Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat dan Tugas
Teknis Lainnya

55,92

55,62

99,46

63,35

63,35

100,00

71,54

71,54

100,00

90,44

79,26

87,64

94,58

97,55

103,14

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Tekn

is Lainnya Direktorat Jenderal

Pembiayaan Infras

truktur

Tingkat Kualitas
Dukungan Manajemen
Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat dan Tugas
Teknis Lainnya

55,92

55,50

99,25

63,35

63,35

100,00

71,54

84,40

117,98

87,81

99,37

113,16

94,58

99,37

105,06
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B. Potensi dan Permasalahan
Identifikasi potensi dan permasalahan di bidang perumahan dan

kawasan permukiman menjadi langkah awal dalam merumuskan arah

kebijakan dan strategi yang tepat. Kementerian harus bergerak secara cepat
dan optimal dengan memanfaatkan potensi untuk menghadapi permasalahan
yang ada. Potensi dan permasalahan tersebut dikemukakan berikut ini.

1. Potensi, merupakan hal yang mendukung Kementerian dalam
menjalankan peran strategisnya sebagai regulator yang mengatur dan
menyusun kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman, operator yang mendorong terbentuknya ekosistem
perumahan yang layak dan berkelanjutan, maupun fasilitator yang
menghubungkan berbagai pihak untuk menciptakan kolaborasi yang
efektif dan berkesinambungan. Dengan peran strategis tersebut, potensi
pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman sebagai
berikut:

a. tersedianya kapasitas sumber daya manusia baik di lingkup
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dapat
ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan untuk
pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;

b. tersedianya sistem yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi,
dan kinerja aparatur sipil negara sebagai dasar pengelolaan yang
objektif dan profesional;

c. tersedianya dukungan kebijakan nasional serta komitmen kuat dari
pemerintah, yaitu:

1. regulasi dalam penanganan kawasan kumuh menjadi dasar
yang kokoh untuk pelaksanaan program secara terpadu dan
berkelanjutan;

2. program nasional seperti Program Pembangunan dan Renovasi
3 (tiga) Juta Rumah, bantuan stimulan perumahan swadaya,
dan pengembangan rumah susun untuk masyarakat
berpenghasilan rendah;

3. dukungan data nasional seperti data tunggal sosial dan
ekonomi nasional dan antrian penyediaan perumahan,
merupakan potensi penting dalam perumusan kebijakan
berbasis data serta perencanaan program perumahan yang
lebih tepat sasaran dan efisien;

4. regulasi dan payung hukum seperti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2025-2029 yang mengarahkan pengembangan hunian
inklusif; dan

5. Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor
3015/KPTS/M /2024, dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024
tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program
Pembangunan Tiga Juta Rumah, yang menetapkan
pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,
pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung, dan
percepatan penerbitan persetujuan bangunan gedung dalam
rangka mendukung percepatan pelaksanaan Program
Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumabh;
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intensifikasi lahan yang terdiri atas:

1.

2.

pengembangan lokasi strategis sebagai area pertumbuhan
permukiman baru yang terintegrasi dan berkelanjutan; dan
pemanfaatan lahan terbangun, seperti lahan milik badan
usaha milik negara dan tanah tidak produktif, yang dapat
dioptimalkan menjadi perumahan vertikal, seperti rumah
susun sederhana milik dan rumah susun sederhana sewa,
melalui pendekatan intensifikasi dan regenerasi wilayah yang
dapat dikembangkan berdekatan dengan pusat pekerjaan,
transportasi publik, dan fasilitas umum;

kemitraan dan kerja sama melalui:

1.

sinergi program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
kontribusi serta tanggung jawab sosial dan lingkungan badan
usaha milik negara dalam mendukung peningkatan kualitas
perumahan dan permukiman;

kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari strategi
pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan
mencakup kerja sama antara pemerintah daerah, sektor
swasta, dan masyarakat sipil yang dijalankan dengan alur yang
jelas, tertib, dan teratur untuk memperkuat sinergi pemangku
kepentingan dalam mendukung penyediaan hunian yang
layak, terjangkau, dan berkelanjutan;

keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan perumahan
semakin besar melalui skema kerja sama pemerintah dan
badan usaha untuk membuka peluang pendanaan alternatif
dan akselerasi pembangunan rumah layak serta kawasan
permukiman terintegrasi;

penguatan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta,
masyarakat, dan lembaga nonpemerintah dalam ekosistem
perumahan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan model
kolaboratif yang berkelanjutan dalam penyediaan dan
pengelolaan perumahan;

potensi kolaborasi dan pembelajaran kelembagaan, khususnya
dengan organisasi sebelumnya yang telah memiliki unit kerja
dan unit pelaksana teknis pengadaan barang/jasa, membuka
peluang untuk transfer pengetahuan, pendampingan teknis,
dan  penguatan  kapasitas kelembagaan = pengadaan
barang/jasa di Kementerian,;

kemitraan dan kolaborasi antarinstansi seperti Badan Pusat
Statistik, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, dan instansi pemerintah lainnya
dalam rangka integrasi data tunggal sosial dan ekonomi
nasional dalam menentukan sasaran program, integrasi data
sektoral bidang perumahan ke dalam sistem nasional dan
memperkuat peran dalam kerangka pelaksanaan satu data
Indonesia;

harmonisasi mekanisme pemantauan yang berkontribusi
terhadap tersedianya data yang lebih akurat dan terverifikasi
dalam mengukur capaian pembangunan maupun renovasi



10.
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perumahan dan kawasan permukiman, khususnya yang
dilaksanakan oleh pihak mitra;

penguatan lembaga lokal sebagai motor penggerak
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

nilai kearifan lokal dan budaya gotong royong menjadi modal
sosial penting yang dapat mendukung keberhasilan program
pembangunan, termasuk melalui pembangunan rumah secara
swadaya sebagai potensi komunitas yang dapat diperkuat
dengan intervensi teknis dan stimulan dari pemerintah; dan
pertemuan dan partisipasi aktif dalam berbagai forum kerja
sama internasional memiliki potensi strategis sebagai sarana
perluasan kerja sama teknik dengan mitra luar negeri yang
tidak hanya membuka peluang pertukaran informasi dan
keahlian, tetapi juga mendukung peningkatan kapasitas
pembiayaan serta pengembangan sumber daya manusia di
sektor perumahan dan kawasan permukiman, sehingga
instansi dapat memperkuat posisi dalam jejaring global,
mengadopsi praktik terbaik internasional, dan mendorong
akselerasi pembangunan melalui kerja sama lintas negara
yang berkelanjutan melalui pemanfaatannya secara optimal;

dukungan teknologi dalam bidang perumahan, meliputi:

1.

penerapan teknologi tepat guna dan material lokal yang hemat
biaya dan ramah lingkungan, untuk menunjang efisiensi
pembangunan permukiman; dan

teknologi konstruksi, seperti rumah cetak 3 (tiga) dimensi,
rumah modular, dan penggunaan material ramah lingkungan,
serta sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis
digital melalui sistem informasi bantuan perumahan, dapat
mempercepat pembangunan hunian, meningkatkan efisiensi,
dan memperkuat tata kelola;

perluasan skema pembiayaan penyelenggaraan perumahan,
meliputi:

1.

potensi perluasan skema pembiayaan penyelenggaraan
perumahan yang lebih inklusif dan beragam guna menjangkau
seluruh lapisan masyarakat dan mempercepat penyediaan
hunian yang layak dan terjangkau;

peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai
skema pembiayaan, khususnya skema pembiayaan yang
mampu memvalidasi berbagai bentuk penghasilan baik formal
maupun informal; dan

optimalisasi sumber pendanaan alternatif di sektor perumahan
dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara
keterbatasan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara
dan target keluaran pembangunan yang telah ditetapkan
Kementerian melalui pemanfaatan instrumen pembiayaan,
seperti pinjaman luar negeri, surat berharga syariah negara,
sukuk hijau, dan skema pembiayaan inovatif lainnya, yang
berpotensi memberikan dukungan tambahan signifikan bagi
percepatan pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman;

capaian opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia secara berturut-turut sejak tahun
2020 sampai dengan tahun 2024 mencerminkan komitmen kuat
terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
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negara serta menjadi modal penting untuk terus ditingkatkan
melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan
kualitas pelaporan keuangan, dan konsistensi penerapan prinsip
tata kelola yang baik agar keberhasilan mempertahankan opini
tersebut membuka peluang strategis bagi Kementerian untuk
memperoleh kepercayaan lebih besar dari para pemangku
kepentingan;

peluang besar bagi sektor perumahan sebagai penggerak ekonomi

dan pencipta lapangan kerja karena tingkat urbanisasi yang terus

meningkat dengan perkiraan mencapai 70% (tujuh puluh persen)
penduduk tinggal di perkotaan pada tahun 2045 sehingga
kebutuhan hunian terus bertambah;

peningkatan digitalisasi Kementerian, melalui:

1. dukungan teknologi informasi berupa sistem informasi
aparatur sipil negera untuk mempercepat transformasi digital
sumber daya manusia;

2. digitalisasi pelayanan publik di Kementerian memiliki potensi
besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan
keterjangkauan akses layanan bagi masyarakat. Melalui
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, layanan
publik dapat dikembangkan menjadi lebih responsif,
terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan
masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil
atau dengan keterbatasan akses fisik;

3. ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, berupa peladen
berkapasitas besar, jaringan internet yang stabil, perangkat
penyimpanan data, dan berbagai aplikasi pengelolaan basis
data, menjadi fondasi utama dalam mendukung digitalisasi
layanan data dan pengembangan sistem informasi sektoral;
dan

4. media sosial Kementerian memiliki potensi besar untuk
dimanfaatkan sebagai kanal strategis dalam penyebarluasan
informasi publik karena daya jangkaunya yang luas dan
kemampuannya menjangkau berbagai kalangan masyarakat
secara langsung sehingga dapat menjadi sarana efektif untuk
menyampaikan program, kebijakan, dan capaian Kementerian
secara transparan;

optimalisasi pemanfaatan aset negara untuk mendukung

penyediaan rumah dan percepatan reformasi pengadaan

barang/jasa, yang meliputi:

1. pemberlakuan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi yang
terintegrasi dengan sistem informasi manajemen aset negara
berpotensi meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam
penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian dalam
pengelolaan barang milik negara;

2. potensi optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset negara
di sektor perumahan, yang terlihat dari capaian
pemindahtanganan aset melalui skema hibah dan alih status
hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp38,2 triliun atau 86,85%
(delapan puluh enam koma delapan lima persen) dari total
target, yang mencakup aset rumah susun, rumah khusus,
serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
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3. asetyang memiliki potensi menjadi sumber penerimaan negara
bukan pajak, seperti rumah susun sewa yang diperuntukan
bagi aparatur sipil negara;

4. aset lahan potensial yang dapat dijadikan sumber penyediaan
lahan dalam pemenuhan penyediaan rumah, baik yang berasal
dari aset sitaan maupun hibah dari pihak lain; dan

5. momentum program prioritas nasional berupa target Program
Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah memberikan
dorongan politik dan kelembagaan yang signifikan untuk
percepatan reformasi sistem pengadaan barang dan/atau jasa
dengan menempatkan pengadaan sebagai komponen strategis
yang harus dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel
guna memastikan ketepatan waktu dan kualitas pelaksanaan
program;

l. nilai penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yang telah meraih kategori sangat baik mencerminkan
semakin kuatnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan
pelaporan kinerja yang selaras dengan akuntabilitas keuangan
sehingga Kementerian berpeluang meningkatkan nilai tersebut
sekaligus mendorong budaya kinerja yang lebih akuntabel dan
transparan dengan penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas
implementasi secara berkelanjutan;

m. kontribusi dalam mendukung pencapaian nilai maturitas sistem
pengendalian intern pemerintah menunjukkan perkembangan
positif dan berkelanjutan, tercermin dari skor penilaian mandiri
pada komponen struktur dan proses yang meningkat dari 4,22
(empat koma dua dua) dan termasuk pada rentang 4 - 4,5 yang atau
tingkatan terkelola dan terukur pada tahun 2023 menjadi 4,63
(empat koma enam tiga) pada tahun 2024 dan termasuk kategori
optimum atau nilai lebih dari 4,5 (empat koma lima), sehingga
penguatan tata kelola internal yang konsisten dan komitmen
terhadap implementasi sistem pengendalian intern pemerintah
secara efektif meperbesar potensi untuk mencapai level maturitas
yang lebih tinggi dan memperkuat akuntabilitas serta manajemen
risiko dalam pelaksanaan program perumahan ke depan;

n. pembentukan unit pelaksana teknis di 19 (sembilan belas) wilayah
yang mencakup seluruh Indonesia merupakan langkah strategis
yang berpotensi memperkuat komunikasi dan pelayanan publik
Kementerian di tingkat regional melalui kedekatan layanan dengan
masyarakat serta penyampaian informasi program dan kebijakan
yang lebih cepat, akurat, dan sesuai kebutuhan masing-masing
wilayah; dan

0. capaian indeks reformasi birokrasi instansi yang berada pada
rentang 80-90, sebesar 84,27% (delapan puluh empat koma dua
tujuh persen) dan termasuk predikat sangat baik dengan kategori
A, berpotensi mendorong tercapainya indikator kinerja yang
mencerminkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien,
serta pelayanan publik yang berkualitas.

Permasalahan merupakan sesuatu yang harus diselesaikan oleh

Kementerian untuk mewujudkan pemerataan akses terhadap hunian

yang layak, aman, dan terjangkau, serta dalam mengurangi

ketimpangan kualitas lingkungan permukiman. Adapun permasalahan
tersebut dijelaskan sebagai berikut:
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belum optimalnya ketersediaan sumber daya manusia dalam
mengantisipasi dan merespons perkembangan isu sektor
perumahan dan kawasan permukiman ke depan tercermin dari
keterbatasan jumlah pegawai yang tidak seimbang dengan beban
kerja, distribusi aparatur yang belum merata, serta adanya
kesenjangan kompetensi khusus, sehingga efektivitas pelaksanaan
tugas menurun dan potensi pencapaian target organisasi menjadi
terhambat;
skema pembiayaan perumahan yang belum terdiversifikasi
menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja
sektor informal belum dapat terfasilitasi untuk mengakses skema
pembiayaan perumahan, seperti kredit pemilikan rumah, karena
persyaratan administrasi seperti bukti penghasilan tetap dan
legalitas lahan /bangunan yang tidak dapat dipenuhi, yang ditandai
dengan:

1. fokus penyediaan yang masih terbatas pada skema
kepemilikan 100% (seratus persen) melalui kredit pemilikan
rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan;

2. sumber pendanaan yang bergantung sepenuhnya pada
anggaran pendapatan dan belanja negara dengan jangka
waktu pendek;

3. keterbatasan diversifikasi sumber pembiayaan alternatif;

4. ketepatan sasaran penerima manfaat pembiayaan belum
sepenuhnya akurat; dan

5. tata kelola pembiayaan dan regulasi yang belum sepenuhnya
kuat dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat;

belum optimalnya pelaksanaan konsolidasi pemanfaatan lahan

untuk perumahan, ditandai dengan:

1. keterbatasan lahan serta prasarana, sarana, dan utilitas
umum yang dialami oleh 25% (dua puluh lima persen) daerah
menjadi kendala nyata dalam perluasan kawasan
permukiman, sehingga memperlambat pengembangannya
terutama di wilayah perkotaan dan padat penduduk;

2. ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan
penyediaan hunian menyebabkan dinamika pertumbuhan
penduduk dan wurbanisasi tidak diimbangi dengan
ketersediaan rumah yang memadai, sehingga memicu
munculnya hunian informal, perumahan liar, dan
permukiman padat yang tidak tertata;

3. backlog kepenghunian dan kepemilikan, yang mencerminkan
kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah
akibat rendahnya daya beli masyarakat serta tingginya jumlah
rumah tidak layak huni yang belum memenuhi standar
ketahanan bangunan, kecukupan ruang, air minum, sanitasi,
dan kesehatan, juga menunjukkan belum optimalnya sinergi
program dan kemitraan strategis lintas pemangku kepentingan
selain pengembang dan perbankan dalam menyediakan
hunian layak secara gotong royong;

4. permukiman di wilayah pesisir dan kawasan rawan bencana
belum tertangani secara optimal, tercermin dari sekitar 17%
(tujuh belas persen) permukiman pesisir yang berada di
wilayah berisiko tinggi akibat lemahnya integrasi antara
perencanaan permukiman dan upaya mitigasi bencana,
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sehingga meningkatkan risiko keselamatan masyarakat dan
mengancam keberlanjutan kawasan permukiman;

5. belum optimalnya tata kelola hunian vertikal publik dan privat
menghambat upaya mewujudkan kepastian bermukim di
tengah keterbatasan lahan dan anggaran perkotaan, ditambah
tantangan dalam menentukan skema kemitraan publik—swasta
yang efektif serta menjaga keterjangkauan harga bagi
masyarakat; dan

6. kurangnya koordinasi antarsektor dan pemerintah daerah
yang menyebabkan program perumahan kurang efektif atau
tidak tepat sasaran, mengingat penyelenggaraan perumahan
memerlukan sinergi antara berbagai sektor seperti pertanahan,
perencanaan wilayah, infrastruktur dasar, dan pembiayaan;

kualitas rumah dan kawasan permukiman masih perlu
ditingkatkan agar mencapai standar layak huni karena kondisi saat
ini menunjukkan tingkat kepadatan yang tinggi, buruknya sanitasi
dan pengelolaan persampahan, minimnya akses air bersih, serta
konstruksi bangunan yang tidak memenuhi standar teknis dan
kesehatan, yang tercermin dari masih adanya 12,8% (dua belas
koma delapan persen) kawasan permukiman kumuh dan sekitar
30% (tiga puluh persen) bangunan yang tidak memenuhi ketentuan
teknis sehingga permasalahan kualitas hunian belum sepenuhnya
teratasi dan memerlukan percepatan penataan kawasan serta
peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara menyeluruh;
bantuan perumahan belum tepat sasaran dan mutu hasil
pembangunan masih rendah, yang ditunjukkan oleh masih
banyaknya penerima manfaat yang tidak sesuai kriteria, rendahnya
kualitas rumah subsidi yang dibangun, belum tegasnya penindakan
terhadap pengembang yang tidak memenuhi standar, dan belum
optimalnya pemanfaatan bantuan perumahan, sehingga manfaatnya
terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat belum
sepenuhnya tercapai;

regulasi bidang perumahan yang masih tumpang tindih dan

terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam

pelaksaan program dan menghambat pencapaian target yang telah
ditetapkan sebagai organisasi yang baru terbentuk;

perlunya penguatan perlindungan konsumen perumahan, seiring

dengan pembinaan pengembang kecil yang baru efektif di 35% (tiga

puluh lima persen) daerah menyebabkan rendahnya kualitas hunian
dan belum terjaminnya kepastian bagi konsumen, terutama
masyarakat berpenghasilan rendah;

perlunya penguatan dan konsistensi dalam penegakan hukum, yang

ditandai dengan lemahnya evaluasi kebijakan serta rendahnya

penyelarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang
tercermin dari belum optimalnya implementasi norma, standar,
prosedur, dan kriteria sekitar 40% (empat puluh persen) di tingkat
daerah, menyebabkan pelaksanaan program pembangunan kawasan
permukiman belum berjalan secara konsisten dan merata di seluruh
wilayah, sementara ketiadaan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat

Jenderal mengakibatkan tidak adanya acuan yang jelas dan terpadu

dalam menjalankan fungsi serta tugas di bidang terkait sehingga

berpotensi menimbulkan  ketidaksesuaian operasional dan
menghambat pencapaian tujuan organisasi;
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kendala implementasi kebijakan hunian berimbang di lapangan.

Skema hunian berimbang pada tahun 2024 baru terealisasi sekitar

30% (tiga puluh persen) daerah, yang mencerminkan bahwa kebijakan

tersebut belum berjalan optimal dan belum menjadi bagian dari arus

utama perencanaan serta pengembangan kawasan oleh para pelaku
pembangunan;

belum tersedianya data dan sistem informasi yang akurat, mutakhir,

serta terintegrasi terkait data spasial dan sosial ekonomi sehingga

menyebabkan perencanaan serta pengawasan penyelenggaraan
perumahan masih lemabh;

kendala pelaksanaan serah terima aset, yang disebabkan oleh

faktor-faktor sebagai berikut:

1. aset yang tidak lagi ditemukan fisiknya mempersulit proses
penghapusan karena memerlukan data dukung berupa titik
koordinat dan dokumentasi fisik bangunan;

2. belum lengkapnya dokumen internal dan eksternal yang
dipersyaratkan untuk hibah atau alih status;

3. penerima hibah tidak bersedia menandatangani surat
kesediaan menerima hibah, naskah hibah, atau berita acara
serah terima hibah; dan

4. fragmentasi data yang tersebar di berbagai unit kerja tanpa
sistem integrasi yang baik menyebabkan terjadinya duplikasi
data, inkonsistensi informasi, dan lemahnya interoperabilitas
antarsistem yang pada akhirnya menghambat proses
penyusunan data yang utuh dan menyeluruh;

kemitraan dan pendanaan sektor perumahan belum dikembangkan

dan belum terstruktur, yaitu:

1. keterbatasan anggaran yang dialokasikan menjadi kendala
signifikan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan
kegiatan di lingkungan organisasi yang berdampak langsung
pada terbatasnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja bagi
pegawai serta menghambat produktivitas dan kualitas kerja;

2. ketergantungan terhadap vendor eksternal pada aplikasi dan
sistem informasi, terutama dalam proses pengembangan serta
pemeliharaan, berdampak pada terbatasnya penguasaan
teknis internal, keterlambatan dalam proses pemutakhiran
sistem, dan risiko keberlanjutan jangka panjang dari aplikasi
yang dikembangkan;

3. belum adanya standar baku kemitraan dalam penyelenggaraan
perumahan menjadi salah satu faktor penghambat dalam
optimalisasi pendanaan alternatif di luar anggaran pendapatan
dan belanja negara, sedangkan alokasi anggaran pemerintah
yang hanya mencakup sekitar 10 persen dari total kebutuhan
dana untuk Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta
Rumah menegaskan perlunya penguatan mekanisme
kemitraan yang terstruktur dan Dberkelanjutan guna
mendorong  partisipasi = sektor nonpemerintah  serta
mengakselerasi penyediaan hunian layak secara lebih masif
dan merata;

4. terhambatnya pelaksanaan kegiatan pertemuan dan forum
kerja sama internasional, seperti perbedaan kepentingan
antarnegara, isu kedaulatan, dinamika kondisi politik,
perbedaan regulasi, dan terbatasnya sumber daya yang
tersedia dalam mendukung penyelenggaraan kerja sama
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internasional, sehingga berdampak pada kurang optimalnya
pencapaian tujuan dan hasil yang diharapkan dari forum-
forum kerja sama tersebut; dan
5. belum optimalnya pendanaan nonpemerintah akibat minimnya
minat investor di sektor perumahan, yang dipengaruhi
dinamika kondisi ekonomi global dan ketidakpastian
kebijakan, membuat investor cenderung berhati-hati dalam
menyalurkan pendanaan termasuk melalui skema pinjaman
luar negeri, sehingga alternatif pembiayaan pembangunan
perumahan menjadi terbatas;
belum terbentuknya unit kerja pengadaan barang/jasa di
Kementerian mencerminkan permasalahan kelembagaan yang
mendasar karena ketiadaan struktur khusus tersebut melemahkan
koordinasi, fasilitasi, dan standardisasi proses pengadaan, sehingga
pelaksanaan pengadaan di berbagai unit kerja menjadi kurang
terstandardisasi, rentan tidak efisien, dan berpotensi tidak sesuai
dengan ketentuan regulasi terbaru dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah.

Papua BN 706 59
Babel HE 265,70
DKI 1737,45
NTT B 713,61
Jabar 6.328,25
Kepri HE 293,38
Bengkulu W 240,53
Kalteng I 328,090
Papua Barat B 111,37
Kalsel HEEE 494,32
Sulbar W 136,14
Sulteng m 307,79
Sumbar I 551,80
Sumsel I 326 95
Banten 1.253, 54
Lampung NN 864 14
Maluku W 148,04
Jambi mEE 334,19
Kalbar BN 47132
Aceh HEE 452 32
NTB HEEE 52647

Malut B 91,90
Jateng 3.121,62
Jatim 3.352,09

Gorontalo B 8552
Sumut N 1.081,83
Kaltara 1 49,96
Riau W 48681
Sulsel NI 61063
Sulut = 190,04
Sultra W 167,89
Kaltim BE 237,39
Bali M 189,96
DIY m 163,45

Gambar 1.4 Sebaran Backlog Kelayakan per Provinsi
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BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi

Visi Presiden: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Berdasarkan visi Presiden tahun 2025-2029 tersebut, maka
Kementerian menyelaraskan visi Kementerian dengan visi tersebut dan
menjabarkannya ke dalam tujuan serta sasaran sesuai dengan peran, tugas,
dan fungsinya. Hal tersebut juga mempertimbangkan potensi, permasalahan,
dan tantangan utama pembangunan yang akan dihadapi lima tahun ke depan
serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam
rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diperlukan untuk
mendukung visi Presiden periode 2025-2029 yang dapat diartikan bahwa
pembangunan memerlukan kontribusi seluruh putra-putri terbaik bangsa
yang memiliki kesamaan tekad dengan dasar fondasi kuat yang telah
dibangun pada masa kepemimpinan sebelumnya, sehingga berhasil
mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-
cita Indonesia Emas 2045.

B. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi Presiden “Bersama Indonesia Maju

menuju Indonesia Emas 2045”, Presiden memiliki misi yaitu delapan asta cita

dengan penjabaran sebagai berikut:

a. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;

b. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi
kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

c. meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong
kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan
pengembangan infrastruktur;

d. memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

e. melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai
tambah di dalam negeri;

f.  membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan;

g. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan

h. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat
beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Berdasarkan delapan asta cita tersebut dan amanat rencana

pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, Kementerian

menjadi pendukung utama asta cita 6, yaitu “Membangun dari Desa dan dari

Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan” yang

kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian periode 2025-2029, serta

mendukung terlaksananya asta cita 3 dan 8 dalam pelaksanaan kebijakan.

C. Tujuan Kementerian

Dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut, ditetapkan 2 (dua)
tujuan yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan dan program
Kementerian selama periode 2025-2029. Masing-masing tujuan disertai
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dengan indikator tujuan untuk mengukur ketercapaiannya. Tujuan
Kementerian dikemukakan berikut ini.

1.

D.

Tujuan pertama yaitu “peningkatan akses hunian layak, terjangkau,

berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman

kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko

penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan

berintegritas secara kolaboratif’, dengan indikator tujuan sebagai

berikut:

a. persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan
baru;

b. persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan
kualitas;

c. persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian
bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;

d. persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit
hunian vertikal yang terpadu;

e. persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian
bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;

f. persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi
pembiayaan perumahan yang terjangkau;

g. persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara
terpadu;

h. persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan
perlindungan konsumen;

i.  persentase desa yang memiliki 100% (seratus persen) rumah layak
huni; dan
j- persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau,

dan berkelanjutan yang difasilitasi.
Tujuan kedua yaitu “peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan
intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan
indikator tujuan dari tersebut yaitu persentase peningkatan tata kelola
dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

Sasaran Strategis Kementerian
Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh

Kementerian sebagai suatu hasil atau pengaruh dari beberapa program yang
dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian menjabarkan 1 (satu)
misi dan 2 (dua) tujuan ke dalam 2 (dua) sasaran strategis disertai dengan
indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan bagian dari indikator
kinerja utama Kementerian periode 2025-2029. Adapun 2 (dua) sasaran
strategis Kementerian diuraikan berikut ini.

1.

Sasaran strategis 1 (satu), yaitu “meningkatnya penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau,

dan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai

berikut:

a. persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan
terjangkau yang difasilitasi;

b. persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara
terpadu;

c. persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman
yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan
berkelanjutan; dan
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persentase desa yang memiliki 100% (seratus persen) rumah layak

KEMENTERIAN PERUMAHANDAN KAWASAN PERMUKIMAN

ss-1:

Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
IKSS-L Persentase Jumiah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi

IKSS-2 Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu

IKSS-3: Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
IKSS-4: Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni
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Gambar 2.1 Sasaran Strategis 1 (satu) Kementerian

Sasaran strategis 2 (dua), yaitu “meningkatnya kualitas tata kelola dan
pengawasan intern Kementerian Perumahan dan  Kawasan
Permukiman”, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai
berikut:

a. tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
b. indeks integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman; dan
c. tingkat kualitas pengawasan intern.
( KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN )
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Sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran
program yang akan dilaksanakan oleh setiap unit organisasi di Kementerian
periode 2025-2029.
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Tabel 2.1 Visi, misi, tujuan, indikator tujuan, dan sasaran strategis Kementerian

Visi Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis
Bersama Membangun Peningkatan akses hunian layak, a. Persentase peningkatan rumah layak huni| Meningkatnya
Indonesia dari desa dan terjangkau, berkualitas, berkeadilan melalui pembangunan baru penyelenggaraan
Maju dari bawah dan berkelanjutan; penanganan b. Persentase peningkatan rumah layak huni|perumahan dan
menuju untuk permukiman kumuh yang terpadu; melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman
Indonesia pemerataan serta tata kelola dan pengendalian c. Persentase peningkatan rumah layak huni|yang efisien, layak,
Emas 2045 | ekonomi dan risiko penyelenggaraan perumahan melalui pemberian bantuan Prasarana, |terjangkau, dan

pemberantasan |yang transparan, akuntabel, dan Sarana, dan Utilitas berkelanjutan
kemiskinan. berintegritas secara kolaboratif. d. Persentase peningkatan rumah layak huni

melalui penyediaan unit hunian vertikal yang
terpadu

e. Persentase peningkatan rumah layak huni
melalui pemberian bantuan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Hunian vertikal

f. Persentase peningkatan rumah layak huni
melalui fasilitasi pembiayaan perumahan
yang terjangkau

g. Persentase luasan permukiman kumuh yang
ditangani secara terpadu

h. Persentase terwujudnya tata kelola hunian
publik, privat, dan perlindungan konsumen

i. Persentase desa yang memiliki 100% (seratus
persen) rumah layak huni

j- Persentase rumah tangga dengan akses
hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
yang difasilitasi

Peningkatan kualitas tata kelola dan
pengawasan intern Kementerian
Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

Persentase peningkatan tata kelola dan
pengawasan internal Kementerian Perumahan
dan Kawasan Permukiman.

Meningkatnya kualitas
tata kelola dan
pengawasan intern
Kementerian
Perumahan dan
Kawasan Permukiman
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eksternal

sasaran strategis Kementerian,
yang dapat

terdapat

mengakibatkan

ketidakpastian tercapainya sasaran strategis. Oleh karena itu, Kementerian
telah mengidentifikasi indikasi risiko, penyebab risiko, dampak risiko, dan
rencana mitigasi untuk memastikan sasaran strategis dapat tercapai. Berikut
merupakan tabel indikasi risiko sasaran strategis Kementerian.

Tabel 2.2 Indikasi Risiko Sasaran Strategis

No. Indikasi Risiko Penyebab Dampak li/?irtlifgir;? K;[Sei%rl PIC
Sasaran | Meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan
Strategis | permukiman yang efisien, layak, dan terjangkau, dan
1 berkelanjutan
Indikator| Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan
kinerja | terjangkau yang difasilitasi
sasaran
strategis
1
Indikator| Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara
kinerja | terpadu
sasaran
strategis
2
Indikator| Persentase terwujudnya  ekosistem  perumahan dan
kinerja | permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak,
sasaran | terjangkau, dan berkelanjutan
strategis
3
1 Belum Kelembagaan Ketidakpastian [Penyusunan |Risiko a.Direktorat
optimalnya pengelolaan bermukim bagi |[standardisasi |reputasi Jenderal Tata
tata kelola hunian publik penghuni kelembagaan Kelola dan
hunian publik [dan privat yang pengelolaan Pengendalian
dan privat belum hunian publik Risiko; dan
terstandardisasi dan privat b. Direktorat
Jenderal
Kawasan
Permukiman
2 Rendahnya Kurangnya Meningkatnya [Mengadakan |Risiko Direktorat
kualitas pemahaman dan |backlog pembinaan danfreputasi |Jenderal
bangunan kepatuhan terkait |kualitas rumahlintervensi Kawasan
perumahan standar teknis terkait rumah Permukiman
keandalan layak huni pada Direktorat
bangunan kepada Bina Teknik
pemangku Perumahan
kepentingan dan Kawasan
perumahan Permukiman
3 Ketersediaan [a.Ketidaksesuaian/[Pembangunan |Optimalisasi |Risiko a.Direktorat
lahan yang rencana tata perumahan pemanfaatan |kinerja Jenderal
terbatas pembangunan |sulit terealisasi|aset negara, Kawasan
perumahan; di daerah daerah dan Permukiman;
b.sulitnya prioritas badan usaha b.Direktorat
optimalisasi milik negara Jenderal
pemanfaatan Perumahan
aset; Perdesaan;
c. risiko kinerja dan
ruang wilayah; c. Direktorat
dan Jenderal
d.lambatnya Perumahan
pelepasan Perkotaan
status aset
Barang Milik
Negara
4 Rendahnya Terbatasnya Backlog Penguatan Risiko a. Direktorat
daya beli Skema kepemilikan  |subsidi dan kinerja Jenderal Tata
masyarakat |Pembiayaan yang |[meningkat inovasi skema Kelola dan
terhadap menjangkau pembiayaan Pengendalian
hunian yang |masyarakat Risiko;
layak berpenghasilan b.Direktorat
rendah Jenderal




-30 -

No. Indikasi Risiko Penyebab Dampak lizrtlicgzr;? Kstic;rl PIC
Kawasan
Permukiman;
c. Direktorat
Jenderal
Perumahan
Perdesaan;
dan
d.Direktorat
Jenderal
Perumahan
Perkotaan
5 Proses Lemahnya Pembangunan |[Membentuk Risiko a. Direktorat
perizinan yang [Pengendalian perumahan tim satuan korupsi Jenderal Tata
tidak terhadap sulit terealisasi[tugas sapu Kelola dan
transparan pelaksanaan bersih Pengendalian
dan efisien norma, standar, pungutan liar Risiko;
prosedur, dan b.Direktorat
kriteria Jenderal
Kawasan
Permukiman;
c. Direktorat
Jenderal
Perumahan
Perdesaan;
dan
d.Direktorat
Jenderal
Perumahan
Perkotaan
6 Kebocoran Penyusunan Kualitas dan [Menyiapkan Risiko Sekretariat
keuangan harga perkiraan |kuantitas sistem keuangan{Jenderal di
negara sendiri yang tidak [pembangunan [informasi Biro Pengadaan
sesuai ketentuan [perumahan pengadaan Barang dan
peraturan yang tidak yang Jasa
perundang- tercapai terintegrasi
undangan
7 Adanya Tahapan proses [Tuntutan Konsultasi Risiko Sekretariat
gugatan atas |penyusunan perdata publik yang hukum [Jenderal di
kebijakan kebijakan tidak lebih inklusif Biro Hukum
yang melalui proses
dikeluarkan [|yang sesuai
Kementerian |ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
Sasaran [Meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan intern
strategis |[Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
2
Indikator|Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan
kinerja |[Kawasan Permukiman
sasaran
strategis
1
Indikator|Indeks integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan
kinerja |[Permukiman
sasaran
strategis
2
Indikator|Tingkat kualitas pengawasan intern
kinerja
sasaran
strategis
3
1 Banyaknya Lemahnya Opini Badan [Melaksanakan |Risiko Seluruh unit
temuan yang |pengendalian Pemeriksa budaya sadar |kinerja |organisasi
terindikasi intern Keuangan risiko
kerugian tidak mencapai
keuangan wajar tanpa

negara

pengecualian




- 31 -

No. Indikasi Risiko Penyebab Dampak li/(firtlicgir;? Klgit;ic())rl PIC
2 Penanganan [Belum Menurunnya @g.Menyusun Risiko Inspektorat
pengaduan tersedianya tingkat norma, reputasi [Jenderal
belum optimal jnorma, standar, |kepercayaan standar,
prosedur, dan pemangku prosedur,
kriteria terkait kepentingan dan kriteria
penanganan perumahan terkait
pengaduan penanganan
pengaduan
b.Penguatan
sistem dan
mekanisme
pengaduan
3 Data dan Belum Rendahnya Percepatan Risiko Sekretariat
informasi terintegrasinya  |tingkat integrasi layanan |Jenderal di
bidang data perumahan |kepuasan sistem data Pusat Data dan
perumahan dan kawasan pemangku Perumahan Informasi
dan kawasan |permukiman kepentingan  |dan Kawasan
permukiman perumahan Permukiman
tidak dapat atas informasi
diandalkan bidang
perumahan

dan kawasan

permukiman
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BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional menjadi pedoman utama

Kementerian dalam menetapkan fokus pembangunan dan mengarahkan
langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Hal ini
diperlukan untuk memastikan keselarasan berbagai program dan kegiatan
Kementerian dengan prioritas pemerintah dan mampu merespons dinamika
serta tantangan yang berkembang. Adapun arah kebijakan dan strategi
nasional diuraikan berikut ini.

1.

Visi dan misi Presiden 2025-2029, disusun berdasarkan arahan rencana
pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045. Rencana
pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029
dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto
dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan visi “Bersama
Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut
mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-
putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang
telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan
Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi tersebut diwujudkan
melalui 8 (delapan) misi yang dikenal sebagai delapan asta cita meliputi:
a. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi
manusia,;

b. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan
mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,
energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan
ekonomi biru;

c. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan
lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan  industri  kreatif serta mengembangkan
agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif
koperasi;

d. memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda, seperti generasi milenial dan
generasi z, dan penyandang disabilitas;

e. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis
sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam
negeri;

f.  membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan
ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

g. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta
memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,
judi, dan penyelundupan; dan

h. memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dengan
lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan
makmur.

Agenda pembangunan, merupakan prioritas nasional sebagai wujud

implementasi langsung dari asta cita, atau misi Presiden, yang termuat

dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-

2029. Setiap prioritas nasional mencakup langkah strategis untuk

mencapai keberhasilan pembangunan dan menjadi struktur pokok
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keseluruhan dalam periode tersebut. Untuk mencapai sasarannya, setiap

prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan

prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk

memudahkan pelaksanaannya di kementerian/lembaga, pemerintah

daerah, dan badan usaha yang meliputi milik negara dan swasta. Prioritas

nasional juga menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan

penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan

kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah, hingga

penyusunan intervensi teknis strategis, seperti proyek strategis nasional.

Asta cita sebagai prioritas nasional telah diselaraskan dengan agenda

transformasi rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun

2025-2029. Keterkaitan erat prioritas nasional dan strategi transformasi

rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045

menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia

Emas 2045.

Sasaran makro pembangunan tahun 2025-2029, diformulasikan dengan

menjadikan faktor kesejahteraan masyarakat sebagai tolok wukur

keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan. Sasaran makro

pembangunan menjadi komitmen pemerintah untuk memberikan akses

pelayanan dasar yang merata kepada seluruh masyarakat dan menjadi

kunci dalam keberhasilan pembangunan yang tercermin dari

peningkatan serta perbaikan beragam indikator sosial dan budaya

masyarakat, yaitu:

a. pendapatan nasional bruto per kapita USD8.000;

b. penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 45,17% (empat puluh
lima koma satu tujuh persen);

c. indeks kualitas lingkungan hidup 77,20 (tujuh puluh tujuh koma
dua nol);

d. tingkat kemiskinan 4,5% (empat koma lima persen) — 5% (lima
persen);

e. rasio gini 0,372 (nol koma tiga tujuh dua) — 0,375 (nol koma tiga
tujuh lima); dan

f.  indeks modal manusia 0,59 (nol koma lima sembilan).

Pengarusutamaan dalam rencana pembangunan jangka panjang

nasional tahun 2025-2045, berlandaskan pada rumusan visi Indonesia

Emas 2045, yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu,

Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” yang diukur melalui 5 (lima)

sasaran visi yang terdiri atas:

a pendapatan per kapita setara negara maju;

b. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;

c. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;

d. daya saing sumber daya manusia meningkat; dan

e intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.

Visi Indonesia Emas 2045 dalam rencana pembangunan jangka panjang

nasional tahun 2025-2045 selanjutnya dijabarkan ke dalam 8 (delapan)

misi pembangunan, yaitu:

transformasi sosial;

transformasi ekonomi;

transformasi tata kelola;

supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan indonesia;

ketahanan sosial budaya dan ekologi;

pembangunan ke wilayah yang merata dan berkeadilan;

sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan

kesinambungan pembangunan.

SR 0 Q0 T
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Misi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 17 (tujuh belas) arah dan
tujuan pembangunan sebagai komitmen Indonesia untuk tetap
melanjutkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang secara internasional
berakhir di tahun 2030. Dalam pelaksanaannya, rencana pembangunan
jangka panjang nasional tahun 2025-2045 terbagi dalam 4 (empat)
tahapan waktu. Arah pembangunan pada masing-masing tahapan yang
berhubungan dengan bidang perumahan dan permukiman, diuraikan
sebagai berikut:

a. S (lima) tahun I (2025-2029), diarahkan pada penguatan
transformasi untuk menata kembali dan membangun Indonesia di
segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang
aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat
kesejahteraan rakyatnya meningkat;

b. 5 (lima) tahun I (2030-2034), diarahkan pada upaya
pengembangan perumahan dan permukiman untuk mendukung
peningkatan daya saing perekonomian;

c. 5 (lima) tahun III (2035-2039), diarahkan pada upaya peningkatan
pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana
dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat serta didukung
oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan
berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk semakin mendorong
terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh; dan

d. 5 (lima) tahun IV (2040-2045), diarahkan pada upaya pemenuhan
kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana
pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien,
dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Khusus pada periode 5 (lima) tahun I yang dituangkan dalam rencana

pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029,

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman difokuskan pada:

a. pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak,
dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh
prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi serta
berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan
efisien;

b. pembangunan perumahan dan prasarana serta sarana
permukiman yang mandiri, mampu membangkitkan potensi
pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal,
menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan
penyebaran pembangunan; dan

c. pembangunan perumahan dan prasarana serta sarana
permukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan
lingkungan hidup.

Untuk mempercepat pencapaian target, telah ditetapkan 5 (lima)

pengarusutamaan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan

menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif.

Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten

dengan pendekatan:

gender dan inklusi sosial,

tujuan pembangunan berkelanjutan;

transformasi digital;

pembangunan rendah karbon;

pembangunan berketahanan iklim ke dalam seluruh kebijakan,

program, dan kegiatan pemerintah (pusat-daerah); dan

oo oTp
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f.  inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh aktor
nonnegara.

Proyek strategis nasional, disusun dan ditetapkan sebagai sebuah
langkah konkret teknis, utamanya mendukung dan memastikan
pelaksanaan kegiatan prioritas utama. Rencana pembangunan jangka
menengah nasional tahun 2025-2029 memuat kebijakan proyek
strategis nasional yang perencanaan dan penyusunannya dilakukan
dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta
mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur. Proyek strategis nasional dirancang
sebagai proyek atau program beberapa proyek yang memiliki sifat
strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran
rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029,
khususnya program prioritas Presiden, termasuk program hasil terbaik
cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dan Dberkelanjutan, serta mendorong pemerataan
pembangunan. Sesuai dengan arahan rencana pembangunan jangka
menengah nasional tahun 2025-2029, pembangunan infrastruktur
diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar,
pembangunan ekonomi, dan perkotaan serta perdesaan. Sasaran yang
akan dicapai dalam S (lima) tahun mendatang oleh Kementerian dalam
mendukung pencapaian infrastruktur nasional tertuang pada indikasi
proyek strategis nasional tahun 2025-2029 dalam Lampiran III
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yaitu
Pembangunan 3 (tiga) Juta Rumah.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian
Arah kebijakan dan strategi Kementerian disusun untuk memastikan

pelaksanaan program dan kegiatan berjalan selaras dengan prioritas nasional
sekaligus menjawab kebutuhan sektor secara efektif. Rumusan ini menjadi
dasar dalam penetapan fokus pembangunan, penguatan tata kelola, serta
penyusunan langkah strategis yang mendukung pencapaian sasaran jangka
menengah. Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian dijabarkan
berikut ini.

1.

Peran strategis kementerian, diarahkan dalam mendukung agenda
nasional untuk mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan
berkelanjutan sebagaimana arahan oleh Presiden dalam upaya
penyelesaian permasalahan di bidang perumahan. Dalam kerangka
tersebut, Presiden menetapkan Program Pembangunan dan Renovasi 3

(tiga) Juta Rumah. Untuk merealisasikan target tersebut secara efektif

dan tepat sasaran, Kementerian meluncurkan insiatif “Karpet Merah

untuk Rakyat” sebagai upaya percepatan dalam pembangunan dan
renovasi rumah rakyat. Inisiatif ini selaras dengan tiga fungsi utama

Kementerian, yaitu:

a. fungsi sebagai regulator, Kementerian berperan dalam
menyediakan regulasi dan/atau memberikan
kemudahan/percepatan dalam aspek perizinan yang berkaitan
dengan perumahan, guna mendukung ekosistem perumahan,
seperti:

1. penyederhanaan proses perizinan bangunan gedung yang
sebelumnya 45 (empat puluh lima) hari menjadi 10 (sepuluh)
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hari melalui kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Pekerjaan Umum;

pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung dan bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan atas
dukungan pemerintah daerah;

pemberian insentif tambahan pajak pertambahan nilai atas
penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang
ditanggung pemerintah pada tahun anggaran 2025;
pengaturan atas pengelolaan rumah susun, besaran
penghasilan dan persyaratan kemudahan pembangunan serta
perolehan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah
dan pekerja migran;

pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya, rumah
susun, rumah khusus, prasarana, sarana dan utilitas umum
serta kawasan kumuh; dan

pengaturan sistem kredit program perumahan;

fungsi sebagai operator, Kementerian berperan langsung dalam
menyediakan pembangunan dan/atau revitalisasi yang berkaitan
dengan perumahan. Fungsi Kementerian sebagai operator yaitu:

1.

melaksanakan penyiapan lahan negara dengan dukungan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional, Kementerian Keuangan, Badan Bank Tanah, Komisi
Pemberantasan Korupsi, dan Kementerian Sekretariat Negara;
memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya, yaitu
dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan
rendah untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru
rumah swadaya berasaskan gotong royong;

melanjutkan bantuan pembangunan rumah susun, yaitu
bantuan pembangunan rumah susun umum, rumah susun
khusus, dan rumah susun negara yang diberikan oleh
pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja
negara;

melakukan penyediaan rumah khusus, yaitu pembangunan
rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah
deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah
panggung berserta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
meningkatkan kualitas bantuan prasarana, sarana, dan
utilitas umum, yaitu bantuan pembangunan berupa
penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas untuk
meningkatkan perumahan yang layak bagi masyarakat
berpenghasilan rendah yang terdiri dari bantuan
pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk
perumahan tapak, rumah susun, dan kawasan permukiman;
meningkatkan kualitas sanitasi rumah, yaitu kegiatan yang
dilaksanakan untuk menciptakan fungsi sanitasi yang layak
guna mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat
berpenghasilan rendah /masyarakat miskin; dan
meningkatkan kualitas permukiman kumuh, yaitu upaya
untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana,
sarana dan utilitas umum;

fungsi sebagai fasilitator, Kementerian berperan dalam memberikan
kemudahan yang berkaitan dengan akses terhadap perumahan
yang tercermin dalam kegiatan seperti:
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peningkatan dan penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan
perumahan melalui dukungan Bank Indonesia dan
Kementerian Keuangan;

pelonggaran giro wajib minimum Bank Indonesia untuk
dimanfaatkan dalam pembiayaan program perumahan;
penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan
dalam pembangunan dan renovasi rumah melalui tanggung
jawab sosial dan lingkungan; dan

kredit program perumahan melalui relaksasi
kredit bagi individu maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah di sektor perumahan.

Pelaksanaan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah : Peran Kementerian PKP

¢ OPERATOR %‘

Menyediakan pembangunandanfatau
l” renovasi yang berkaitandengan
FLPP
Fusll\lns Likuiditos

FASILITATOR

Memberikan kemudahan terkait program

perumahan, sepert perumahansebagai upaya mencapai 3 Juta Rumah
rur r i

o Rumiah subsidi mg MBR
(s o

220.000 unit rﬂeﬂjudl 350.000 unit

eri PKP, Mente BDI’II’UDH Stimulon Per rumahan Swadaya ke
masyarakat. Peningkatan jumiah target

«dari 38.504 unit menjodi 45.073 unit

Pe rumahan
Target: 350.000 unit

| . RUMAHsusuN SWMBl
" £ y Lanjutan pembangunan (MYC) Reguler, g.;:kmﬁ:;?;mum Insentif likuiditas perbankan diatur anGnEPADG)
# 3% KN, DOB, Revitalisasi Wisma Atiet Rp2,52 Eld Peraturan Anggc
35%* T dengontorget 2.270 unit P83, 0.7 Tahun

Target: 100.000 unit

Mengatur mengenai Besaran Penghasilan dan

RUMAH KHUSUS

@

@ % an : J(-;,’;?ﬂ
Perolehan Rumah untuk MBR don Pekerja . =
i a

Hunian Tetap Pasca Bencana dan
Penyediaan Stock Panel RISHA Rp023 T

Corporate Social
ORD Rectonsivity

CSR

ye
Kemen PKP untuk pemtxmguncn ucm'atuu

dengan

dengan torget 476 unit RP1IIT renovasirumah
Mengatur mengenai peloksanaan Bantuan Target:26.886 unit
ﬂﬂ stimulan Perumahan Swadaya, Rumah
\ | Susun, RumahKhusus, PSUdan
PenangananKumuh PSU, SANITASI &
KAWASANKUMUH KR PorIhan Kredit bersubsidi bunga rendah unituk
] Peningkatan kualitas sarona prasarana, F,:mmuﬁn" penyediaan rumah bagi pelaku usaha (Developer,
% E:L?;J;Lan;engenwsiﬂom Kredit Program -ﬂy :Sx!‘:::x;)ugspgngggz:T;;v;‘uf&noo it Rp130 Triliun Kontraktor, Toko Bangunan dan UMKM)

Gambar 3.1 Peran Kementerian

Arah kebijakan dan strategi utama, dirumuskan sebagai tindak lanjut
atas arahan Presiden terkait target pembangunan 3 (tiga) juta rumah
yang dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif dengan pelibatan

berbagai

sumber daya. Fokus utamanya mencakup percepatan

penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat

berpenghasilan

rendah, sekaligus mendorong pemerataan

pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan di seluruh
wilayah Indonesia. Pelaksanaan strategi menekankan penguatan sinergi
antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat melalui optimalisasi

skema pembiayaan yang

inklusif dan inovatif serta integrasi

pembangunan perumahan dengan penataan kawasan yang dilengkapi
infrastruktur dasar, ruang terbuka hijau, dan akses terhadap layanan

publik.

Kementerian juga mendorong prinsip pembangunan

berkelanjutan melalui pengembangan rumah yang ramah lingkungan,
adaptif terhadap perubahan iklim, dan memperhatikan kebutuhan

kelompok

rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan

masyarakat terdampak bencana. Dengan pendekatan menyeluruh,
Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah diharapkan
menjadi motor penggerak transformasi sektor perumahan dan kawasan
permukiman, yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga
menciptakan lingkungan hidup yang aman, sehat, dan inklusif bagi
seluruh rakyat Indonesia.
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ViIsI ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

4 ’ 1. Penguatan layanan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau

Menjamin peningkatan
akses perumahan yang . 2. Penguatan layanan penanganan permukiman kumuh yang terpadu secara
layak dan terjangkau kolaboratif
Bersama Indonesia melalui pembangunan
Maju menuju Indonesia baru, peningkatan
Emas 2045 kualitas dan fasilitasi 3. Penguatan layanan tata Kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan
pembiayaan ‘ perumahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas
perumahan

4. Penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan Intern Kementerian
h, Perumahan dan Kawasan Permukiman

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PKP 2025-2029

Gambar 3.2 Konsep Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Sektor perumahan melalui Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga)
Juta Rumah berpotensi memberikan kontribusi nyata terhadap
peningkatan perekonomian nasional melalui berbagai upaya yang
menghasilkan efek berganda. Kontribusi tersebut berasal dari karakter
padat modal, yang mendorong pemanfaatan modal secara efektif, dan
padat karya, yang membuka kesempatan kerja bagi tenaga lokal selama
proses pembangunan. Penggunaan bahan bangunan lokal dapat
memperkuat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor
konstruksi, sementara pengembang perumahan memastikan suplai
hunian bagi masyarakat. Dari sisi fiskal, setiap transaksi jual beli rumah
dapat memberikan penerimaan bagi negara melalui pajak yang masuk
ke kas pemerintah. Berbagai potensi kontribusi tersebut menunjukkan
bahwa percepatan pembangunan rumah tidak hanya berdampak pada
penyediaan hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi,
menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan produk domestik bruto
melalui keterkaitan yang kuat antar sektor. Untuk mewujudkan secara
nyata potensi pembangunan perumahan tersebut sekaligus memastikan
dampaknya terasa luas bagi masyarakat, dirumuskan arah kebijakan
dan strategi utama Kementerian sebagai berikut:

a. arah kebijakan dan strategi Program Pembangunan dan Renovasi 3
(tiga) Juta Rumah, dirumuskan melalui pendekatan yang
komprehensif dan adaptif dengan optimalisasi berbagai sumber
daya pembiayaan dan pelaksanaan yang tersedia, baik yang berasal
dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran
pendapatan dan belanja daerah, sektor swasta, maupun kontribusi
swadaya masyarakat. Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga)
Juta Rumah dalam 5 (lima) tahun menjadi bagian dari strategi
pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak
dan terjangkau. Pelaksanaannya menekankan pada intervensi
langsung pemerintah, yaitu melalui peningkatan akses perumahan
yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara
Kementerian dengan target kumulatif pembangunan sebanyak 3
(tiga) juta unit rumah dalam lima tahun. Sejalan dengan itu,
Kementerian = Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan arahan untuk
kepada Kementerian sebagai koordinator untuk menyelesaikan
penyediaan 10 (sepuluh) juta rumah dalam S5 (lima) tahun
dilaksanakan melalui pendekatan intervensi tidak langsung, yakni
melalui upaya fasilitasi, koordinasi, dan pemanfaatan sumber
pendanaan di luar anggaran pendapatan dan belanja negara
Kementerian. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong
partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah
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daerah, sektor swasta, dan masyarakat, guna mencapai target

penyediaan 10 (sepuluh) juta unit rumah dalam 5 (lima) tahun.

Adapun janji politik Presiden di bidang perumahan rakyat

menargetkan pembangunan 3 (tiga) juta rumah per tahun bagi

masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat berpenghasilan
rendah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat
penurunan backlog perumahan nasional, sekaligus mendorong
pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup
masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam rangka mencapai target
tersebut secara lebih terstruktur dan efektif, dirumuskan strategi
pelaksanaan program melalui empat skema utama, sebagai berikut:

1. pembangunan atau renovasi rumah oleh negara, terbagi
menjadi dua sumber utama, yaitu program Kementerian yang
mencakup pembangunan dan renovasi rumah susun,
pembangunan dan renovasi rumah khusus, penanganan
kawasan kumuh, serta bantuan stimulasi perumahan
swadaya, dan program kementerian/lembaga lainnya yang
didanai melalui sumber dana alokasi khusus, anggaran
pendapatan dan belanja daerah, dana desa, serta anggaran
rumah tidak layak huni Kementerian Sosial,

2. pembangunan atau renovasi rumah oleh pengembang
dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan, seperti
fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, tabungan
perumahan rakyat, surat berharga negara, kebijakan insentif
likuiditas Bank Indonesia, rumah sederhana nonfasilitas
likuiditas pembiayaan perumahan, dan rumah menengah
mewah, maupun potensi investasi dari luar negeri yang turut
menjadi pendorong penting dalam mempercepat pembangunan
hunian secara masif;

3. pembangunan atau renovasi rumah secara swadaya oleh
masyarakat, khususnya penerima bantuan seperti program
bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah,
berkontribusi untuk membangun atau merenovasi rumahnya
secara mandiri; dan

4. pembangunan atau renovasi rumah secara gotong royong
dengan pengusaha melalui tanggung jawab sosial dan
lingkungan dengan tujuannya untuk mendukung
pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan
dalam bentuk relokasi, bantuan bahan bangunan, dan
program hunian komunitas.

Melalui keempat skema kolaboratif di atas, Kementerian

memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan hunian layak tidak

hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan
hasil kerja bersama antara negara, swasta, masyarakat, dan sektor
usaha.

intervensi langsung dan tidak langsung, dilaksanakan Kementerian

sebagai koordinator proyek strategis nasional nomor 75, yaitu

pembangunan 3 (tiga) juta rumah. Peran tersebut membawa
tanggung jawab besar untuk memastikan keberhasilan program
secara menyeluruh, sehingga diperlukan penguatan tata kelola,
integrasi lintas sektor, serta kepemimpinan yang mampu
mengarahkan kebijakan dan merancang intervensi secara efektif.

Penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan peta jalan yang

terukur, dan pengawasan terhadap capaian kinerja turut menjadi

elemen penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program.
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Berikut tabel indikator kinerja Kementerian yang termuat dalam
rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-

2029.
Tabel 3.1 Matriks Kinerja Tahun 2025-2029
Garis
Indikator Satuan Acuan ’I‘Qa(;‘Qggt T2a0r2ggt

2024

Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas

Program prioritas 06.06—

jumlah rumah tangga Unit/

dengan akses hunian layak, Tahun 769.078 360.112 | 3.000.000

terjangkau, dan

berkelanjutan

Pelaksana Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas

Kegiatan prioritas 06.06.01— Unit/

jumlah unit rumah baru Tahun 4.311 365 30.700

yang terbangun

Kegiatan prioritas 06.06.01— Unit/

jumlah unit rumah yang Tahun 150.202 34.289 250.000

ditingkatkan kualitasnya

Kegiatan prioritas 06.06.01—

jumlah unit rumah yang Unit/

dilengkapi dengan Tahun 43.008 10.500 15.000

prasarana, sarana dan

utilitas

Kegiatan prioritas 06.06.02—

jumlah penyediaan unit Unit/ 1.320 1.258 5.400

hunian vertikal yang terpadu Tahun ' ' ’

(milik dan sewa)

Kegiatan prioritas 06.06.02—

jumlah unit rumah yang Unit/ -

dilengkapi dengan Tahun (indikator - 5.000

prasarana, sarana dan baru)

utilitas hunian vertikal

Kegiatan prioritas 06.06.03—

jumlah rumah tangga yang Rumah

menerima fasilitas tangga/ 570.237 | 324.200 | 419.300

pembiayaan perumahan atau tahun

bantuan subsidi/kemudahan

perumahan

Kegiatan prioritas 06.06.04—

terciptanya peningkatan tata | Rekomendasi 1 1 1

kelola hunian publik privat kebijakan

dan perlindungan konsumen

Kegiatan prioritas 06.06.05—

luasan hektar permukiman Hektar/ 198,08 196 200

kumuh yang ditangani Tahun

secara terpadu

Kegiatan prioritas 06.07.01—

persentase desa yang

memiliki 100% (seratus Persen 24.62 24.81 25.61

persen) rumah layak huni

Kementerian memiliki peran strategis dalam mendukung

pencapaian target nasional pembangunan perumahan, baik sebagai
koordinator maupun pelaksana yang tertuang pada lampiran
rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-
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2029. Sebagai koordinator, Kementerian bertanggung jawab
mengoordinasikan pencapaian target sebesar 360.112 unit rumah
pada tahun 2025 dan 3 (tiga) juta unit rumah pada tahun 2029.
Tugas sebagai koordinator dilaksanakan melalui intervensi tidak
langsung yaitu peningkatan akses hunian layak, dan terjangkau
melalui fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pemanfaatan anggaran di
luar anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian.
Sementara itu, sebagai pelaksana, Kementerian wajib
melaksanakan dan memastikan capaian langsung atas target
sebesar 370.612 unit pada tahun 2025 dan 725.400 unit pada
tahun 2029. Tugas sebagai pelaksana dilaksanakan melalui
intervensi langsung yaitu peningkatan akses hunian layak, dan
terjangkau melalui anggaran pendapatan dan belanja negara
Kementerian. Seluruh target sebagai pelaksana ini harus dirinci dan
dijabarkan dalam Renstra Kementerian, sebagai dasar pelaksanaan
program, alokasi anggaran, dan pengukuran kinerja Kementerian.
Dalam rangka melaksanakan amanat program strategis nasional
dan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-
2029 untuk mendukung Program Pembangunan dan Renovasi 3
(tiga) Juta Rumah, Kementerian merancang pendekatan strategis
untuk memastikan pembangunan tepat sasaran, efektif, dan
efisien. Strategi pencapaian target Program Pembangunan dan
Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah dirancang melalui pendekatan
wilayah dan pemanfaatan beragam sumber pendanaan, termasuk
anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian dan
kementerian/lembaga lainnya, kontribusi pengembang, swadaya
masyarakat, dan skema gotong royong. Pelaksanaan program ini
tersebar di lingkungan Direktorat Jenderal dalam Kementerian.
arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan gender, dilakukan
sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya keluarga berkualitas,
kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Pengarusutamaan
gender menjadi penting agar seluruh lapisan masyarakat, tanpa
kecuali, dapat mengakses, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat
yang setara dari proses pembangunan. Namun, capaian yang ada
menunjukkan bahwa tantangan terkait kesetaraan dan keadilan
gender masih cukup besar. Hal tersebut tergambar melalui indeks
ketimpangan gender yaitu ukuran tingkat ketimpangan antara
wanita dan laki-laki yang diukur berdasarkan tiga dimensi yaitu
kesehatan reproduksi, pemberdayaan gender, dan pasar tenaga
kerja. Indonesia tercatat memiliki indeks ketimpangan gender yang
masih tinggi, yaitu sebesar 0,447 (nol koma empat empat tujuh) dan
mencerminkan masih terbatasnya peran dan peluang perempuan
dalam Dberbagai aspek pembangunan, termasuk di sektor
perumahan dan kawasan permukiman. Untuk menjawab tantangan
tersebut, Kementerian memperkuat strategi pengarusutamaan
gender dan inklusi sosial melalui berbagai pendekatan. Strategi ini
bertujuan memberikan ruang partisipasi yang lebih besar bagi
perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, pemuda,
masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan
permukiman. Kebijakan pengarusutamaan gender Kementerian
meliputi:

1. penguatan komitmen Kementerian dalam pelaksanaan

pengarusutamaan gender;
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2. peningkatan integrasi gender menjadi dimensi integral dalam
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas,
fungsi, dan wewenang Kementerian;

3. peningkatan pelaksanaan infrastruktur untuk semua yang
memenuhi kebutuhan dasar dengan memperhatikan aspek
keamanan, keselamatan, kenyamanan, ramah lingkungan,
dan berkelanjutan bagi semua kelompok secara setara dan
adil;

4. peningkatan pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan
pengarusutamaan gender yang terdiri atas peningkatan di
bidang komitmen, kebijakan responsif gender, kelembagaan di
tingkat pusat dan daerah, kapasitas sumber daya, data
terpilah, alat analisa gender untuk menyusun perencanaan
dan penganggaran responsif gender, dan peran masyarakat
melalui peningkatan koordinasi serta kerjasama dengan
multipihak;

5. peningkatan lingkungan dan fasilitas kerja yang responsif
gender; dan

6. peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan responsif gender,
termasuk melakukan audit gender untuk memperkuat
akuntabilitas pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Kebijakan pengarusutamaan gender Kementerian dilaksanakan

melalui strategi sebagai berikut:

1. peningkatan penyusunan produk kebijakan/pengaturan yang
responsif gender;

2. peningkatan, pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan
data terpilah sebagai alat pemetaan data, identifikasi isu dan
analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender, dan
membuat kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang
responsif gender;

3. peningkatan penyusunan perencanaan dan penganggaran
responsif gender;

4. pengembangan kelembagaan dengan pembentukan kelompok
kerja, tumpuan perhatian, serta peningkatan kapasitas
sumber daya manusia;

5. peningkatan penyebarluasan informasi dan kerjasama dalam
pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas sektor dengan
melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi;

6. pengembangan inovasi kegiatan yang responsif gender
berdasarkan penelitian, kajian, dan fakta lapangan;

7. peningkatan kerja sama dengan multi pihak melalui
kesepakatan bersama, dan ditindaklanjuti dengan perjanjian
kerja sama; dan

8. peningkatan pemantauan dan evaluasi kegiatan responsif
gender secara berkala sebagai masukan dan umpan balik
untuk penyusunan kebijakan serta keberlangsungan
program/kegiatan yang responsif gender.

arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan infrastruktur

perumahan dan kawasan permukiman tangguh bencana,

dirumuskan mengingat Indonesia memiliki tingkat kerentanan
bencana yang tinggi. Sehingga, pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman dituntut untuk layak huni, terjangkau, dan
memiliki daya tahan terhadap risiko bencana. Dalam konteks ini,
Kementerian mengarusutamakan ketangguhan bencana sebagai
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prinsip dasar dalam setiap tahapan penyelenggaraan perumahan

dan penataan kawasan yang meliputi strategi sebagai berikut:

1. penyusunan dan penerapan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang
mengintegrasikan aspek ketangguhan terhadap bencana,
termasuk dalam desain dan konstruksi bangunan; dan

2. penerapan dan pengembangan teknologi tangguh bencana
pada setiap pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman, khususnya melalui penerapan konstruksi
dengan standar nasional indonesia untuk rumah tinggal dan
infrastruktur lingkungan di kawasan rawan bencana.

arah kebijakan dan strategi intervensi pada segmen milenial dan

generasi z, dirumuskan sebagai respon atas kedua populasi

tersebut yang tengah mendominasi penduduk di Indonesia, yaitu

25,87% (dua puluh lima koma delapan tujuh persen) merupakan

generasi milenial dan 27,94% (dua puluh tujuh koma sembilan

empat persen) merupakan generasi z di tahun 2020 dan akan terus
meningkat proyeksinya di tahun mendatang. Generasi milenial dan
generasi 2z dihadapkan permasalahan dalam pemenuhan
kebutuhan rumah dihadapkan pada kesenjangan antara
ketersediaan rumah yang terjangkau, prioritas kebutuhan, serta
lokasi, karena banyak perumahan terjangkau yang lokasinya jauh
dari pusat kota. Hal ini menjadi salah satu penyebab pemenuhan
kebutuhan akan rumah bukan menjadi prioritas. Dalam melakukan
intervensi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah untuk generasi
milenial dan generasi z perlu dilakukan penyesuaian, mengingat
tiap kalangan memiliki karakteristik yang berbeda. Generasi
milenial merupakan kelompok yang adaptif dan cenderung mencari
stabilitas dan fokus pada keseimbangan kehidupan kerja.
Sedangkan generasi z merupakan kelompok yang dinamis, melek
terhadap teknologi, dan memiliki mobilitas yang tinggi. Secara
umum, generasi milenial dan generasi z memiliki preferensi dalam
pemilihan hunian yang kompleks, seperti bangunan multifungsi
dan kota pintar yang memungkinkan akses terhadap berbagai
kebutuhan dan kegiatan dalam satu area. Intervensi kebijakan
untuk program-program hunian yang inklusif perlu dilakukan
untuk memastikan akses terhadap hunian yang layak bagi generasi
milenial dan generasi z. Dalam menjawab tantangan tersebut,

Kementerian dalam perannya sebagai penyedia hunian layak

merumuskan strategi dan arah kebijakan dengan target khusus

generasi milenial dan generasi z sebagai berikut:

1. pembangunan hunian vertikal, merupakan salah satu upaya
dalam optimalisasi pemanfaatan lahan milik
negara/daerah/badan usaha milik negara dengan strategi
mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema
kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan pendekatan
kawasan terpadu sehingga kebutuhan rumah di lokasi
strategis terpenuhi, dalam bentuk hunian berupa rumah
susun sederhana milik dan/atau rumah susun sewa, secara
efisien, dekat pusat aktivitas perkantoran, transportasi publik,
dan fasilitas kota serta terintegrasi dengan prasarana, sarana,
dan utilitas umum untuk meningkatkan kualitas hunian;

2. program kredit pemilikan rumah subsidi fasilitas likuiditas
pembiayaan perumahan sebagai salah satu upaya yang
dilakukan Kementerian dalam menyediakan akses terhadap
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perumahan yang terjangkau dengan bunga dan cicilan rendah,
tenor panjang, serta uang muka ringan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah seperti generasi milenial dan generasi z
dalam rangka mempermudah transisi dari pola sewa ke
kepemilikan rumah, mendorong investasi jangka panjang, dan
diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah dengan swasta
dalam penyediaan rumah tapak maupun hunian vertikal;

3. pengembangan kawasan berorientasi transit menjadi
pendekatan strategis dalam penyediaan perumahan untuk
generasi produktif, seperti generasi milenial dan generasi z
dengan tata ruang yang mengintegrasikan hunian, pusat
kegiatan, dan transportasi publik sehingga menawarkan
aksesibilitas mudah, mendukung pola hidup praktis, efisien,
dan ramah lingkungan, serta memperhatikan mobilitas,
efisiensi ruang, dan terciptanya hunian perkotaan yang inklusif;
dan

4. digitalisasi layanan perumahan melalui sistem informasi
bantuan perumahan merupakan perwujudan dari sistem
pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian yang
dirancang untuk menyediakan sistem informasi tata kelola
bantuan perumahan yang terpadu dan mendukung seluruh
proses bisnis mulai dari pengusulan bantuan, pengawasan
pelaksanaan pembangunan dan sebaran lokasi, hingga
penyerahan dan/atau penghunian bantuan oleh calon
penerima manfaat.

arah kebijakan dan strategi penanganan penduduk miskin rentan,

dilakukan sebagai upaya pembangunan perumahan dan kawasan

permukiman yang merata kepada seluruh kelompok masyarakat,
termasuk kelompok penduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin
rentan merupakan kelompok yang paling terdampak sekaligus
memiliki peran nyata sebagai aktor pembangunan yang terlibat
dalam sektor informal, termasuk sektor yang menopang kehidupan
perkotaan. Ketimpangan akses terhadap perumahan layak dan
infrastruktur dasar menjadi tantangan besar di banyak wilayah yang
memperparah siklus kemiskinan. Akses terhadap rumah layak huni
secara nasional hanya sebesar 65,25% (enam puluh lima koma dua
lima persen). Ketika penduduk miskin rentan memiliki akses
terhadap hunian layak yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar,
mereka dapat lebih produktif dan berkontribusi terhadap
perekonomian. Penduduk miskin rentan umumnya tinggal pada
kawasan permukiman informal yang belum tentu memenuhi
standar kelayakan, baik dari segi kualitas bangunan, tingkat
kepadatan bangunan, maupun kelengkapan akses terhadap
infrastruktur dasar. Kondisi tersebut meningkatkan risiko
tumbuhnya permukiman kumuh, rentan terhadap bencana,
penurunan produktivitas, dan kualitas hidup. Kenaikan harga jual
rumah yang tidak sebanding dengan peningkatan kemampuan
finansial individu mempersulit keadaan penduduk miskin rentan
untuk menjangkau hunian layak huni. Terbatasnya pilihan
pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan
tidak tetap menjadi permasalahan untuk memperoleh rumah
ataupun meningkatkan kualitas. Dalam mengatasi permasalahan
tersebut, Kementerian memiliki peran yang kuat untuk memastikan
ketersediaan hunian layak yang dilengkapi dengan infrastruktur
dasar sebagai akselerasi pemenuhan kebutuhan bagi penduduk
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miskin rentan untuk dapat keluar dari kemiskinan dan menjadi

sejahtera. Arah kebijakan dan strategi penanganan perumahan dan

kawasan permukiman bagi penduduk miskin rentan, meliputi:

1. percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah
untuk menekan tingginya angka backlog perumahan melalui
penyediaan perumahan yang dilengkapi dengan infrastruktur
dasar dan peningkatan kualitas untuk menangani
permukiman kumuh, dengan kebijakan yang mengutamakan
penduduk miskin dan rentan melalui pembangunan yang
dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat,
pengembang, maupun pemerintah, yang didukung program
bantuan stimulan perumahan swadaya yang memberikan
dana stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk
membangun atau memperbaiki rumah agar lebih layak huni,
termasuk penguatan kolaborasi dengan program Kementerian
Sosial seperti program keluarga harapan, program sanitasi,
dan hunian layak dalam rangka memperluas penyediaan
rumah layak huni;

2. pelaksanaan, penegakan, dan pengawasan, melalui perizinan
maupun evaluasi pembangunan, mengenai hunian berimbang
bagi pengembang yang belum mengimplementasikan
pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai solusi dalam
memenuhi kebutuhan pembangunan hunian baru bagi
penduduk miskin rentan dan memastikan pemerataan
pembangunan pada suatu wilayah;

3. pengadaan program klinik perumahan untuk mengatasi
permukiman kumuh akibat rumah tidak layak huni, yang
disebabkan salah satunya oleh rendahnya pengetahuan
masyarakat terhadap standar kelayakan rumah sehat dan
tidak terjangkaunya akses tenaga profesional arsitektur,
dengan harapan masyarakat, khususnya penduduk miskin
rentan, dapat memperoleh informasi, pendampingan, dan
solusi teknis terkait pembangunan maupun renovasi rumah;
dan

4. pengembangan skema = pembiayaan = alternatif untuk
mengakomodasi masyarakat yang kesulitan dalam mengakses
pinjaman untuk memperoleh atau memperbaiki rumah yang
diakibatkan oleh ketidakpastian penghasilan dan tidak adanya
jaminan.

intervensi Kementerian berdasarkan desil penghasilan, dirumuskan

untuk merespons ketimpangan antara pasokan perumahan,

keterjangkauan harga, dan kedekatan lokasi dengan pusat ekonomi
yang menghasilkan kerentanan rumah tangga terhadap
kemiskinan, ketidakstabilan pendapatan, dan terbatasnya akses
layanan publik. Dampak tersebut paling berat dirasakan oleh
kelompok dengan keterbatasan akses perumahan, sehingga
intervensi yang lebih terarah menjadi kebutuhan yang perlu
dipenuhi oleh Kementerian. Secara konseptual, perumahan tidak
semata-mata berfungsi sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai
prasarana sosial yang membentuk lingkungan sehat, produktif, dan
berdaya saing. Oleh karena itu, penyelenggaraan perumahan perlu
dirancang secara inklusif agar seluruh kelompok masyarakat
memperoleh akses yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan
terhadap hunian layak. Dalam wusaha tersebut, Kementerian
memanfaatkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional, yang
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merupakan basis data tunggal individu dan/atau keluarga
mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan
keluarga. Data ini merupakan penggabungan dari berbagai sumber,
seperti data terpadu kesejahteraan sosial, registrasi sosial ekonomi,
dan pemetaan potensi pembangunan keluarga. Tujuan
penggabungan dari data tersebut untuk menciptakan data yang
lebih akurat dan komprehensif untuk memahami kondisi sosial
ekonomi  masyarakat. Sehingga dalam = pemanfaatannya,
Kementerian dapat merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi program terkait kebijakan sosial dan ekonomi secara
tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam data tunggal
sosial dan ekonomi nasional, keluarga dibagi dalam kelompok
persepuluh atau desil, dari desil 1 hingga desil 10. Dengan
demikian, pengelompokan keluarga berdasarkan desil diuraikan
sebagai berikut:

1. desil 1 yaitu keluarga yang ada dalam kelompok 10% (sepuluh
persen) terendah;

2. desil 2 yaitu keluarga yang ada dalam kelompok antara 10%
(sepuluh persen) — 20% (dua puluh persen) terendah;

3. desil 3 yaitu keluarga yang ada dalam kelompok antara 20% (dua
puluh persen) — 30% (tiga puluh persen) terendah;

4. desil 4 yaitu keluarga yang ada dalam kelompok antara 30% (tiga
puluh persen) — 40% (empat puluh persen) terendah; dan

5. desil 5 hingga desil 10 yaitu keluarga yang ada dalam kelompok
di atas 40% (empat puluh persen) terendah atau memiliki tingkat
kesejahteraan menengah hingga tinggi.

Dengan adanya desil tersebut, Kementerian perlu untuk

memastikan bahwa instrumen kebijakan yang disusun dapat

mencapai tujuan dengan sasaran yang tepat, sesuai dengan
kapasitas dan kebutuhan ekonomi rumah tangga yang berbeda,
sehingga intervensi perumahan yang diberikan dapat efektif, efisien,
dan berkeadilan. Oleh karena itu, kelompok dengan kesejahteraan
rendah, utamanya yang termasuk dalam kriteria masyarakat
berpenghasilan rendah atau desil 1 hingga desil 8 yang memiliki
kecenderungan tidak memiliki hunian yang layak, rentan terhadap
kehilangan hunian, keterbatasan daya beli pada sektor perumahan,
dan keterbatasan akses layanan dasar, perlu diutamakan dalam
penyediaan huniannya melalui rumah subsidi dan bantuan
stimulan. Sementara itu, kelompok dengan pendapatan tinggi yang
telah terpenuhi kebutuhannya atas hunian layak dapat mendorong
suplai hunian untuk pemenuhan kebutuhan bagi kelompok lainnya
melalui pembiayaan swasta dan penyediaan hunian berimbang.

Usaha untuk mendukung penyediaan hunian berdasarkan desil

penghasilan oleh Kementerian didukung dengan tugas dan fungsi

yang dijalankan melalui tiga peran utama, yaitu:

1. sebagai regulator, Kementerian bertanggung jawab dalam
merumuskan kerangka kebijakan, standar, serta mekanisme
yang dapat menjamin keterjangkauan, kualitas, dan keadilan
dalam penyelenggaraan perumahan;

2. sebagai operator, Kementerian memiliki tugas dan fungsi yang
terkait langsung dalam pelaksanaan program perumahan dan
kawasan permukiman; dan

3. sebagai fasilitator, @ Kementerian dapat memberikan
kemudahan melalui program perumahan.
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Sinergi dari ketiga peran tersebut memungkinkan Kementerian
mengintegrasikan kebijakan dengan implementasi, sehingga
intervensi yang dilakukan pada setiap lapisan masyarakat dapat
tepat sasaran dan mendukung pencapaian tujuan sesuai tugas dan
fungsi Kementerian.

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi, dirumuskan dengan
fokus penguatan yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk
mendukung pencapaian tujuan Kementerian, sebagai berikut:

1. arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kawasan

Permukiman, dilaksanakan melalui:

a)

b)

d)

meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak

dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan

kualitas perumahan, yang dilakukan dengan menerapkan
strategi:

1) percepatan pembangunan baru rumah susun,
rumah khusus, dan rumah swadaya;

2) percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya
dan penyediaan sanitasi;

3) fasilitasi penyediaan lahan yang aman dan
terjangkau; dan

4) penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum
pada hunian tapak dan vertikal;

mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui

implementasi skema penyediaan perumahan yang

inovatif, yang dilakukan dengan menerapkan strategi:

1) dukungan  optimalisasi pemanfaatan skema
pembiayaan  alternatif seperti kredit —mikro
perumahan dan skema lainnya;

2) pengembangan klinik perumahan untuk mendukung
peningkatan kapasitas pemangku kepentingan
perumahan dan masyarakat; dan

3) dukungan pengembangan perumahan melalui
pendekatan hunian berimbang;

meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu, yang

dilakukan dengan menerapkan strategi:

1) pendampingan dan penguatan pemerintah daerah
dalam menyusun kelengkapan instrumen
perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman
terpadu; dan

2) penataan kawasan kumuh melalui pembangunan
infrastruktur kawasan permukiman yang meliputi
rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi,
persampahan, dan proteksi kebakaran;

menguatkan ekosistem perumahan dan kawasan

permukiman dalam mendukung hunian layak, yang

diselenggarakan dengan menerapkan strategi:

1) penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang
perumahan dan kawasan permukiman;

2) peningkatan kolaborasi antarpemangku kepentingan
dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan
perumahan;

3) peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi
bidang perumahan dan kawasan permukiman;

4) pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan
fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
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pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan
permukiman kepada pemangku kepentingan; dan

pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan
material untuk mendukung percepatan penyediaan
perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

2. arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perumahan
Perdesaan, dilaksanakan melalui:

mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah

perdesaan, yang dilaksanakan melalui strategi:

a)

b)

1)
2)
3)

4)

5)

percepatan pembangunan rumah baru di wilayah
perdesaan;

perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di
wilayah perdesaan;

penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum
perumahan di wilayah perdesaan;

pengembangan model perumahan perdesaan yang
terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas
umum; dan

fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang
layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan
produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan
konflik agraria;

mendorong penyediaan rumah layak melalui skema
pembiayaan perumahan inovatif, dengan strategi:

1)

2)

pengembangan kerja sama dengan lembaga
keuangan mikro di wilayah perdesaan;
pengembangan skema tabungan berencana;
pengembangan bantuan tunai yang terintegrasi
dengan program pembangunan desa;

pengembangan skema kredit renovasi rumah dan
kredit bangun rumah;

pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai
wadah untuk masyarakat perdesaan dalam
mengakses pembiayaan perumahan; dan
peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui
kredit perumahan rakyat fasilitas likuiditas
pembangunan perumahan, subsidi selisih bunga,
dan subsidi bantuan uang muka untuk masyarakat
berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan;

menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi
serta mengembangkan pola koordinasi, dengan strategi:

1)

2)

3)

penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang
perumahan dan kawasan permukiman perdesaan
serta perumusan kebijakan dan strategi jangka
panjang perumahan di wilayah perdesaan;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan,
penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang penyusunan skema pembiayaan
perumahan perdesaan;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas
perumahan perdesaan;
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5) penyusunan panduan pembinaan teknis dan
supervisi penyelenggaraan perumahan perdesaan;

6) penyusunan panduan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan

7) pengembangan diversifikasi model perumahan
perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal,;

meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan

dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan
permukiman di wilayah perdesaan, dengan strategi:

1) peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui
Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dunia
usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan
lainnya dalam  penyelenggaraan  perumahan
perdesaan;

2) peningkatan kapasitas pemangku kepentingan
dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan,
koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan
penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan
peningkatan kualitas perumahan perdesaan;

3) pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan
perdesaan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah;

4) pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan
terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan

5) penguatan kelembagaan;

3. arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perumahan
Perkotaan, dilaksanakan melalui:

a)

b)

d)

mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah

perkotaan, melalui strategi:

1) percepatan pembangunan rumah baru di wilayah
perkotaan;

2) perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di
wilayah perkotaan;

3) penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum
perumahan di wilayah perkotaan; dan

4) pengembangan model perumahan perkotaan yang
terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas
umum,;

optimalisasi pemanfaatan lahan milik

negara/daerah/badan usaha milik negara serta

mendorong pengembangan perumahan vertikal, dengan

strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan

melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha

dan pendekatan kawasan terpadu;

mendorong pembangunan perumahan yang terintegrasi

dengan kawasan strategis dan transportasi publik melalui

strategi pengembangan kawasan berorientasi transit dan

kawasan perkotaan baru;

meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan

dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan

permukiman di wilayah perkotaan, melalui strategi:

1) peningkatan kolaborasi pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat
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serta pemangku kepentingan lainnya dalam
penyelenggaraan perumahan perkotaan;

2) peningkatan kapasitas pemangku kepentingan
dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan,
koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan
penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan
peningkatan kualitas perumahan perkotaan;

3) pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan
perkotaan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah;

4) pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan
terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan

5) penguatan kelembagaan;
penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi
program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
dan pemerintah kabupaten/kota dengan strategi
pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi
dan penyelarasan program perumahan antarlevel
pemerintahan;

pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis

kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dengan

strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit
konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga
keuangan nonbank;

penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta

penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman

berbasis digital dengan strategi penggunaan teknologi
rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem
monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah; dan
percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi
rumah susun, pelatihan pengelolaan rumah susun oleh
penghuni, dan integrasi rumah susun dengan fasilitas
sosial dan ekonomi;

arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola
dan Pengendalian Risiko, dilaksanakan melalui:

a)

b)

menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan
bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah serta menjamin ketepatan sasaran penerima
manfaat melalui strategi penguatan tata kelola dan
regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan
maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk
intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta
menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan
perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi
secara nasional;

peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan
hunian privat vertikal melalui penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang digunakan untuk
mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan
perumahan publik dengan strategi penguatan tata kelola
yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang
terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi
masyarakat serta menekankan pada transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi;
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c) mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan,
mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan di
luar kredit pemilikan rumah subsidi fasilitas likuiditas
pembiayaan perumahan seratus persen kredit pemilikan
rumah, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui
integrasi data nasional, serta penguatan regulasi dan tata
kelola pembiayaan perumahan, melalui strategi:

1) diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema
tabungan perumahan rakyat sebagai tambahan
pembiayaan penggunaan skema pinjaman atau
hibah multilateral dan program perumahan hijau
dan terjangkau Indonesia;

2) melakukan koordinasi secara intensif dengan Bank
Indonesia dan pemangku kepentingan lain;

3) optimalisasi pemanfaatan data tunggal sosial dan
ekonomi nasional dan sistem antrean perumahan;
dan

4) regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis,
peraturan menteri, dan keputusan menteri untuk
mendukung efektivitas kebijakan;

d) penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
melalui strategi penyusunan kebijakan atau pengaturan
mengenai mekanisme kemitraan penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman;

e) meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan
lain melalui strategi memperluas kemitraan dengan
pemangku kepentingan lain dan pengaturan mekanisme
kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman;

f) menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan
berkelanjutan yang memerlukan penguatan terhadap
seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata
kelolanya, melalui strategi:

1) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
dan bimbingan teknis tata kelola dan pengendalian
risiko;

2) penguatan sistem pengendalian intern pemerintah
dan manajemen risiko elektronik;

3) pencanangan dan pembangunan zona integritas,
sistem informasi pemantauan tata kelola dan
pengendalian risiko, sistem manajemen anti
penyuapan serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan;
4) kerja sama investasi asing, antrean penyediaan
perumahan, fasilitas likuiditas pembiayaan

perumahan, program perumahan hijau dan
terjangkau Indonesia, skema jaminan penyerapan;
dan
5) pembangunan baru atau renovasi melalui tanggung
jawab sosial dan lingkungan serta penyiapan lahan;
5. arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal, yang
berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan
kebijakan Kementerian melalui penguatan kelembagaan,
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pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal melalui arah
kebijakan ke depan difokuskan pada:

a)

b)

d)

g)

penguatan perencanaan dan penganggaran, melalui

strategi:

1) penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang
lebih rinci berbasis data dan mempertimbangkan
pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan

2) integrasi antara perencanaan dan penganggaran dan
peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi
kegiatan,;

transformasi digital dan tata kelola, melalui strategi:

1) transformasi digital dalam layanan administrasi
kepegawaian pelayanan publik pengelolaan data dan
informasi serta sistem pengadaan barang dan jasa;
dan

2) penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan
efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi;

penguatan sumber daya manusia, melalui strategi:

1) pemetaan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya
manusia berbasis analisis beban kerja dan
kompetensi;

2) pengembangan manajemen talenta aparatur sipil
negara melalui pelatihan promosi berbasis merit
pemetaan  karier serta pembentukan  balai
kompetensi; dan

3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia di
seluruh bidang fungsional termasuk keuangan,
pengadaan, pembinaan peraturan perundang-
undangan dan advokasi hukum, komunikasi dan
data;

penguatan sistem informasi dan data, melalui strategi:

1) pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi
berbasis satu data Indonesia; dan

2) optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar
kebijakan perencanaan dan evaluasi program
berbasis bukti;

peningkatan layanan dukungan manajemen, melalui

strategi:

1) perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan
pengelolaan kearsipan protokoler serta penyediaan
sarana dan prasarana kantor; dan

2) penguatan layanan keamanan ketertiban dan
kehumasan secara profesional dan responsif;

percepatan regulasi dan advokasi hukum, melalui

strategi:

1) peningkatan kualitas pembentukan produk hukum,
pembinaan sumber daya manusia di bidang
penyusunan peraturan perundang-undangan dan
advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan

2) digitalisasi dan penguatan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum;

modernisasi dan optimalisasi pengelolaan keuangan dan

barang milik negara, melalui strategi:

1) pembinaan dan pendampingan intensif terhadap
pengelolaan keuangan dan barang milik negara; dan



- 53 -

2) peningkatan akuntabilitas pengamanan dan
optimalisasi pemanfaatan aset negara;
h) penguatan sistem dan tata kelola pengadaan barang dan
jasa, melalui strategi:
1) penguatan kelembagaan unit kerja pengadaan
barang dan jasa dan sumber daya manusia di bidang
pengadaan; dan

2) integrasi perencanaan pengadaan dengan
penganggaran serta pemanfaatan sistem
e-procurement untuk efisiensi dan transparansi;

i) penguatan komunikasi publik dan pelayanan publik,

melalui strategi:

1) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
komunikasi publik penguatan pelayanan berbasis
teknologi informasi dan pengelolaan media digital
secara terintegrasi; dan

2) kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan media
untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi
disinformasi;

j)  kolaborasi dan pendanaan alternatif, melalui strategi:

1) peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku
kepentingan termasuk tanggung jawab sosial dan
lingkungan serta sumber pendanaan nonanggaran
pendapatan dan belanja negara; dan

2) perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta
program pembiayaan seperti kredit program
perumahan secara terarah dan akuntabel,

6. arah kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal, diwujudkan
melalui berbagai strategi percepatan pencapaian target
Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah
dilaksanakan melalui intervensi langsung maupun tidak
langsung, yang diwujudkan dalam bentuk inisiatif dan inovasi
lintas sektor yang mencerminkan semangat kolaboratif dan
adaptif dalam menjawab tantangan penyediaan hunian layak
sekaligus menjadi landasan kuat dalam mewujudkan
pembangunan perumahan yang inklusif, terjangkau, dan
berkelanjutan.

Upaya inisiatif dan inovatif, menjadi kunci dalam mendorong
peningkatan kinerja dan kualitas layanan Kementerian secara proaktif,
kreatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Berbagai gagasan
baru dikembangkan untuk menjawab tantangan yang terus berkembang
sekaligus memperkuat kemampuan adaptasi, efektif, efisien, dan
berkelanjutan dalam mendukung pencapaian Kementerian. Adapun
upaya Kementerian diuraikan sebagai berikut:

a. pengembangan skema pembiayaan perumahan, dilakukan dalam
rangka mewujudkan target pembangunan menuntaskan backlog,
baik kepemilikan rumah sebesar 9,9 (sembilan koma sembilan) juta
dan rumah tidak layak huni sebesar 26,9 (dua puluh enam koma
sembilan) juta, di Indonesia. Kementerian bersama berbagai
pemangku kepentingan terus melakukan eksplorasi dan integrasi
untuk menghadirkan skema pembiayaan kreatif sebagai alternatif
bagi masyarakat dalam memperoleh hunian layak. Pengembangan
pembiayaan perumahan difokuskan pada inovasi produk yang
mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga akses
terhadap hunian menjadi lebih inklusif dan selaras dengan
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kemampuan bayar, khususnya bagi kelompok berpenghasilan
rendah dan menengah.

i e i

' Peningkatan Intervensi APBN Pelonggaran GWM Bl
» Melalui Restrukturisasi, Buka { 99

Blokir, dan Realokasi

Giro Waijib Minimum

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BSPS ‘ Bank Indonesia
Rusun & Rusus
PSU, Sanitasi, dan | CSR
Penanganan Kumuh :
9,9 Juta .
2 . R N ' Corporate Social
Backlog Kepemilikan S
Rumah i e it RN
E ‘ [ KUR Perumahan
: Kredit Program
26,9Juta Peningkatan Capaian FLPP Perumahan
Backlog Rumah Tidak Melalui BurdenSharing | = Tttt
Layak huni (RTLH) | dengan Bl
S - BP Tapera swadaya Masyarakat J
,,,,,,,,,,,,,,,, > SBUM Insentif Pembebasan PBG,
BPHTB dan PPN DTP, Pemda,
PT SMF Swadaya

Gambar 3.3 Inisiatif Pembiayaan Kreatif

Secara umum, pemerintah melalui Kementerian melaksanakan
pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah
dengan intervensi utama yang dilakukan melalui:

1.

pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara dengan restrukturisasi, buka blokir, dan
realokasi anggaran. Peningkatan penggunaan anggaran
pendapatan dan belanja negara bertujuan agar Kementerian
dapat memfokuskan belanja untuk program yang lebih
prioritas dan berdampak langsung terhadap upaya
pengurangan backlog, seperti bantuan subsidi perumahan
swadaya, pembangunan rumah susun, rumah khusus,
prasarana, sarana dan utilitas, sanitasi, dan penanganan
kawasan kumuh;

subsidi bantuan wuang muka yang diberikan kepada
masyarakat berpenghasilan rendah melalui bank sebagai
pemenuhan kekurangan sebagian atau seluruh uang muka
kelompok sasaran kepada pengembang; dan

peningkatan program fasilitasi likuiditas pembiayaan
perumahan dengan melakukan skema burden sharing, yaitu
pembagian beban pembiayaan antara pemerintah dengan
Bank Indonesia. Program tersebut difokuskan untuk
memberikan kredit perolehan rumah melalui lembaga
penyalur, seperti Badan Pengelola Tabungan Perumahan
Rakyat, subsidi bantuan uang muka, dan PT Sarana Multigriya
Finansial;

Selain melalui intervensi tersebut, Kementerian merangkul berbagai
pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembiayaan kreatif,
seperti:

1.

kolaborasi Kementerian dengan Bank Indonesia dengan
menyediakan dukungan melalui kebijakan fiskal dan moneter.
Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan insentif likuiditas
makroprudensial dengan menurunkan giro wajib minimum
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atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank
dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia.
Dengan adanya kebijakan penurunan giro wajib minimum,
maka akan memberikan tambahan likuiditas, yang dapat
dimanfaatkan untuk pembiayaan program perumahan seperti
kredit pemilikan rumah dan skema lainnya yang mendukung
penurunan angka backlog;

kolaborasi dan dukungan badan usaha milik negara dan
swasta melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk
melakukan pembangunan rumah dan peningkatan kualitas
hunian; dan

kolaborasi dengan dunia perbankan dalam bentuk penyaluran
kredit usaha rakyat untuk sektor perumahan, atau yang biasa
dikenal sebagai kredit program perumahan. Kredit ini
merupakan skema pembiayaan yang diinisiasi oleh
Kementerian untuk mendorong peningkatan suplai dan
permintaan terhadap perumahan melalui relaksasi kredit bagi
individu maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di
sektor perumahan. Penyaluran diarahkan ke dua jalur utama,
yaitu untuk pembiayaan pada sisi penyedia berupa usaha
mikro, kecil, dan menengah individu atau perseorangan seperti
pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, atau
pedagang bahan  bangunan. Sementara  penyaluran
pembiayaan untuk sisi penerima berupa usaha mikro, kecil,
dan menengah individu atau perseorangan untuk keperluan
membeli rumah, membangun rumah, dan merenovasi rumah.
Program ini dirancang untuk menjawab keterbatasan akses
kredit perumahan di perbankan komersial yang kerap
terkendala skala usaha, ketiadaan jaminan, atau aliran kas
yang tidak memenuhi syarat. Untuk mengatasi hambatan
tersebut, skema kredit dimodifikasi melalui penyesuaian
sasaran dan kriteria, sehingga mampu mempercepat produksi
dan permintaan perumahan terjangkau. Dengan penyesuaian
plafon kredit, tenor yang lebih fleksibel, dan subsidi suku
bunga, program ini diharapkan dapat memperluas ruang
pembiayaan untuk penyediaan lahan, pembelian bahan
bangunan, pengadaan tenaga konstruksi, peningkatan
kualitas rumah, hingga pembelian hunian. Dampaknya, kredit
program perumahan tidak hanya memperluas akses dan
ketersediaan dana bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan
efek berganda yang signifikan bagi perekonomian melalui
peningkatan kapasitas produksi rumah, meningkatkan
kemampuan masyarakat untuk membeli atau meningkatkan
rumah, penyerapan tenaga kerja dan aktivitas sektor
konstruksi, properti, dan real estat. Selain itu, sektor ini
memiliki tingkat risiko relatif rendah karena karakter proyek
yang dapat diagunkan dan nilai aset yang cenderung
meningkat.
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sektor perumahan, dana untuk pengembang,
menjadi lebih tersedia
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Fitur
Pemchon

["Peruntukan

Penyedia Rumah/Supply (Rp 117 T)

UMKM (individu/persearangan atau badan usaha):

a. Pengembangan perumahan;

b. Penyedian jasa kontruksi; atau

¢. Pedang bahan bangunan.

a. Pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;
b. Pembelian bahan bangunan; dan/atau
¢. Pengadaan barang dan jasa

Permintaah Rumah/Demand (Rp 13 T)
UMKM (individu/perseorangan)

a. Pembelian rumah;

b. Pembangunan rumah; dan/atau
c. Renovasi rumah,

guna mendukung kegiatan usaha

guna rumah atau p
Jenis Produk Kredit Kredit/Pembiayaan Modal Kerja (KMK) dan Kredit/Pembiayaan Investasi (KI)
Kredit/! Investasi (KI)

| Plafon

Suku Bunga

> Rp 500.000.000 5.d. Rp 5.000.000.000
Suku bunga Kredit Usaha/Produktif Bank Penyalur — 5%

> Rp 10.000.000 s.d. Rp 500.000.000
6%

Subsidi Bunga

Fixed 5% per tahun

- Plafon > Rp 10 juta s.d. Rp 100 juta = 10%
- Plafon > Rp 100 juta s.d. Rp 500 juta = 5,5%

Masa Subsidi

Maksimal 4 tahun (KMK) atau 5 tahun (K1)

Maksimal 5 tahun

Jangka Waktu

a.  Maksimal 4 tahun untuk KMK

b. Maksimal 5 tahun untuk KI,
dihitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal
dengan grace period sesuai k Penyalur KPP

a. Maksimal 5 tahun dengan grace period sesuai ketentuan
Penyalur KPP

Jangka waktu KPP dapat lebih panjang dari 5 tahun, subsidi
bunga/margin untuk jangka waktu 5 tahun

2

Key Performance Indicator

Strategi Penyerapan KPP

Sosialisasi masif kepada

sehingga sektor pery n lebih rendah Penarikan a. Penarikan dapat dilakukan secara sekaligus, bertahap, a. Penarikan dapat dilakukan secara sekaligus, bertahap, atau
tingkat risikonya atau revolving revolving atas kesepakatan antara penerima KPP dan
b. Jumlah baki debet paling banyak Rp 5.000.000.000 untuk penyalur KPP
setiap kali pencairan atau suplisi b. Penerima KPP hanya dapat menerima KPP sisi permintaan
¢ Total akumulasi pencairan paling banyak Rp rumah paling banyak 1 kali akad
04 penyerapan tenagakeria 20,000.000.000 c. Total akumulasi pencairan paling banyak Rp 500,000,000
d. Total jumlah akad paling banyak 4 kali
Sektor properti, real estate, dan konstruksi Penjaminan / a. Opsional dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan | a. Waijib di

bangunan berkontribusi pada pembukaan

p
. Premifimbal jasa penjaminan menjadi bagian komponen
kesempatan kerja baru

dalam subsidi bunga

ow

tambahan sesuai atau lebih besar
. Waijib dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan
kurang dari 100%

Pertanggungan

4

Gambar 3.4 Kredit Program Perumahan

Pelaksanaan kredit program perumahan diatur melalui
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor
13 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program
Perumahan dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025
tentang Kriteria Penerima dan Ekosistem Kredit Program
Perumahan. Mengingat manfaatnya yang besar, Kementerian
mendorong penyerapan kredit ini di masyarakat melalui
sejumlah strategi, seperti sosialisasi masif kepada debitur
potensial, peningkatan pemahaman penyalur mengenai
ekosistem sektor perumahan, percepatan proses evaluasi,
serta penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan guna
memastikan pelayanan kredit yang lebih efektif dan tepat
sasaran. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan kredit
program perumahan dapat terserap secara optimal, tepat
sasaran, dan terkendali serta mampu meningkatkan kelas
debitur agar dapat berkontribusi dalam percepatan
pertumbuhan ekonomi Indonesia; dan

4. pelibatan sektor swasta dalam bantuan stimulan perumahan
swadaya dan rumah subsidi. Inisiatif ini menjadi momen
penting karena untuk kali pertama pihak swasta turut
berkontribusi dalam penyaluran bantuan untuk perumahan,
baik dalam bentuk pendanaan, material, dan tenaga kerja
serta menanggung subsidi bagi penyediaan rumah masyarakat
berpenghasilan rendah. Upaya pemberian bantuan stimulan
perumahan swadaya oleh swasta dipelopori oleh Yayasan
Buddha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
Sementara itu, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan
oleh pihak swasta pertama kali disalurkan oleh Bank Central
Asia dengan memanfaatkan dana yang dimilikinya sendiri;

b. optimalisasi lahan milik negara, dilakukan sebagai upaya untuk
memperluas sumber penyediaan lahan untuk perumahan. Hal ini
perlu dilaksanakan transparan dan terencana untuk memenuhi
kebutuhan hunian terjangkau. Skema pemanfaatan lahan milik
negara dapat menjadi salah satu upaya inovatif dalam pemenuhan
hunian layak huni. Berikut skema pemanfaatan tanah negara, yaitu:
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1. jenis tanah yang dimanfaatkan untuk program ini terdiri dari
tanah negara dan tanah barang milik negara. Tanah negara
mencakup tanah reklamasi, tanah timbul, tanah pelepasan
hak, tanah pelepasan kawasan hutan, tanah terlantar, dan
tanah yang telah berakhir jangka waktunya. Sementara itu,
tanah barang milik negara merupakan aset milik negara yang
dapat digunakan melalui skema sewa, pinjam pakai, kerja
sama pemanfaatan, hingga bangun guna serah;

2. potensi sumber tanah yang dapat dimanfaatkan berdasarkan
hasil identifikasi lintas sektor meliputi, tanah barang milik
negara dari Kementerian Keuangan, tanah rampasan dari
Kejaksaan Republik Indonesia, tanah terindikasi terlantar dari
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional, aset Badan Bank Tanah, donasi tanah dari tanggung
jawab sosial dan lingkungan korporasi, dan tanah dari Badan
Wakaf Indonesia; dan

3. skema pemanfaatan tanah dilakukan melalui tiga jalur utama,
yaitu skema pemerataan modal negara, skema Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan
skema bank tanah;

integrasi data penerima bantuan perumahan melalui sistem data

tunggal sosial dan ekonomi nasional Badan Pusat Statistik,

dilaksanakan sebagai upaya dalam menjamin ketepatan sasaran
dan efisiensi distribusi bantuan perumahan nasional. Dengan basis
data terpadu yang akurat, potensi tumpang tindih penerima dan
penyalahgunaan manfaat dapat diminimalkan sehingga alokasi
sumber daya menjadi lebih adil. Standardisasi kriteria kelayakan
dan proses verifikasi berbasis data tunggal sosial dan ekonomi
nasional akan memudahkan dalam berbagai program bantuan
pemenuhan hunian layak. Integrasi ini dikerjasamakan bersama

Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan

pendekatan by name by address yang disusun oleh Badan Pusat

Statistik. Integrasi ini juga membuka peluang untuk analisis

kebijakan yang lebih baik ke depannya;

penguatan regulasi di bidang perumahan, merupakan inisiatif yang

diarahkan dalam rangka menciptakan kepastian hukum, menutup

celah pelaksanaan, dan mendorong praktik pembangunan yang
berkelanjutan. Regulasi yang jelas dapat menguntungkan bagi
pemerintah, konsumen, lembaga  pembiayaan, maupun
pengembang sehingga memiliki kepastian hukum dan pedoman
yang jelas serta kuat. Penyusunan regulasi dapat disesuaikan
dengan kebutuhan pengaturan yang diperlukan pada masing-
masing program. Regulasi yang kuat dapat menutup celah praktik
korupsi dan penyelewengan lainnya yang dapat merugikan
pemangku kepentingan. Standar teknis dan lingkungan yang jelas
memastikan rumah yang dibangun aman, sehat, tahan bencana,
dan sesuai standar aksesibilitas sehingga kualitas hunian tidak
dikorbankan demi keuntungan. Pengaturan sanksi dan mekanisme
pengawasan yang efektif membuat penegakan menjadi mungkin
dan mampu mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat;

penguatan penegakan hukum di sektor perumahan, diwujudkan
dalam rangka menegakkan disiplin atas hukum dan menimbulkan
efek jera terhadap para pelaku yang melakukan penyelewengan.

Penegakan yang konsisten dan transparan memberikan kepastian
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hukum bagi penghuni, pengembang, dan investor sehingga
mengurangi konflik dan spekulasi. Sinergi antarlembaga
meminimalkan celah koordinasi yang sering dimanfaatkan pelaku
pelanggaran. Penguatan penegakan hukum melalui penerapan
sanksi yang konsisten dan transparan dengan dukungan
kepercayaan publik dan pelaku pasar sehingga mempercepat
penyediaan perumahan bagi masyarakat;

penguatan perlindungan konsumen perumahan melalui bantuan
edukasi dan asistensi ramah untuk pengaduan konsumen
perumahan, diharapkan dapat menjamin hak pembeli, transparansi
informasi, dan akses terhadap penyelesaian sengketa yang efektif.
Program edukasi konsumen dan kampanye kesadaran tentang hak
perumahan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk
menuntut perlindungan dan menghindari praktik curang.
Pengawasan terhadap pemasaran dan klaim pihak komersial serta
sanksi tegas terhadap pelanggaran dapat memperkuat upaya
preventif. Integrasi bantuan edukasi dan asistensi ramah untuk
pengaduan konsumen perumahan dengan sistem data dan
penegakan hukum memastikan perlindungan konsumen bukan
hanya kebijakan administratif tetapi bagian dari ekosistem
perlindungan hak perumahan;

TARGET, RENCANA dan STRATEGI:

RENCANA
STRATEGI
a. - Pengembangan skema pembiayaan
perumahan
= i

— + Optimalisasi lahan milik Negara

NEGARA PENGEMBANGI « Peningkatan kualitas hunian dan
DEVELOPER kawasan permukiman

* Integrasi penerima bantuan perumahan

Pembangunan dan renovasi oleh Pambangunan olsh
melalui DTSEN BPS

Negara meliputi Rusus, Rusun P /Devel e’
ey iy engembangorr)f;f:ger meliputi
APBD, Dana Desa, DAK, Mewah, BI, dan Investasi Luar + Penguatan regulasi bidang Perumahan
\ Pembiayaan Mikro, RTLH
Semaneoe tan FLEP + Penguatan penegakan hukum
1 WILAYAH PERKOTAAN
05 L5 ERKO ..‘ « Penguatan perlindungan konsumen
D i <
Berdasarkan Kepmen PKP Nomor '. [ ] o perumahan melalui BENAR-PKP
23/KPTS/M/2025: -~

6l % SWADAYA GOTONG
i % ROYONG

98 Kota 6 Kabupaten Rakyat dan dan Renovasi
Administratif Ibukota Provinsi Rumah dengan Biaya Sendiri secara Gotong Royong oleh
pengusaha melalui CSR dan
organisasi kemasyarakatan.

egeri.

Ibu Kota Nusantara

Gambar 3.5 Target, Rencana dan Upaya Kementerian

Program dan kegiatan pembangunan, yaitu implementasi dari arah
kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan sebelumnya dalam bentuk
2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman, sesuai yang diperbolehkan untuk dimasukkan
pada KRISNA-RENSTRAKL, sebagai berikut:

a.

program perumahan dan kawasan permukiman, terdiri dari

kegiatan:

penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman;

penyelenggaraan perumahan perdesaan;

penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan

penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko

perumahan dan kawasan permukiman;

program dukungan manajemen, terdiri dari kegiatan:

1) pengelolaan dan pengadministrasian pegawai, organisasi dan
tata laksana;

2) pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan
serta advokasi hukum;

el
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3) dukungan manajemen sekretariat jenderal;

4) perencanaan dan kerja sama;

5) penyelenggaraan dan pembinaan informasi publik;

6) pengelolaan data dan teknologi informasi;

7) pembinaan pengadaan jasa konstruksi;

8) penyelenggaraan pengembangan kompetensi;

9) penyelenggaraan pengembangan talenta;

10) dukungan manajemen bidang pengawasan pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman;

11) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman;

12) dukungan manajemen penyelenggaraan kawasan
permukiman;

13) dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan
perdesaan;

14) dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan
perkotaan;

15) dukungan manajemen tata kelola dan pengendalian risiko
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
16) pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Pengelolaan sumber daya manusia, menjadi fondasi penting dalam
memastikan efektivitas dan ketercapaian visi oleh Kementerian. Melalui
sumber daya manusia yang terkelola dengan profesional dan responsif,
Kementerian mengharapkan lahirnya aparatur sipil negara yang
berintegritas tinggi dan sigap dalam menghadapi dinamika tugas dan
tantangan ke depan. Untuk itu, strategi, tahapan penguatan kompetensi,
dan gambaran komposisi sumber daya manusia Kementerian dijelaskan
sebagai berikut:

a.

strategi dan tonggak capaian manajemen sumber daya manusia
menuju Indonesia emas, diarahkan untuk mewujudkan aparatur
yang berintegritas tinggi dan profesional dalam mendukung
pencapaian sasaran strategis. Penguatan kompetensi sumber daya
manusia dilakukan secara bertahap dan sistematis sesuai jenjang
jabatan, peran strategis, dan kebutuhan kinerja organisasi guna
meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program infrastruktur
perumahan dan kawasan permukiman. Upaya ini dikembangkan
melalui kerangka pembelajaran terstruktur berbasis konsep wiyata
kinarya. Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya manusia
dilaksanakan dengan melanjutkan hasil pemetaan gap kompetensi,
yaitu celah antara standar kompetensi dengan hasil asesmen.
Selain itu, dilakukan penerapan kode etik dan perilaku,
pengembangan budaya integritas, optimasi sumber daya manusia
teknologi informasi secara masif, penguatan kompetensi sumber
daya manusia melalui sertifikasi profesi untuk jabatan
fungsional/kepakaran prioritas perumahan dan kawasan
permukiman, penguatan budaya integritas, penguatan manajemen
talenta, dan pengelolaan posisi kunci;

tahapan  penguatan kompetensi sumber daya  manusia
penyelenggaraan  infrastruktur perumahan dan kawasan
permukiman, dilakukan sesuai jenjang kompetensi dan perang
masing-masing sumber daya manusia, sebagai berikut:
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Tabel 3.1 Program Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Penguatan

Jenjang Peran Kompetensi
Kompetensi Menggagas transformasi Pengetahuan dan wawasan
kepemimpinan pembangunan perumahan dan | lintas sektor: kebijakan
(Pejabat kawasan permukiman yang perumahan dan kawasan
struktural berkelanjutan dan inklusif permukiman, tata ruang,
eselon I) (Visioner) pembangunan

berkelanjutan, kemitraan
pemerintah dan swasta,
penyediaan lahan, serta
aspek sosial dan
lingkungan.
Kompetensi Merancang arah kebijakan dan | Pemahaman mendalam
strategis strategi pembangunan terhadap kebijakan
(Pejabat perumahan dan permukiman nasional, pembiayaan

struktural eselon
II / ahli utama)

berbasis data dan kebutuhan
masyarakat (Perancang
kebijakan)

perumahan, strategi
kolaborasi lintas
kementerian/lembaga/
daerah, serta prinsip
pengembangan urban

Kompetensi
manajerial
(Pejabat
struktural
eselon III/ahli
madya)

Mengelola program perumahan
dan permukiman melalui
bimbingan teknis,
perencanaan, pengawasan,
dan evaluasi (Pengelola
operasional program dan
pengawasan pelaksana)

Penguasaan program
perumahan berbasis lokasi,
sistem informasi
perumahan, manajemen
proyek, dan teknik fasilitasi
beragam pemangku
kepentingan

Kompetensi
operasional
(Pejabat
struktural eselon
IV /ahli muda)

Melaksanakan kegiatan teknis
perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan program
perumahan dan permukiman
di lapangan (Pelaksana
kegiatan teknis di lapangan)

Penguatan teknis di bidang
desain permukiman,
teknologi rumah sederhana,
pelaporan program, dan
penyusunan rencana kerja
masyarakat dan laporan
pengawasan fisik

Kompetensi Melaksanakan pekerjaan Pengetahuan teknis tentang
keahlian fungsional teknis sesuai verifikasi proposal bantuan,
(Pejabat keahliannya di bidang audit teknis bangunan,
fungsional/ahli pembangunan rumah, bantuan | mekanisme pelaksanaan
pertama) prasarana, sarana, dan utilitas | swakelola, serta regulasi
umum, atau pengembangan teknis permukiman
kawasan (Pelaksana tugas
teknis fungsional spesifik)
Kompetensi Mendukung pelaksanaan tugas | Literasi dasar mengenai

dasar akademis
(Calon pegawai
negeri sipil)

teknis dan administratif bidang
perumahan dan permukiman
sesuai peran struktural/
fungsional (Pendukung
administratif dan teknis awal)

sistem penyelenggaraan
perumahan dan kawasan
permukiman nasional,
struktur organisasi
Kementerian dan tugas
pokok unit kerja

Setiap jenjang jabatan memiliki peran pembeda dalam rantai
penyelenggaraan infrastruktur, seperti tabel di atas. Oleh karena
itu, program penguatan kompetensi disusun secara vertikal
berjenjang yang mencakup penguatan aspek konseptual, teknis,
manajerial, hingga kolaboratif. Proses ini juga memperhatikan
tantangan aktual seperti urbanisasi, backlog perumahan,
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keterbatasan lahan, dan kebutuhan integrasi lintas sektor. Dengan
penyusunan jalur pembelajaran berbasis jabatan dan peta
kompetensi ini, Kementerian menargetkan tercapainya sumber
daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan
kebijakan, mampu mendorong inovasi, serta mendukung reformasi
birokrasi dan transformasi kelembagaan sektor perumahan dan
permukiman;

jumlah dan komposisi sumber daya manusia per unit organisasi,
pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Kementerian memiliki
jumlah pegawai sebanyak 3.662 orang yang tersebar di
pemerintahan pusat sebanyak 2.562 orang dan 1.100 orang yang
tersebar pada 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman di seluruh Indonesia.
Jumlah pegawai terbanyak berada di Sekretariat Jenderal sebanyak
1.496 orang. Selanjutnya Direktorat Jenderal Kawasan
Permukiman sebanyak 276 orang, Direktorat Jenderal Perumahan
Perdesaan sebanyak 276 orang, Direktorat Jenderal Perumahan
Perkotaan sebanyak 247 orang, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan
Pengendalian Risiko sebanyak 179 orang, dan Inspektorat Jenderal
sebanyak 88 orang. Sementara itu, tiga balai dengan jumlah
pegawai terbanyak yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Jawa [ sebanyak 88 orang, Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sulawesi III sebanyak 83 orang, dan Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IIl sebanyak 81 orang.
Selanjutnya tiga balai dengan jumlah pegawai tersedikit yaitu Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Papua I sebanyak 28 orang, Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II sebanyak 32 orang,
dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Nusa Tenggara II sebanyak 32 orang;

INSPEKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA

KELOLA DAN PENGENDALIAN
RISIKO

DIREKTORAT JENDERAL
PERUMAHAN PERKOTAAN

DIREKTORAT JENDERAL
PERUMAHAN PERDESAAN

DIREKTORAT JENDERAL
KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Gambar 3.6 Diagram Komposisi Sumber Daya Manusia Kementerian per
Unit Organisasi Tahun 2025
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Gambar 3.7 Diagram Komposisi Sumber Daya Manusia Kementerian di
Balai tahun 2025

jumlah dan komposisi tingkat pendidikan pegawai negeri sipil
Kementerian, pada tahun 2025 menunjukkan sebaran pendidikan
yang terdiri dari sekolah lanjutan tingkat atas atau kurang,
diploma, sarjana/sarjana terapan, magister, dan doktor. Jumlah
pegawai laki-laki yang tingkat pendidikannya sekolah lanjutan
tingkat atas atau kurang sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh
empat) orang dan pegawai perempuan sebanyak 44 (empat puluh
empat) orang. Jumlah pegawai laki-laki yang tingkat pendidikannya
diploma sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang dan pegawai
perempuan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Jumlah pegawai
laki-laki yang tingkat pendidikannya sarjana/sarjana terapan
sebanyak 1.472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) orang dan
pegawai perempuan sebanyak 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh
sembilan) orang. Jumlah pegawai laki-laki yang tingkat
pendidikannya magister sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang
dan pegawai perempuan sebanyak 156 (seratus lima puluh enam)
orang. Jumlah pegawai laki-laki yang tingkat pendidikannya doktor
sebanyak 7 (tujuh) orang dan pegawai perempuan sebanyak 4
(empat) orang. Pada tahun 2025, persentase diploma bidang teknik
sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen) dan nonteknik sebesar
2,24% (dua koma dua empat persen), sedangkan persentase
sarjana/sarjana terapan bidang teknik sebesar 37,27% (tiga puluh
tujuh koma dua tujuh persen) dan nonteknik sebesar 40,03%
(empat puluh koma nol tiga persen). Persentase magister bidang
teknik sebesar 6,12% (enam koma satu dua persen) dan nonteknik
sebesar 40,03% (empat puluh koma nol tiga persen), serta
persentase doktor bidang teknik sebesar 0,11% (nol koma satu satu
persen) dan nonteknik sebesar 0,19% (nol koma satu sembilan
persen). Jumlah sumber daya manusia terbanyak yaitu
sarjana/sarjana terapan bidang nonteknik.
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Gambar 3.8 Diagram Komposisi Tingkat pendidikan Sumber Daya
Manusia Kementerian Tahun 2025
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Gambar 3.9 Diagram Komposisi Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kementerian Tahun 2025

Kerangka Regulasi

Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan kegiatan peningkatan
akses hunian layak dalam rangka mengoptimalkan jumlah rumah tangga
yang menghuni rumah layak sesuai dengan target pembangunan nasional,
dibutuhkan penyediaan regulasi dalam bentuk:
penyusunan regulasi baru;
penyesuaian regulasi untuk mendukung percepatan upaya penyediaan
hunian layak; dan/atau
harmonisasi antara beberapa regulasi untuk memastikan sinergi
antarnorma yang dimuat dalam masing-masing regulasi.
Adapun perincian kerangka regulasi Kementerian tahun 2025-2029
sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kerangka Regulasi Kementerian Tahun 2025-2029

Urgensi Pembentukan

Arah Kerangk a Berdasarkan Evaluasi Unit . . . Target
No. Regulasi dan/atau ; Unit Terkait/Institusi .
. Regulasi yang Berlaku, Penanggung Jawab Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi .. i
Kajian dan Penelitian
1 | Peraturan yang | Pedoman pembentukan Sekretariat Kementerian 2025
mengatur tentang | Unit Pelaksana Jenderal Pendayagunaan
organisasi dan tata | Teknis/Balai di Aparatur Negara
kerja unit | Kementerian, dengan dan Reformasi
pelaksanaan teknis | mengacu pada Birokrasi, unit
di kementerian | Peraturan Menteri organisasi/unit
perumahan dan | Pendayagunaan kerja/satuan
kawasan Aparatur Negara dan kerja/ unit
permukiman Reformasi Birokrasi pelaksana teknis di
Nomor Kementerian

PER/18/M.PAN/11/20
08 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi
Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan
Lembaga Pemerintah
Non-kementerian
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Urgensi Pembentukan

Arah Kerangk a Berdasarkan Evaluasi Unit . . . Target
No. Regulasi dan/atau Reeulasi Berlaku Penanceung Jawab Unit Terkait/Institusi Penvelesaian
Kebutuhan Regulasi Iggu ast yang beriaxu, geung 4
ajian dan Penelitian
2 | Peraturan yang @a. Memberikan Direktorat Kementerian 2025
mengatur tentang kepastian hukum | Jenderal Kawasan
pengelolaan rumah dalam Permukiman
susun milik serta pembentukan Perhim
perhimpunan punan Pemilik dan Pe
pemilik dan nghuni Satuan
penghuni  satuan Rumah Susun serta
rumah susun terselenggaranya
pengelolaan rumah
susun yang
transparan, akuntabe
1, efektif dan efisien
bagi pelaku
pembangunan,
pemilik satuan rumah
susun, pengelola
sampai para pihak
lain yang  terkait
dengan pengelolaan
tanah bersama,
bagian bersama dan
benda bersama.
. Amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 13
Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan
Rumah Susun
3 |Peraturan yang | Sebagai pedoman dalam Inspektorat Inspektorat 2025
mengatur tentang | pelaksanaan Jenderal Jenderal
pedoman umum | pengawasan di
pengawasan intern Inspektorat Jenderal
4 | Peraturan yang | Sebagai pedoman dalam Sekretariat Seluruh unit 2025
mengatur tentang | pelaksanaan Jenderal organisasi/unit
pembentukan penyusunan nota kerja/satuan
kesepakatan kesepahaman dan kerja/unit
bersama nota | perjanjian kerja sama pelaksana teknis di
kesepahaman dan | dalam upaya pengikatan Kementerian
perjanjian kerja | komitmen kerja sama
sama
S5 | Peraturan yang | Sebagai pedoman Inspektorat Seluruh unit 2025
mengatur tentang | penanganan pelaporan Jenderal organisasi/unit
penanganan dugaan pelanggaran di kerja/unit
pelaporan dugaan | Kementerian pelaksana teknis di
pelanggaran Kementerian
melalui
whistleblowing
system di
kementerian
perumahan dan
kawasan
permukiman
6 | Peraturan yang @p. Untuk melaksanakan Direktorat a. Direktorat 2025
mengatur tentang amanat Peraturan Jenderal Tata Jenderal
kemudahan dan Pemerintah No. 12 Kelola dan Kawasan
bantuan Tahun 2021 tentang Pengendalian Permukiman
pembiayaan Perubahan atas Risiko b. Direktorat
perumahan bagi Peraturan Pemerintah Jenderal
masyarakat Nomor 14 Tahun 2016 Perumahan
berpenghasilan tentang Perdesaan
rendah Penyelenggaraan c. Direkorat
Perumahan dan Jenderal
Kawasan Permukiman Perumahan
dan Pasal 65 Perkotaan
Peraturan Pemerintah a. Badan Pengelola
Nomor 25 Tahun 2020 Tabungan
tentang Perumahan
Penyelenggaraan Rakyat

Tabungan Perumahan
Rakyat
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Arah Kerangka
Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi

Regulasi yang Berlaku,
Kajian dan Penelitian

Unit
Penanggung Jawab

Unit Terkait/Institusi

Target
Penyelesaian

. Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Nomor 35 Tahun 2021
tentang Kemudahan
dan Bantuan
Pembiayaan
Perumahan Bagi
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah tidak sesuai
dengan
perkembangan
hukum dan
kebutuhan organisasi,
sehingga perlu diganti

Peraturan yang
mengatur tentang
pelaksanaan
bantuan
pembangunan
perumahan dan
penyediaan rumah
khusus

a. Untuk melaksanakan

amanat Undang-
Undang No. 1 Tahun
2011 dan Undang-
Undang No. 20 Tahun
2011

. Perlunya pengaturan
klinik perumahan dan
kawasan
permukiman,
kawasan khusus
nelayan/pesisir, dan
pembiayaan mikro
perumahan pesisir
Diatur sebagai dasar
penyusunan produk
hukum dalam
penyusunan
penyelenggaraan
kegiatan di
Kementerian.

d. Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
No. 7 Tahun 2022
mengatur
pelaksanaan bantuan
pembangunan
perumahan dan
penyediaan rumah
khusus yang
mencakup bentuk
bantuan, jenis
perumahan, besaran
bantuan, kriteria
penerima bantuan,
dan persyaratan
administrasi
berdasarkan penerima
bantuan

Direktorat
Jenderal Tata
Kelola dan
Pengendalian
Risiko

Kementerian

2025

Peraturan yang
mengatur tentang
sistem
pengendalian intern
pemerintah di
kementerian
perumahan dan
kawasan
permukiman

Untuk  melaksanakan
amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang
Pengendalian Intern
untuk mencapai
pengelolaan keuangan
negara yang efektif|
efisien, transparan, dan
akuntabel.

Direktorat
Jenderal Tata
Kelola dan
Pengendalian
Risiko

Seluruh
Organisasi

Unit

2025

Peraturan yang
mengatur tentang
penyelenggaraan

Sebagai pedoman untuk
mewujudkan
pemerintahan yang

Sekretariat
Jenderal

Kementerian

Pendayagunaan

Aparatur

Negara|

2025
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Urgensi Pembentukan

Arah Kerangk a Berdasarkan Evaluasi Unit . . . Target
No. Regulasi dan/atau Reeulasi Berlaku Penanceung Jawab Unit Terkait/Institusi Penvelesaian
Kebutuhan Regulasi Iggu ast yang beriaxu, geung 4
ajian dan Penelitian
sistem akuntabel dan dan Reformasi
akuntabilitas terpercaya untuk Birokrasi,
kinerja instansi | mencapai tata kelola Kementerian
pemerintah di | pemerintahan yang baik Perencanaan
kementerian di Kementerian Pembangunan
perumahan dan Nasional/Badan
kawasan Perencanaan
permukiman Pembangunan
Nasional, unit
organisasi/unit
kerja/satuan
kerja/unit
pelaksana teknis di
Kementerian
10 |Peraturan yang | Untuk mendukung Sekretariat Biro Hukum 2025
mengatur tentang | percepatan program 3 Jenderal
kriteria  penerima | (tiga) juta rumah melalui
dan ekosistem | relaksasi kebijakan
kredit program | Kredit Usaha
perumahan Rakyat dimana pemerin
tah mendorong pelaku
usaha sektor
perumahan
menyediakan produk
perumahan terjangkau
untuk masyarakat
11 |Peraturan yang | Sebagai pedoman Sekretariat Seluruh unit 2026
mengatur tentang | penyelenggaraan Jenderal organisasi/unit
penyelenggaraan layanan informasi kerja/unit
layanan informasi | publik di Kementerian pelaksana teknis di
publik dan Peraturan ini Kementerian
merupakan turunan
dari Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2018
tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan
Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi
Publik
12 |Peraturan yang | Diatur sebagai dasar Sekretariat Seluruh unit 2026
mengatur tentang | pelaksanaan Jenderal organisasi/unit
pengembangan Pengembangan kerja/unit
kompetensi Kompetensi Sumber pelaksana teknis di
Daya Manusia, yang Kementerian dan
mengacu pada instansi daerah
Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil
13 |Peraturan yang @p. Untuk melaksanakan Direktorat Unit Organisasi 2026
mengatur tentang amanat Pasal 68 Jenderal Teknis di
bentuk dan tata Peraturan Pemerintah Perumahan Kementerian dan
cara penerbitan Nomor 13 Tahun 2021 Perkotaan instansi teknis
sertifikat tentang daerah
kepemilikan Penyelenggaraan

bangunan gedung
satuan rumah
susun

Rumah Susun.
b. Penyeragaman bentuk
Sertifikat Kepemilikan

Bangunan Gedung
dan tata cara
penerbitannya pada

instansi teknis daerah
seluruh Indonesia.
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Arah Kerangka
Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi

Regulasi yang Berlaku,
Kajian dan Penelitian

Unit
Penanggung Jawab

Unit Terkait/Institusi

Target
Penyelesaian

14

Peraturan yang
mengatur tentang
pedoman pelayanan
pengaduan
konsumen  sektor
perumahan

Sebagai acuan bagi
Kementerian untuk
melaksanakan

pelayanan pengaduan
konsumen sektor
perumahan dan
menjamin hak
konsumen untuk
didengar pendapat serta
keluhannya atas barang
dan/atau jasa sektor
perumahan yang
digunakan dan
dimanfaatkan.

Direktorat
Jenderal Kawasan
Permukiman

Kementerian

2026

15

Peraturan yang
mengatur tentang
standar teknis
standar pelayanan
minimal bidang
perumahan rakyat

Aa. Untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 8 ayat
(6) Peraturan
Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan
Minimal, Peraturan
Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan
Minimal

b. Adanya pemisahan
urusan  perumahan
dan kawasan
permukiman
sebelumnya dari
Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat ke
Kementerian

a. Untuk merubah
Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Nomor 13 Tahun 2023
tentang Standar
Teknis Standar
Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan
Umum dan Bidang
Perumahan Rakyat

Direktorat
Jenderal Kawasan
Permukiman

Kementerian

2026

16

Peraturan yang
mengatur tentang
pedoman teknis
rencana tapak dan
lantai perumahan

a. Untuk melaksanakan
amanat dalam
Rancangan Peraturan
Menteri Standar
Kegiatan Usaha pada
Penyelenggaraan
Perizinan = Berusaha
Berbasis
Risiko Subsektor Peng
embangan Perumahan
serta Pembinaan
Pelaku Usaha Bidang
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

b. Perlunya standarisasi
secara nasional pada
dokumen rencana
induk, tapak, dan
lantai perumahan

Direktorat
Jenderal Kawasan
Permukiman

Kementerian

2026

17

Peraturan yang
mengatur tentang
standar kegiatan
usaha dan/atau

Untuk melaksanakan
Amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 28

Tahun 2025 tentang

Direktorat
Jenderal Kawasan
Permukiman

a. Kementerian

Koordinator
Bidang
Perekonomian

2026
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Urgensi Pembentukan

Arah Kerangk a Berdasarkan Evaluasi Unit . . . Target
No. Regulasi dan/atau Reeulasi Berlaku Penanceung Jawab Unit Terkait/Institusi Penvelesaian
Kebutuhan Regulasi Iggu ast yang beriaxu, geung 4
ajian dan Penelitian
standar Penyelenggaraan b. Kementerian
produk/jasa pada |Perizinan Berusaha Investasi
penyelenggaraan Berbasis Risiko dan Hilirisasi
perizinan berusaha c. Pemerintah
berbasis risiko Daerah
sektor pekerjaan d. Kementerian
umum dan Pekerjaan Umum
perumahan rakyat
sub sektor
pengembangan
perumahan
18 | Peraturan yang |. Amanat Undang- |Direktorat Jenderal ja. Biro Hukum 2026
mengatur tentang Undang Nomor 1 Kawasan Sekretariat
pembinaan pelaku Tahun 2011 tentang Permukiman Jenderal
usaha bidang Perumahan dan Kementerian
perumahan dan Kawasan permukiman b. Direktorat
kawasan b. Perubahan atas Jenderal Tata
permukiman Peraturan Menteri Kelola dan
Pekerjaan Umum dan Pengendalian
Perumahan Rakyat Risiko
Nomor 24 Tahun 2018 c. Unit Pelaksana
tentang Akreditasi dan Teknis/Balai
Registrasi Asosiasi Perumahan dan
Pengembang Kawasan
Perumahan serta Permukiman,
Sertifikasi dan d. Pemerintah
Registrasi Daerah
Pengembang e. Asosiasi
Perumahan Pengembang
Perumahan
19 |Peraturan yang @|. Sebagai dasar hukum |Direktorat Jenderal ja. Kementerian 2026
mengatur mengenai dalam pengelolaan Kawasan Dalam Negeri
pencegahan dan pencegahan tumbuh Permukiman b. Kementerian
peningkatan dan berkembangnya Perencanaan
kualitas terhadap Perumahan Kumuh Pembangunan
perumahan kumuh dan Permukiman Nasional/ Badan
dan  permukiman Kumuh baru Perencanaan
kumuh b. Sebagai dasar hukum Pembangunan
dalam Nasional
penyelenggaraan c. Pemerintah
perumahan dan Daerah
kawasan permukiman d. Kementerian
yang sehat, aman, Pekerjaan Umum
serasi, dan teratur
c. Mengacu pada
peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Nomor
14/PRT/M/2018
Tahun 2018 tentang
Pencegahan Dan
Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan
Kumuh Dan
Permukiman Kumuh
20 |Peraturan yang @. Untuk melaksanakan |Direktorat Jenderal ja. Biro Hukum 2026
mengatur mengenai amanat Undang- Kawasan Sekretariat
akreditasi dan Undang 1/2011 Permukiman Jenderal
registrasi asosiasi p. Adanya pemisahan Kementerian
pengembang urusan perumahan ke b. Direktorat
perumahan  serta Kementerian Jenderal Tata
sertifikasi dan [c. Terdapat kebutuhan Kelola dan
registrasi perubahan Pengendalian
pengembang nomenklatur, Risiko
perumahan perubahan komposisi c. Unit Pelaksana
keanggotaan tim Teknis/Balai
akreditasi, registrasi, Perumahan dan
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Urgensi Pembentukan

Arah Kerangk a Berdasarkan Evaluasi Unit . . . Target
No. Regulasi dan/atau Reeulasi Berlaku Penanceung Jawab Unit Terkait/Institusi Penvelesaian
Kebutuhan Regulasi Iggu ast yang beriaxu, geung 4
ajian dan Penelitian

dan sertifikasi Kawasan

asosiasi pengembang Permukiman,

perumahan dan d. Pemerintah

pengembang Daerah

perumahan, a. Asosiasi

penghapusan tim pengembang

seleksi, serta perumahan

penyesuaian

persyaratan dan alur

proses teknis

pelaksanaan

akreditasi, registrasi,

dan sertifikasi

asosiasi pengembang

perumahan dan

pengembang

perumahan

. Sebagai dasar hukum

untuk mengatur

asosiasi pengembang

perumahan dalam

menyelenggarakan

pembangunan

perumahan dan

kawasan permukiman

guna meningkatkan

layanan dan

perlindungan kepada

masyarakat dan

konsumen, serta

memastikan

ketersediaan pasok

perumahan.

Mengambil alih tugas

dan fungsi Direktorat

Jenderal Bina

Konstruksi,

Kementerian

Pekerjaan Umum ke

Direktorat  Jenderal

Kawasan

Permukiman,

Kementerian selaku

pembina pelaku

pembangunan beserta

perizinannya.

Perubahan atas

Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

Nomor

24 /PRT/M/2018

Tahun 2018 tentang

Akreditasi dan

Registrasi Asosiasi

Pengembang

Perumahan Serta

Sertifikasi dan

Registrasi

Pengembang

Perumahan

21 |Peraturan yang p. Amanat Undang- Direktorat a. Direktorat 2026

mengatur mengenai Undang No. 28 Tahun Jenderal Tata Jenderal
bantuan 2002 tentang Kelola dan Kawasan
pembiayaan rumah Bangunan Gedung Pengendalian Permukiman
hijau bagi perlu menetapkan Risiko b. Direktorat
masyarakat Peraturan Menteri Jenderal
berpenghasilan Pekerjaan Umum dan Perumahan
rendah Perumahan Rakyat Perdesaan
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Arah Kerangka
Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi

Regulasi yang Berlaku,
Kajian dan Penelitian

Unit
Penanggung Jawab

Unit Terkait/Institusi

Target
Penyelesaian

tentang Penilaian
Kinerja Bangunan
Gedung Hijau

b. Untuk meningkatkan

keterjangkauan
masyarakat
berpenghasilan
rendah terhadap biaya
pembangunan rumah
yang menerapkan
prinsip dan kriteria
bangunan gedung
hijau klas bangunan
la maka perlu
mengatur mengenai
persyaratan
kemudahan perolehan
rumah dimaksud
melalui bantuan
pemerintah untuk
pembiayaan rumah

c. Berdasarkan

pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam
huruf a, perlu
menetapkan
Peraturan Menteri
tentang Bantuan
Pembiayaan Rumah
Hijau Bagi
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah

d. Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penilaian
Kinerja Bangunan
Gedung Hijau

c. Direktorat

Jenderal
Perumahan
Perkotaan

22

Peraturan yang
mengatur mengenai
sistem
pemerintahan
berbasis elektronik

Sebagai pedoman untuk
mengatur terkait sistem
pemerintahan berbasis
elektronik di
Kementerian, yang
merupakan turunan dari
Undang-undang No. 11
Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik, Peraturan
Presiden @ Nomor 27
Tahun 2014 tentang
Jaringan Informasi
Geospasial Nasional,
Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik, Peraturan
Presiden @ Nomor 39
Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia

Sekretariat
Jenderal

Seluruh unit
organisasi/unit
kerja/unit
pelaksana teknis di
Kementerian

2026

23

Peraturan yang
mengatur mengenai
pedoman audit
investigatif

a. Sebagai pedoman
audit invesitgatif di
Kementerian; dan

b. Untuk merubah
Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan

Inspektorat
Jenderal

Seluruh unit
organisasi/unit
kerja/unit
pelaksana teknis di
Kementerian  dan
instansi daerah

2026
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Urgensi Pembentukan
Arah Kerangk a Befrgdasarkan Evaluasi Unit . . . Target
No. Regulasi dan/atau Reeulasi Berlaku Penanceung Jawab Unit Terkait/Institusi Penvelesaian
Kebutuhan Regulasi Iggu ast yang beriaxu, ggung 4
ajian dan Penelitian
Perumahan Rakyat
Nomor 14 Tahun 2023
tentang Pedoman
Audit Investigatif
24 | Peraturan yang Sebagai pedoman dan Direktorat a. Pemerintah 2027
mengatur mengenai | payung hukum bagi | Jenderal Kawasan Provinsi
rencana daerah Permukiman b. Pemerintah
pembangunan dan dalam penyelenggaraan Daerah
pengembangan perumahan
perumahan dan dan kawasan
kawasan permukiman.
permukiman
25 |Peraturan yang @p. Melaksanakan Direktorat Kementerian 2028
mengatur mengenai ketentuan Pasal 70 | Jenderal Kawasan
standar dan huruf b Peraturan Permukiman
pedoman Pemerintah Nomor 22
pengadaan Tahun 2020 tentang
pekerjaan Peraturan
konstruksi Pelaksanaan Undang-
terintegrasi rancang Undang Nomor 2
bangun melalui Tahun 2017 tentang
penyedia Jasa Konstruksi
b. Sebagai acuan dalam
pelaksanaan
pengadaan pekerjaan
konstruksi
terintegrasi rancang
bangun yang
pembiayaannya baik
sebagian/seluruhnya
bersumber dari
anggaran pendapatan
dan belanja
negara/anggaran
pendapatan dan
belanja daerah.

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur
organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan
tata laksana yang diperlukan antarunit organisasi, baik internal maupun
eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas
maupun kuantitas. Pemerintah melakukan transformasi kelembagaan yang
signifikan, yaitu perubahan dari Direktorat Jenderal Perumahan, bagian
perumahan di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, dan Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya yang
sebelumnya berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat menjadi satu entitas tersendiri, yaitu Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman. Struktur Kementerian sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan
dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan
dan Kawasan Permukiman.

Kementerian memiliki tugas utama menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan
permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara. Tugas tersebut diterjemahkan dalam fungsi:
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a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan pembangunan
perumahan di kawasan perdesaan dan  perkotaan, serta
penyelenggaraan tata kelola dan manajemen risiko;

b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Kementerian;

c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan
kementerian;

d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab kementerian;

e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian;

pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur

organisasi di Kementerian; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Struktur organisasi sebelumnya terdiri dari beberapa direktorat teknis

di bawah satu direktorat jenderal yang menangani aspek-aspek spesifikasi

perumahan, seperti rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya,

direktorat yang mendukung perencanaan, kepatuhan, dan pembinaan
kelembagaan, bagian perumahan di Direktorat Jenderal Pembiayaan

Infrastruktur, dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

Meskipun fungsional, struktur ini dinilai belum cukup untuk menjawab

kompleksitas permasalahan perumahan dan kawasan permukiman. Melalui

pembentukan Kementerian, terjadi pergeseran paradigma kelembagaan dari
pendekatan berbasis program sektoral menjadi pendekatan berbasis wilayah.

Transformasi ini tidak hanya menyederhanakan struktur, tetapi juga

menegaskan fokus kelembagaan terhadap dua aspek wutama, yaitu

perumahan dan kawasan permukiman.

ot}

Sekretariat Ditjen Perumahan

Direktorat SSPP

Sekretariat Jenderal
Direktorat Rumah Susun

Ditjen Kawasan Permukiman

Direktorat Rumah Khusus

Ditjen Perumahan Perdesaan
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Direktorat Rumah Swadaya

Ditjen Perumahan Perkotaan
Direktorat RUK

Ditjen Tata Kelola dan
Pengendalian Risiko

Direktorat Kepatuhan Intern

f_; o Direktorat Pengembangan
20 .
a Kawasan Permukiman

Gambar 3.10 Skema Perubahan Organisasi Kementerian

Inspektorat Jenderal

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian, dibentuk 6 (enam)
unit kerja eselon I dan didukung oleh balai pelaksana penyediaan perumahan
dan kawasan permukiman di tingkat provinsi yang bertugas melaksanakan
penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan
kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan
kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Secara rinci, tugas dan
fungsi unit kerja eselon I Kementerian berada pada tabel berikut.



- 73 -

Tabel 3.3 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon I Kementerian

Nomenklatur
Unit Kerja
Eselon 1

Tugas

Fungsi

Sekretariat
Jenderal

Menyelenggarakan
koordinasi
pelaksanaan
tugas, pembinaan,
dan pemberian
dukungan
administrasi
kepada seluruh
unsur organisasi di
lingkungan
Kementerian

Koordinasi kegiatan Kementerian,;

. Koordinasi dan penyusunan rencana,

program, dan anggaran Kementerian;
Pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi keuangan, kerumahtanggaan,
kerja sama, hubungan masyarakat, arsip,
dan dokumentasi Kementerian;

. Pembinaan dan penataan organisasi dan

tata laksana;

Koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan serta pelaksanaan
advokasi hukum;

Koordinasi dan penyelenggaraan
pengelolaan barang milik/kekayaan negara
dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Menteri.

Direktorat
Jenderal
Kawasan
Permukiman

Menyelenggarakan
perumusan
kebijakan dan
pelaksanaan
kebijakan di
bidang
pengembangan
kawasan
permukiman

. Perumusan kebijakan di bidang

pengembangan kawasan permukiman,
fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana,
sarana, dan utilitas umum kawasan
permukiman, pembinaan teknik
perumahan;

. Pelaksanaan kebijakan di bidang

pengembangan kawasan permukiman,
fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana,
sarana, dan utilitas umum kawasan
permukiman, pembinaan usaha
perumahan dan perlindungan konsumen,
serta pembinaan teknik perumahan;

. Penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria di bidang pengembangan
kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan
lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas
umum kawasan permukiman, pembinaan
usaha perumahan dan perlindungan
konsumen, serta pembinaan teknik
perumahan;

. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi

di bidang pengembangan kawasan
permukiman, fasilitasi penyiapan lahan
dan prasarana, sarana, dan utilitas umum
kawasan permukiman, pembinaan usaha
perumahan dan perlindungan konsumen,
serta pembinaan teknik perumahan;

. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan d

bidang pengemnangan kawasan
permukiman, fasilitasi penyiapan lahan
dan prasarana, sarana, dan utilitas umum
kawasan permukiman, pembinaan usaha
perumahan dan perlindungan konsumen,
serta pembinaan teknik perumahan;
Pelaksanaan administrasi Direktorat
Jenderal; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Menteri.

Direktorat
Jenderal
Perumahan
Perdesaan

Menyelenggarakan
perumusan
kebijakan dan
pelaksanaan
kebijakan di

. Perumusan kebijakan di bidang penyiapan

lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan
penghunian, penyusunan skema
pembiayaan, pembangunan perumahan
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Nomenklatur
Unit Kerja
Eselon I

Tugas

Fungsi

bidang
pembangunan
perumahan
perdesaan

dan peningkatan kualitas perumahan di
perdesaan;

. Pelaksanaan kebijakan di bidang

penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan
penyiapan penghunian, penyusunan
skema pembiayaan, pembangunan
perumahan dan peningkatan kualitas
perumahan di perdesaan;

. Penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria di bidang penyiapan lahan,
koordinasi perizinan dan penyiapan
penghunian, penyusunan skema
pembiayaan, pembangunan perumahan
dan peningkatan kualitas perumahan di
perdesaan;

. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi

di bidang penyiapan lahan, koordinasi
perizinan dan penyiapan penghunian,
penyusunan skema pembiayaan,
pembangunan perumahan dan
peningkatan kualitas perumahan di
perdesaan;

. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang penyiapan lahan, koordinasi
perizinan dan penyiapan penghunian,
penyusunan skema pembiayaan,
pembangunan perumahan dan
peningkatan kualitas perumahan di
perdesaan;

Pelaksanaan administrasi Direktorat
Jenderal; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Menteri.

Direktorat
Jenderal
Perumahan
Perkotaan

Menyelenggarakan
perumusan dan

pelaksanaan
kebijakan di
bidang
pembangunan
perumahan
perkotaan

. Perumusan kebijakan di bidang penyiapan

lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan
penghunian, penyusunan skema
pembiayaan, pembangunan perumahan
dan peningkatan kualitas perumahan
perkotaan;

. Pelaksanaan kebijakan di bidang

penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan
penyiapan penghunian, penyusunan
skema pembiayaan, pembangunan
perumahan dan peningkatan kualitas
perumahan di perkotaan;

Pelaksanaan kebijakan di bidang
penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan
penyiapan penghunian, penyusunan
skema pembiayaan, pembangunan
perumahan dan peningkatan kualitas
perumahan perkotaan;

. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi

di bidang penyiapan lahan, koordinasi
perizinan dan penyiapan penghunian,
penyusunan skema pembiayaan,
pembangunan perumahan dan
peningkatan kualitas perumahan
perkotaan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang penyiapan lahan, koordinasi
perizinan dan penyiapan penghunian,
penyusunan skema pembiayaan,
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Nomenklatur
Unit Kerja
Eselon I

Tugas

Fungsi

pembangunan perumahan dan
peningkatan kualitas perumahan
perkotaan;

Pelaksanaan administrasi Direktorat
Jenderal; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Menteri.

Direktorat
Jenderal
Tata Kelola
dan
Pengendalian
Risiko

Menyelenggarakan
perumusan dan
pelaksanaan
kebijakan di
bidang tata kelola
dan pengendalian
risiko dalam
rangka efisiensi
dan pencegahan
korupsi dalam
pelaksanaan
pembangunan
perumahan

. Perumusan kebijakan di bidang

pengembangan sistem pembiayaan
perumahan, sistem efisiensi dan
kemitraan, keterbukaan publik,
transparansi dan akuntabilitas serta
pengendalian risiko dan pencegahan
korupsi dalam penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman;
Pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan sistem pembiayaan
perumahan, sistem efisiensi dan
kemitraan, keterbukaan publik,
transparansi dan akuntabilitas serta
pengendalian risiko dan pencegahan
korupsi dalam penyelenggaraan dan
kawasan permukiman;

. Penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria di bidang pengembangan
sistem pembiayaan perumahan, sistem
efisiensi kemitraan, keterbukaan publik,
transparansi dan akuntabilitas serta
pengendalian risiko dan pencegahan
korupsi dalam penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman;
Pemberian bimbingan teknis di bidang
pengembangan sistem pembiayaan
perumahan, sistem efisiensi dan
kemitraan, keterbukaan publik,
transparansi dan akuntabilitas serta
pengendalian risiko dan pencegahan
korupsi dalam penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang pengembangan sistem pembiayaan
perumahan, sistem efisiensi dan
kemitraan, keterbukaan publik,
transparansi dan akuntabilitas serta
pengendalian risiko dan pencegahan
korupsi dalam penyelenggaraan
perumahan dan kawasan perumahan;
Pelaksanaan administrasi Direktorat
Jenderal; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

Menteri.

Inspektorat
Jenderal

Menyelenggarakan
pengawasan intern
di lingkungan
Kementerian

. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan

intern di lingkungan Kementerian,;

. Pelaksanaan pengawasan intern di

lingkungan Kementerian terhadap kinerja
dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya;

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan
tertentu atas penugasan Menteri;

. Penyusunan laporan hasil pengawasan di

Kementerian;
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Nomenklatur
Unit Kerja
Eselon I

Tugas

Fungsi

e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat
Jenderal; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Menteri.
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STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

MENTERI
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Gambar 3.11 Diagram Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
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Di samping 6 (enam) unit kerja eselon I di atas, dalam rangka

mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Kementerian juga
memiliki 19 (sembilan belas) balai pelaksana penyediaan perumahan dan
kawasan permukiman yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal
Kawasan Permukiman. Balai pelaksana penyediaan perumahan dan kawasan
permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan,
peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman,
penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan
fasilitasi serah terima aset. Adapun fungsi balai pelaksana penyediaan
perumahan dan kawasan permukiman menyelenggarakan:

a.

oo

®

el elie g ™

B

penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan
kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan
utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas
perumahan;

penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman,
pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta
pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis
pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana,
sarana dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan
kualitas perumahan;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman;

pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman
pasca bencana dan kerusuhan sosial,

pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen
perumahan;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan
permukiman;

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi
pembiayaan perumahan;

pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;

pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona
integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta
sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan

pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi
publik, serta layanan hukum balai.

Secara rinci, balai pelaksana penyediaan perumahan dan kawasan

permukiman sebagai berikut:

a.

b.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera II;

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera III;

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera IV;

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera V;

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa
L

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II;



Balai Pelaksana
Jawa III;

Balai Pelaksana
Jawa IV;

Balai Pelaksana
Nusa Tenggara I;
Balai Pelaksana
Kalimantan I;
Balai Pelaksana
Kalimantan II;
Balai Pelaksana
Sulawesi I;

Balai Pelaksana
Sulawesi II;
Balai Pelaksana
Sulawesi III;
Balai Pelaksana
Papua I;

Balai Pelaksana
Sumatera I;
Balai Pelaksana
Nusa tenggara II;
Balai Pelaksana
Maluku; dan
Balai Pelaksana
Papua II.

Penyediaan
Penyediaan
Penyediaan
Penyediaan
Penyediaan
Penyediaan
Penyediaan
Penyediaan
Penyediaan
Penyediaan
Penyediaan
Penyediaan

Penyediaan
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Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan
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Permukiman

Permukiman

Permukiman

Permukiman

Permukiman

Permukiman

Permukiman

Permukiman

Permukiman

Permukiman

Permukiman

SEKRETARIAT JENDERAL
DAN
DIREKTORAT JENDERAL
TATA KELOLA DAN
PENGENDALIAN RISIKO

DIREKTORAT
JENDERAL
KAWASAN
PERMUKIMAN

DIREKTORAT
JENDERAL
PERUMAHAN
PERKOTAAN

DIREKTORAT
JENDERAL
PERUMAHAN
PERDESAAN

T
I
1
1
|
|

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SUBBAGIAN UMUM
DAN TATA USAHA

SEKSI
PELAKSANAAN
WILAYAH I

SEKSI
PELAKSANAAN
WILAYAH II

JABATAN FUNGSIONAL
DAN JABATAN PELAKSANA

Keterangan:
garis koordinasi
garis komando

Gambar 3.12 Struktur Koordinasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Dalam struktur ini, balai pelaksana penyediaan perumahan dan
kawasan permukiman secara langsung berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Meskipun
demikian, balai pelaksana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman
memiliki jalur koordinasi dengan unit kerja pusat lainnya, yaitu Sekretariat
Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat
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Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktorat Jenderal Perumahan
Perdesaan. Keempat instansi tersebut memiliki hubungan koordinatif,
ditunjukkan dengan garis putus-putus. Balai pelaksana penyediaan
perumahan dan kawasan permukiman memiliki beberapa unit kerja di
bawahnya, salah satunya subbagian umum dan tata usaha yang menangani
tugas administratif dan kesekretariatan. Selain itu, terdapat dua seksi teknis
yang membawahi pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja masing-masing,
yaitu seksi pelaksanaan wilayah I dan seksi pelaksanaan wilayah II. Kedua
seksi ini menjalankan tugas teknis operasional di lapangan sesuai dengan
pembagian wilayah yang telah ditentukan.

Di bawah struktur tersebut juga terdapat jabatan fungsional dan jabatan
pelaksana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi teknis maupun
administratif sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jabatan ini
memainkan peran penting dalam operasionalisasi tugas harian di lapangan
maupun di kantor, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
maupun pelaporan kegiatan yang menjadi tanggung jawab balai. Secara
keseluruhan, struktur ini menggambarkan sistem koordinasi dan komando
yang terintegrasi antara tingkat pusat dan pelaksana teknis di daerah untuk
memastikan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dapat
berjalan secara efisien dan efektif.

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN
SUBBAGIAN UMUM
DAN TATA USAHA
I l
SEKSI SEKSI
PELAKSANAAN PELAKSANAAN
WILAYAH I WILAYAH II

JABATAN FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA

Gambar 3.13 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
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A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mencapai sasaran
pembangunan nasional, Kementerian menetapkan dua
sasaran strategis. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebagai

alat ukur beserta target kinerja yang akan dicapai.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

tujuan dan dua

Target kinerja

Kementerian tahun 2025-2029 diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Kementerian
Tahun 2025-2029

Tujuan / Target
No. Sstizatt(raap Indikator Kinerja |Satuan 2025|2026 1202720282029 Total| Penanggung Jawab
gis
Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan
1. | permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan
yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif;
Persentase 1.Direktorat Jenderal
jumlah Kawasan
rumah tangga Permukiman
dengan akses 2.Direktorat Jenderal
a. | hunian layak % 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 Perumahan
dan Perdesaan
terjangkau 3.Direktorat Jenderal
yang Perumahan
difasilitasi Perkotaan
1.Direktorat Jenderal
Kawasan
. Persentase Permukiman
i‘;r;;ziﬁagg;};z luas 2.Direktorat Jenderal
an perumahan permukiman . Perumahan
dan kawasan b. kgmuh yang Yo 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 quesaan
permukiman gétczl’;ianl 3.l]§>)1rektorlft Jenderal
yang efisien, terpadu PerEma an
layak, erkotaan
terjangkau,
dan
berkelanjutan Persentase
terwujudnya
ekosistem
perumahan 1.Direktorat Jenderal
dan Tata Kelola dan
permukiman Pengendalian
c. | yang % 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 Risiko
mendukung 2.Direktorat Jenderal
tersedianya Kawasan
hunian layak, Permukiman
terjangkau,
dan
berkelanjutan
9 Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan
" | Permukiman
. ngl.(at Seluruh unit
Meningkatnya | , | kualitas tata % |84,9|86,788,5(90,3|91,8|91,8 | organisasi di
kualitas tata kelola Kementerian
kelola dan Kementerian
pengawasan Indeks
intern b. integritas Nilai | 75 | 77 | 79 | 81 83 83 | Inspektorat Jenderal
Kementerian Kementerian
Perumahan Tingkat
dan Kawasan kualitas
Permukiman c. pengawasan % |75,98(77,41(79,51|86,01|88,11|88,11| Inspektorat Jenderal
intern




Selain sebagai

prioritas,
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pelaksana dalam pencapaian
Kementerian juga merupakan koordinator dalam pencapaian

indikator kegiatan

indikator program prioritas dengan total target sebesar 10 (sepuluh) juta unit
selama 5 tahun, dari tahun 2025-2029, dengan perincian sebesar 360.112
unit pada tahun 2025, 2.140.288 unit pada tahun 2026, 2.249.700 unit pada
tahun 2027, 2.249.700 unit pada tahun 2028, dan 3.000.000 unit pada tahun
2029. Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam
rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, berikut
merupakan target utama penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman Kementerian:

Tabel 4.2 Target Utama Kementerian 2025-2029

Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal

mendukung hunian
layak

Kawasan Perumahan Perumahan Tata Kelola dan
Permukiman Perdesaan Perkotaan Pengendalian Risiko
100% 100% 100% 100%
Persentase Persentase Persentase Tingkat dukungan
ketersediaan rumah | peningkatan rumah peningkatan rumah | kebijakan skema
layak huni layak huni di layak huni di pembiayaan
perdesaan perkotaan perumahan dan
kawasan permukiman
serta skema
pembiayaan kreatif
lainnya
100% 100% 100% 100%
Persentase rumah Persentase rumah Persentase Rumah Tingkat dukungan
yang terlayani layak huni yang Layak Huni yang kebijakan sistem
bantuan Prasarana, | tersedia melalui tersedia melalui efisiensi dan
Sarana dan Utilitas | peningkatan kualitas | peningkatan pengembangan
Umum di perdesaan kualitas di kemitraan
perkotaan penyelenggaraan
pembangunan
perumahan
100% 100% 100% 100%
Persentase Desa Persentase rumah Persentase rumah Tingkat dukungan
yang memiliki 100% | tangga yang tangga yang kebijakan keterbukaan
rumah layak huni terfasilitasi skema terfasilitasi skema publik
pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan
perumahan yang perumahan yang perumahan dan
terjangkau terjangkau kawasan permukiman
yang efektif dan
akuntabel
100% 100% 100% 100%
Persentase Tingkat fasilitasi Tingkat fasilitasi Tingkat dukungan
peningkatan lahan, perizinan dan | lahan, perizinan dan | kebijakan
penanganan penghunian penghunian pengendalian risiko
permukiman perumahan perumahan dan pencegahan
kumuh perdesaan perkotaan korupsi
penyelenggaraan
perumahan dan
kawasan permukiman
100% 100% 100%
Persentase Persentase Persentase
peningkatan peningkatan peningkatan
ekosistem penanganan penanganan
perumahan dan permukiman kumuh | permukiman kumuh
permukiman yang di wilayah Perdesaan | di wilayah Perkotaan
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B. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya, baik berupa
prasarana, regulasi, maupun sumber pendanaan. Sumber pendanaan
Kementerian berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun
di luar anggaran pendapatan dan belanja negara. Indikasi kebutuhan
pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian tahun 2025-2029
sebesar Rp142,347 triliun. Kebutuhan ini lebih besar dari ketersediaan
anggaran yang telah ditetapkan oleh rencana pembangunan jangka
menengah nasional tahun 2025-2029, yang memberikan pendanaan sebesar
Rp60,2 triliun, karena dalam penyusunan kerangka pendanaan
menggunakan justifikasi asumsi berupa inflasi sektor konstruksi sebesar
5,25% (lima koma dua lima persen) per tahun dan harga satuan untuk
masing-masing kegiatan.

Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Bersumber Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Kementerian 2025-2029 per Unit Organisasi

Kebutuhan Pendanaan (Miliar Rupiah)

No. Unit Organisasi
2025 2026 2027 2028 2029 Total

| | Sekretariat 573 | 1.635| 1.717| 1.804| 1.896| 7.627
Jenderal

2 | Inspektorat Jenderal 26 47 61 86 129 349
Direktorat Jenderal

3 | Kawasan 939 7.169 7.516 7.906 8.264 | 31.794
Permukiman
Direktorat Jenderal

4 | Perumahan 1.284 9.970 10.491 11.084| 11.589| 44.419
Perdesaan
Direktorat Jenderal

5 | Perumahan 2.385 | 12.752 13.101 13.973| 14.590| 56.801
Perkotaan
Direktorat Jenderal

6 | Tata Kelola dan 27 92 305 410 523 1.357

Pengendalian Risiko

Total 5.234 31.665| 33.191| 35.264| 36.992|142.347

Tabel 4.4 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kementerian 2025-2029 Per
Program

Kebutuhan Pendanaan (Miliar Rupiah)

Program
2025 2025 2027 2025 2029 Total

Program Perumahan dan

. 4.592| 29.859| 31.274| 33.227| 34.809| 133.760
Kawasan Permukiman

Program Dukungan

- 642 1.807 1.917 2.037 2.183 8.586
Manajemen

Total (Miliar Rupiah) 5.234| 31.666| 33.191| 35.263| 36.992| 142.347
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Selain sebagai pengampu pencapaian indikator kegiatan prioritas,
Kementerian juga merupakan koordinator pencapaian indikator program
prioritas dengan total target sebesar 10 (sepuluh) juta unit selama 5 (lima)
tahun (2025-2029). Indikasi kebutuhan pendanaan di luar anggaran
pendapatan dan belanja negara Kementerian sebesar Rp641 triliun.

Anggaran Kementerian mendukung pengarusutamaan gender dengan
memastikan bahwa alokasi dana dan kebijakan penganggaran digunakan
untuk mendukung implementasi kegiatan yang responsif gender. Hal ini
mencakup pengalokasian anggaran untuk program-program yang berfokus
pada pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang inklusif,
termasuk bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan
kelompok rentan lainnya. Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk
memperkuat kapasitas kelembagaan, pengembangan data terpilah, serta
penyediaan sarana dan prasarana yang ramah gender, dengan tujuan
menciptakan pembangunan perumahan yang responsif gender.
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BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pembangunan sektor perumahan dan kawasan
permukiman merupakan pilar penting dalam mewujudkan masyarakat yang
sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Mengacu pada rencana pembangunan
jangka menengah nasional tahun 2025-2029, penyediaan hunian layak,
terjangkau, dan berkelanjutan diarahkan tidak hanya untuk mengurangi
backlog perumahan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi
masyarakat melalui pembangunan permukiman yang sehat, aman, dan
terintegrasi dengan infrastruktur dasar.

Kementerian menegaskan komitmennya dalam mendukung target
nasional berupa Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah,
dengan fokus pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta
peningkatan kualitas kawasan permukiman di wilayah perkotaan dan
perdesaan. Upaya ini dijalankan melalui penguatan peran kelembagaan,
pemanfaatan teknologi, dan pengembangan skema pembiayaan yang inovatif
dan berkelanjutan.

Sebagai dokumen yang menjabarkan arah kebijakan dan strategi sektor
perumahan dan permukiman, Renstra Kementerian diharapkan menjadi
acuan bagi seluruh unit organisasi dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas
dan fungsi, sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah daerah,
kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha, dan masyarakat dalam
memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan agenda pembangunan ini
sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku
kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah,
pengembang perumahan, masyarakat, organisasi sosial,
akademisi/pemerhati bidang perumahan, serta seluruh pemangku
kepentingan lainnya. Dengan semangat gotong royong dan tata kelola yang
adaptif, Kementerian optimis dapat mewujudkan lingkungan permukiman
yang layak, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
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A. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I [t SATUAN

2 TOR 2026 2027

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN

SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian FEKP

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:

Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP = L ESST ER.BZ

SASARAN PROGRAM:
Kualitas K ian PKP

INDIKATOR KINERJA PROGRAM:

Tingkat Kualitas Manaj PP % 80,43 83,97 87,69

KEGIATAN 1: Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama

SASARAN KEGIATAN:
layanan dan kerja sama

INDIEATOR KINERJA KEEGIATAN:
Tingkat layanan peogelolaan perencanaan dan kerja sama

SUB INDIKATOR:

1  Tingkat layanan kepegawaian dan umum % 91,13 91,31 91,50

2 Tingkat kualitas Lies % 75,00 78,00 81,00

Tingkat Penyelenggarann Akuntabilitas Kinerja
PKP, Jenderal, dan Biro
Perencanaan dan Kerja Sama

% 92,20 92,30 92,40

Tingkat pelaporan pemantauan dan evaluasi yang

lenghkap dan terkini % 100,00 100,00 100,00

5  Tiogkat layanan kerja sama bidang PP yang efcktif % 100,00 100,00 100,00

PELAKSANA: BIRO PERENCANAAN DAK KERJA SAMA

KRO EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal

1 RO EBA9G2-Layanan Umum Layanan 1 ! !

KRO EBC-Layanan Manajemen SDM Internal

2 RO EBC954-Layanan Manajemen SDM Layanan 1 1 1

KRO EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal

3 RO ERDA5Z-Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan 1 1 1

4 RO RRN953 Layanan Pemantauan don Fv

TARGET

2028

90,27

91,10

94,47

100,00

100,00

SEKRETARIAT JENDERAL

2028  TOTAL

91,80

94,07

95,11

92,60

100,00

100,00

91,80

24,07

95,11

100,00

100,00

@

@

2025

630.011.795

573.343.231

2,000

450,000

200,000

1.784.766.205

46.841.728

12.600.000

250.000

500000

6.000.000

3.600.000

ANGGARAN [Rp Ribu)

2027
I

2028
e e | o el olelanl el o | o | . | o ]|

1.887.785.345

1.717.490.405

13.230.000

262,500

525.000

6,300,000

3.780.000

1.996.360.699

1.804.452.376

13.891.500

275.623

551.250

6.615.000

3.969.000

2.122.789.197

1,896.312.172

14.586.075

2H9.406

578.813

6.945.750

4,167,450

2028 2029 TOTAL

8.421.713.241

6.038.439.913

55.249.575

1169531

2.155.063

26,310,750

15.716.450
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SABARAN STRATEGIS [IMPACT)/SASARAN TARGET ANGGARAN (Rp Ribu)
] (OUTCOME), K SATUAN
[OUTPUT)/ INDIKATOR
L 20285 2026 2027 2028 2029 TOTAL 2028 2026 2027 2028 2029 TOTAL
KRO AEC-Ketja Sama

AEC.001-Kerja Sama Penyelenggaraan Perumahan dan

5 RO Lo y y Kesepakatan 1 1 1 1 1 5 200.000 2.250.000 2.362.500 2.480.625 2,604,656 GB07TEL
wasan Permukiman
Z: dan P Pegawai, O dan
SASARAN KEGIATAN :
dan pegawai, dan tata laksana Kementerian PKP
INDIEATOR KINERJA KEGIATAN:
Tingkat pegawai, dan % 71,51 76,04 80,56 85,09 89,61 89,61
tata laksana
SUB INDIKATOR:
1  Tingkat layanan kepegawaian dan wmum % 85,10 85,38 85,60 85,85 86,10 B6,10 1.085.878 1.988.817 2.683.226 3.904.838 B.737.257 15.400.016
kualitas la Kementerian
2 Q[ ESaEEE Katites brvmen Sanvzmer 20N % 70,00 7500 0,00 8500 90,00 90,00
3  Tingkat kesesualan kelembagaan % 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00
PEL BIRO DAYA DAN TATA LAKSANA
OQUTPUT:
KRO EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal
1 RO EBA.960 Layanan Organisasi don Tata Kelola Internal Layanun 1 1 1 1 1 5 600800 625.000 B870.000 1.425.000 2.250.000 5.770.800
2 RO EBA.962-Layunon Umum Layanuan 1 1 1 1 1 5 285.878 350.500 575.000 T75.000 1.025.000 3.011.378
KRO EBC-Layanan Manajemen SDM Internal
3 RO  EBC.YS54-Layanan Manajemen SDM Laporan 1 1 1 1 1 el 199,200 653.317 998.226 1.464.838 2222.257 5.537.838
KHO EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal
4 RO EBDY6I-Layanan Reformasi Kinerja Laporan 1 1 1 1 5 360.000 240,000 240.000 240.000 1.080.000
HKEGIATAN 3: Pengelolaan Keuangan dan BMN
SASARAN KEGIATAN:
layanan dan BMN
1.481.705 5.251.680 5.514.264 E.7TBO.97T 6.079.476 24.117.102
IR AT OR RNAR HBCIATAT: % 8327 8489 86,63 8830 90,01 90,01
Tingkat layanan peogelolaan Kcuangan dan BMN : & ¢ 5
8SUB INDIKATOR:
1 Tingkat layanan kepegawalan dan umum % 85,10 8535 8560 8585 86,10 86,10
2 Tingkat kualitas laganan perbendaharaan dan PNBP =% 77,28 83,60 8895 9448 100,00 100,00

3 Tingkat kinerja p 28 = 88,15 88,52 89,98 9143 92,89 92,89
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BABARAN STRATEGIS (IMPACT]/SASARAN TARGET ANGGARAN [Rp Ribu)
/ (OUTCOME), K SATUAN
[INDIEATOR
27 2028 2029 TOTAL
& ‘Tingkat kualitas laporan keuangan Kementerian 88,91 90,22 91,53 92,84 94,15 24,15
5  Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP % 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00
3 ml e e M e % 08,85 98,85 00,01 99,17 99,34 99,34
7  Tingkat clcktivitas pengelolaan BMN % 72,32 74,18 7660 78,46 80,60 80,60
‘Tinglkat ef b i dan
8 penertiban BMN % 66,68 69,68 72,68 75,68 78,68 78,68
PELAKSANA: BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
OUTPUT:
KRO EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal
1 RO EBA.OS3-Pengelolann BMN Kementerian Layanan 1 ] 1 1 1 5 375,000 1.799.680 1,689,664 1,984,147 2,083.355 8,131,846
2 RO EBA.956-Layanan BMN Layanan 1 1 1 1 1 5 50,000 480.000 504,000 529,200 555.660 2,118,560
3 RO EBA.SG2-Layanan Umum TLayanan 1 1 1 1 1 5 272000 272,000 283,600 209 B8O 314674 1.444.354
KRO EBC-Layanan Manajemen SDM Internal
4 RO Layunun 1 1 1 1 1 5 160.000 160.000 168.000 176.400 185.220 840,620
KRO' EBD-Laganan Manajemen Kinerja Internal
5 RO EBD.Y955-Layanan Mansjemen Keuangan Layanan 2 3 3 3 3 22 624,705 2.540.000 2.667.000 2.800.350 2.940.3068 11.572.423
+ F Jasa
SASARAN KEGIATAN:
Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:
% 98,51 98,54 9856 9859 98,61 98,61
Tinghkat kualitas pengadaan barang dan jasa
SUE INDIKATOR:
1 Tingkat layanan kepegawaian dan umum % 85,10 85,35 85,60 85,85 86,10 86,10 349.200 2.445.695 2.567.980 2.696.379 2.831.198 10.890.451
2  Persentase pelaksanaan layanan tender % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
dan evaluasi paket
3 pe a ¥ X % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

PELAKSANA: BIRO PENGADAAK BARANG DAN JASA

KR EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal
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) TARGET ANGGARAN (Rp Ribu)
/ (OUTCOME)/ SATUAN
/INDIKATOR

2027 2028 2029 ‘TOTAL
__--—--

1 RO EBA.96G2-Layanan Umum Layaran 1 5 349.200 1.942.433 2.039.55. 2.141.532 2.248.609 8.721.329

KRO EBD-Layanan Kinerja Manajemen Internal

2 RO EBD.953-Layanan Pomantausn dan Evaluasi Layanan 1 1 1 1 1 5 181.176 190,235 199,747 209,734 TH0.891
KRD EBC-Layanan Manajemen SDM Internal
3 RO EBC.954-Lavanan Manajemen SDM Layanan 1 1 1 1 1 5 322.086 338,190 355.100 372.855 1.388.231
KEGIATAN 5: Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal
SASARAN KEGIATAN:
Jenderal
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:
Tinghat duk aje Sckretariat Jenderal % 76,49 80,64 87,57 90,50 93,46 93,46
SUB INDIKATOR
1  Tingkat layanan kepegawaian dan umum *% 85,10 8535 8560 8585 86,10 £6,10
Tinglkat layana: dan fasilitas p
2  urusan whnlunn. dan angkutan sumhr m. “% 85,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00
manu:
“Tingkat kualitas pemeliharaan dan pengelolaan utilitas,
3  bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan % 85,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00
prasarana lingkungan
563.835.108 1.589.886.671 1.669.381.004 1.752.850.054 1.840.492.887 7.416.445.393
Tingkat kualitas dan
4 % 84,30 85, 87,70 89,90 89,90
lingkungan 430 826,50
Tingkat layanan tata usaha dan rumah tangga Menteri
5 | gan Wakil Manteri % 85,10 8535 85,60 8585 86,10 86,10
Tingkat layanan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris
& Jenderal, Staf ARN, dan Staf Kh % 65,36 71,82 76,82 8182 86,30 26,30
Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan tata naskah
7  dinas, dan % 33,30 46,67 73,30 B6,66 100.00 100,00
pengelolaan ketatausahaan BMN Biro Umum
‘Tingkat layanan fasilitas pembinaan protokoler
2 ‘Hementerian % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
PELAKSANA: BIRO UMUM
OUTPUT:
KRO EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal
1 RO EBA.994-Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 561.296.122 1.536.609.368 1613439836 1.694.111.828 1.778.817.420 T.184.274.5T4
2 RO EBA.95G-Layanan BMN Layanan 1 1 1 1 1 5 10004 10,500 11025 11.576 43,101
3 RO EBA.950-Layanan Protokoler Layanan 1 1 1 1 1 5 300,000 35952237 37,749,849 39,637,341 41.619.208 155,258,635
4 RO EBA.962-Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 5 917.173 3.000.000 3.150.000 3.307.500 3472875 13,847 548

KRO EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal
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SABARAN BTRATEGIS [IMPACT)/SASARAN TARGET ANGGARAN [Rp Ribu)
/ (OUTCOME), K SATUAN
[INDIEATOR
27 2028 2029 TOTAL
__----- o au 2 a9
5 RO EBR.951-Layanan Sarana inlernal Unit 5 1.321.813 13.995.066 14.694.819 15.429.560 16.201.038 61.642.295
KRO' EBC-Layanan Manajemen SDM Internal
& RO EBC.YS4-Layanan Manajemcn SDM Layanan 1 1 1 1 1 ] 320,000 336,000 352.800 370,440 1.379.240
KEGIATAN &: Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Scrta Advokasi Hukum
SASARAN KEGIATAN:
Meningkatnya fasilitasi produk hukum dan advokasl hukum yang progresif
INDIKATOR HINERJA KEGIATAN:
1 T duk b o . % 70,45 76,57 82,49 89,50 90,06 90,06
SUB INDIKATOR
1  Tingkat layanan kepegawaian dan umum % 85,10 85,35 85,60 85,85 86,10 86,10
2 Tingkat efektivitas advokasl hukum % 73,88 76,07 77,86 81,82 82,80 82,89
925.228 3.600.000 3.780.000 3.969.000 4.167.450 16.441.678
3 Tingkat ofe hukum £ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 Tingkat efektivitas penyelesalan produk hukum % 73,88 76,07 77.86  B1,82 82,89 82,89
5  Tingkat efektivitas penyusunan perjanjian % 73,88 76,07 77,86 81,82 82,89 82,89
6  Tinglkat efektivitas penyebarluasan produlk hulkum % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100,00
PELAKSANA: BIRO HUKUM
OUTPUT:
KRO EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal
1 RO EBA962-Layanan Umum Layaman 1 1 1 1 1 5 244,694 166.126 174,432 183,154 192.312 960.718
2 RO EBAYST-Layanan Hukum Layanan 1 1 1 1 1 5 622.204 1.350.707 1.418.242 1.489.154 1.563.612 6444010
3 RO EBA9SGY-Layanan Dantuan [ukum Layaman 1 I I 1 1 5 58.240 1483167 1.557.325 1.635.192 1.716.951 6.A50.875
KRO' EBC-Layanan Manajemen SDM Internal
4 RO EBC.954-Layanan Manajemen SDM Layaman 1 ] 1 1 1 5 600.000 630,000 661.500 694.575 2.586.075
7 dan Publik
SASARAN KEGIATAN:
P publik di dan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:
Tingkat publik di =% 8836 88,91 89,46 90,01 90,56 90,56

dan Kawasan Permuliman

SUB INDIKATOR
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SABARAN BTRATEGIS [IMPACT)/SASARAN TARGET ANGGARAN [Rp Ribu)
/ (OUTCOME), SATUAN
/INDIEATOR
2028 2026 2027 2028 2029 TOTAL 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL
1  Tingkat layanan kepegawaian dan umum % 85,10 85,35 85,60 B5.B5 86,10 86,10
3.216.972 6.563.632 6.891.814 7.236.404 7.598.224 31.507.047
2 Tingkat e Dottty % 71,00 72,50 74,00 7550 77,00 77,00
Tinglat publik dan
3 Ka ek % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4  Tingkat layanan informasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
PELAKSANA: BIRO KOMUNIKASI FUBLIK
OUTPUT:
KRO EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal
1 RO EBASG2-Layanan Umum Layuman 1 ] 1 1 1 5 190,984 190.984 200,533 210.560 221.088 1.014.149
2 RO EBA95S-Layanan H Masyarakat dan Inf 1 1 1 1 1 5 386,952 T05.963 741,261 T7E.324 B17.240 3.429.741
3 RO EBAS70-Penyclengarusn Loyanan Hubungun Media Layanan 1 1 1 1 1 5 414,144 1.152.448 1,210,070 1.270.574 1,334,103 5,381,339
4 ro | FPAS7I-Penyelengaraan Layanan Hubungin Lembaga Layanan 1 1 1 1 1 5 274,068 571687 600271 630,285 661,799 2738110
Pemerintah/Non Pemerintah
5 RO EBA.972-Layanan Publikasi Melalui Penyelengraan Acar Layanan 1 1 1 1 1 5 839,514 1.450.014 1.522.515 1.5U8.640 1.678.572 099,256
[ RO FEBA.973.Laysnon Publilasi Melalui Medin Layanan 1 1 1 1 1 5 147.184 507.184 532.543 559.170 587.120 2.333.210
7 RO n Peluparan Pimpinan Layanan 1 1 1 1 1 5 252.464 604.856 635,099 GG6G.854 700196 2.859.469
£ RO EBA975-Pelayanun Publik Layanan 1 1 1 1 1 3 488.002 603.682 533,866 665,559 698,837 3.089.947
KRO EBC-Layanan Manajemen SDM Internal
9 RO EBC954-Layanan Manajemen SOM Layanan 1 1 1 1 1 5 213.660 776814 815,655 B56.437 899.259 3.561.825
HEGIATAN 8: Data dan gl
Lo R T
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:
T t L Data dan gl % 7591 81,04 85,11 89,19 94,16 94,16
SUB INDIKATOR
1 Tingkat layanan kepegawaian dan umum % 85,10 85,35 85,60 BS5,85 86,10 86,10
616928 4.500.000 4.725.000 4.961.250 5.209.313 20.012.491
Tingkat Layanan Data Bidang
2 | g Eu > Misran % 75,00 80,00 8500 90,00 95,00 95,00
3 Tingkat L-y::;n Pengembangan Sistem Informasi = 70,00 78,00 2000 8500 50,00 00,00
4 Tinglkat Layanan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologl - e CRAR hem GREm e e

Informasi Kementerian PHP
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SASARAN STRATEGIS (IMPACT]/SASARAN TARGET ANGGARAN [Rp Ribu)
JTC SATUAN

(OUTPUT)/INDIKATOR
20285 2026 2027 2028 2029 TOTAL 2028 2026 2027 2028 2029 TOTAL

PELAKSANA: PUSAT DATA DAN INFORMASI

OUTPUT:

KRO EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal

1 RO EBA.962-Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 5 185.004 400,000 420.000 A41.000 463,050 1.912.194
KRO EBC-Layanasn Manajemen SDM [aternal

2 RO EDBC.954-Layanan Manajemen SUM Layanan 1 ! | 1 5 11000040 1.155.000 1.212.750 1.273.388 4.741.138
KRO BMA-Data dan Informasi Publik

3 RO BMAOO1-Penyiapan Data dan lnformasi Dolumen ] ] 1 1 5 253,600 F50.000 T87.500 R26.8T5 BAR.219 3,486,194
KRO CAN-Sarana Bidang &l dan

4 ro MM DO['P'M‘“‘"“"‘;:‘:\" Pemeliharnan Sarans Bidang Unit o 1 1 1 1 4 303.700 318.885 334,829 351.571 1.308 985
KRO CET-Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Kemunikasi

CRT.001 Pengadaan dan Pemeliharaon Prasarana Bidang . ;
5 RO . e . Unit o 1 1 1 1 4 696,300 731.115 T67.671 B06.054 3.001.140
Teknologi Informasi dan Kemunikasi

KRO 81 fc i i h
L RO FAR.0OI-Opcrastonal Sistem Informasi J:?F::::si 1 1 1 1 1 5 175.234 1.250.000 1.312.500 1.378.125 1.447.031 5.562.890
9: Peny
SASARAN KEGIATAN:
Joualitas p P P
ﬁmmﬁm‘:m‘fm + e . w5 67,88 7576 83,63 91,51 100,00 100,00
SUB INDIKATOR
1 Tingkat layanan kepegawaian % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
370,106 5.000.000 5.250.000 5.512.500 5.788.125 21.920.731
2 :'m‘lwwmfp:&ﬁm”w‘mm % 10000 100,00 10000 100,00 100,00 100,00
S e i par s % 10000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
o TR 2 4 % 1969 39,39 59,08 7878 100,00 100,00
PELAKSANA: FUSAT DAYA

OUTPUT:

KRO AEC-Kerja Sama
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SASARAN STRATEGIS [[MPACT]/SASARAN TARGET ANGGARAN [Rp Ribu)
/ UTCOME) SATUAN
(OUTPUT)/INDIKATOR
/ 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL
1 RO AEC.001-Mol dengan Lembaga Kesepakatan 1 1 1 1 1 5 S500.000 525.000 551.250 578.813 2.155.063
KRO AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
AFA001-NSPK, Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul
2 RO i Bidang han dan NSPK 1 1 1 1 1 5 500.000 525,000 551.250 578.813 2,155,063
Kawasan Permukiman
KRO EBC-Layanan Manajemen SDM Intcroal
3 RO EBC.99%6-Layanan Pendidikan dan Pelatihan Layanan 1 1 1 1 1 5 3.500.000 3.675.000 3.858.750 4.051.688 15.085.438
& RO EBC.954-Layanan Manajemen SDOM Laynnan 1 ] 1 1 1 5 370. 106 500000 525.000 551.250 578813 2.525.169
10: Talenta
SASARAN KEGIATAN:
kualitas P talenta
INDIEATOR KINERJA KEGIATAN:
ek S e rEP % 7933 84,17 89,02 9386 99,07 99,07
SUB INDIKATOR
1  Tingkat layanan amum % 80,13 80,47 80,80 81,13 81,47 81,47 520,106 3.302.017 3.467.118 3640474 3.822.497 14.752.212
Tingkat NSPK
2 Talanta % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Tinglkat layanan peng
3 pemet karler, dan jemen kinerja % 71,89 78,79 85,68 92,87 100,00 100,00
PELAKSANA: PUSAT DAYA
OUTPUT:
KRO EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal
1 RO EBA962-Layanan Umum Layaman 1 1 1 1 1 5 150,000 1.224.143 1.349.617 5.174.959
KRO AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
2 RO AFAQ01-NSPK Pengembangan Talenta NSPK 1 ] 1 1 1 5 270,106 763.956 B02.154 842.261 884.375 AH62.852
KRO EBC Layanan Manajemen SDM Internal
3 RO EBC.001-Penilaian, Pemetaan, dan Manajemen Kinerja Layanan 1 1 1 1 1 5 1.372.211 1.440.822 1.512.863 1.588.506 54914401
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MATRIKS KINERJA DAN AN KEMENTERIAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
INSPEKTORAT JENDERAL
TARGET ANGGARAN [Rp Ribu)
(IMPACT) PROGRAM SATUAN
| (OUTPUT
2023 2026 2027 2028 2029  TOTAL 2028 2026 2027 2028 2029 TOTAL

+ Meningh Tata Kelola Ke ian PKP dan Tugas Teknis Lainnya

KINERJA 1=

Indeks [ntegritas Kementerian PKP

Penilaian diperoleh melalui hasil SPI KPK yang dilnksanakan semua pegnwni Kementerian PKP il LSO CU TS D= DOG S, Caes o = = . = . =
KINERJA 2
Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP % 7598 7741 7951 86,01 88,11 88,11 12.248.091 22.131.500 26.752.450 40.279.330 60.418.995 163.830.366
SASARAN PROGRAM:
ingks Kualitas Intern i han dan Kawasan
KINERJA
- o In enterian PP % 7598 7741 79,51 86,01 88,11 88,11
Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal
1 Fenilaian diperoleh melalui hasil penilaien BPKP terhadap kapabilitas Inspekiorat Nilai 3,00 3,00 3,00 400 400 4,00
Jenderal Kementerian PKP 12.248.091 22.131.500 28.752.450 40.279.330 60.418.995 163.830.366
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan
2 Penilaian diperoleh melalui Kegiatan g % 81,31  B321 8601  BE01 90,81 90,81
ang dan Kawasan
dan Kawasan
SASARAN KEGIATAN 1 :
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat 1
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1:
Tingkat Kualitas Kineda dan a1 wilayak I % 79,00 8085 83,60 8555 88,30 88,30
1 Tingkat Kapabilitas Inspektiorat Nilai 3,00 3,20 3,50 370 400 4,00
2  Tingkat Pengawnsan di Inspektorat | % 80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 88,00
3 Tingkat i Laporan Hasil dan i yang Diti juti % 7500 7600 78,00 80,00 82,00 82,00 2.886.742 5.482.000 7.126.600 9.977.240 14.965.860 40.438.442
4 Tingkat Perencanaan PKPT % 90,00 91,00 92,00 93,00 99,00 94,00
5 Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern % 8000 B2,00 B4,00 B600  EB00 88,00
6  Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait % 90,00 90,00 9500 9500 100,00 100,00

PELAKSANA: Inspektorat 1

OUTPUT KEGIATAN:

KRO 7673.EED Layanan Manajemen Kinerja Internal



EBD.OD1  Layanan Pengawasan Inspektorat [ Dokumen 5 25 30 40 135 2.798.112 4597 000 5.976.100 8.366.540 2.549.810 34.287.562
T673.AEC Kerja Sama
‘ Mpnhhn‘ 1 1 1 ‘ 1 ‘ 5 B8.630 ‘ 335.000 ‘ 609700 ‘ 914.550 ‘ 2,383,380
[
AFA001 Inspek 1 NSPK - 3 3 3 12 - $50.000 T15.000 1.001.000 1.501.500 3.767.500

7673.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
FBD.002 Layanan Pengownsan Inspektorat T ‘ Dakumen 5 25 a0 ‘ 40 ‘ 125 2065344 ‘ 4.597.000 ‘ 5.976.100 ‘ B.366.540 ‘ 12.549.810 34.554.794
T6TI.AEC Kerja Sama
AEC.002 Antar Lembaga n ‘ K‘eepihﬂn‘ 1 l 1 ‘ 1 ‘ 1 ‘ 5 B2475 335.000 ‘ 435.000 ‘ 609.700 ‘ 914.550 ‘ 2.376.725
7673.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

[
Avaoo2 g " P - 3 3 3 12 - 550.000 T15.000 1.001.000 1.501.500 3.767.500




EBD.OD3  Layanan Pengawasan Inspektorat Ll ‘ Dokumen | 5 | 2 l 30 ‘ as l 40 ‘ 135 3.505.519 4.597.000 ‘ 5.976.100 ‘ 8.366.540 \ 12.549.810 34.994. 9068
T673.AEC Kerja Sama
AEC.003  Koord i Antar Lembaga I 2 m ‘ Kmpnlulm‘ 1 | 1 ‘ 1 ‘ 1 l ! ‘ 5 21100 ‘ 335.000 ‘ mm‘ 609.700 ‘ 914,550 ‘ 2.315.850
7673.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

Peds |
AFA003 X n NEPK o 3 El 3 3 1”7 550.000 T15.000 1.001.000 1.501.500 3.967.500
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KRO  7673,EBD Layanan Mamajemen Kinerja Internal

RO EBD.OD4 Layanan Bidang Dokumen 25 25 105 2570919 3,597.000 4.676.100 6.546.540 9.819.810 27.210.369

RO EBD.ODS  Layanan Penelitian dan Intern Dokoumen 5 5 20 1.203.500 1.540.550 2.190.370 3.285.555 8.225.975
(RO 7673.AEC Kerja Sama

RO AEC.004 Antar Lembaga Bidang Investigas ‘ mm‘ 1 ‘ 1 ‘ s 115.992 335.000 ‘ 435.500 609.700 ‘ 914.550 ‘ 2.410.742
KRO T673.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

[
RO | AFADOS |\l erorat Hidang Investigasi | o ‘ 3 ‘ El ‘ 12 550,000 ‘ 715.000 1.001.000 ‘ 1.501.500 ‘ 3.767.500
EINERJA e




RO 06 Layanan BMN Layanan - 1 1 1 1 4 - 150.000 195.000 273.000 409.500 1.027.500

0 701 Layanan Hukum TLayanan 1 1 1 1 1 5 285.505 400.000 520000 728.000 1.092.000 3.025.505

o 959 Layanan Protokoler Layanan - 1 1 1 1 4 - 150.000 195.000 273.000 409,500 1.027.500

RO 208 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan - 2 2 2 2 & - 200.000 260.000 364.000 546.000 1.370.000

RO 963 Layanan Data dan Informasi Layanan 1 1 I 1 1 5 639.100 850.000 1.105.000 1.547.000 2.320.500 6.461.600

RO 994 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 7.532.424 9,500,000 12,350,000 17.290.000 25.935.000 T2.007.424
KRO 7672.EBE Layanan Sarana dan Prasarana Internal

R0 951 Layanan Sarana Internal ‘ Unit ‘ 19 | 125 ‘ 170 ‘ 200 l 240 ‘ 754 372.889 ‘ 3.905.000 5.076.500 7.107.100 10,660,650 ‘ 27.122.139
KRO ~ 7672.EBC Layanan Manajemen SDM Internal

RO 213 Layanan Manajemen SDM ‘ Orang ‘ a0 | az ‘ a8 ‘ 4 l 50 ‘ 194 2.594.441 2.600.000 ‘ 3.380.000 ‘ 4.732.000 ‘ 7.098.000 ‘ 20404441
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9 RO 996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Orang - ‘ 20 25 30 35 110 - 840.700 1.092.910 1.530.074 2.295.111 5.758.795
KRO 7672.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

1w RO 223 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan 2 3 3 3 3 14 340.804 350.000 455.000 637.000 955.500 2.738.364

1 R0 224 Layanan Pemantauan dan Bvaluasi Rekomendasi| 2 3 3 E} 3 [t 908,133 950.000 1.235.000 1.729 600 2.593.500 7.415.633

12 RO 226 Layanan Manajemen Keuangan Layanan 1 1 1 1 1 5 351116 350,000 455.000 637.000 955.500 2748616

RE R 231 Layanan Reformasi Kinerja Layanan 1 1 1 1 1 5 604,694 650.000 845.000 1.183.000 1.774.500 5.057.194

4 RO 233 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Layanan - 1 1 1 1 4 - 300,000 390.000 546,000 819,000 2.055.000

KRO T6T2.EBA Internal
1 RO 206 Layanan BMN Layanan - 1 1 1 1 4 - 175.000 227.500 318.500 4T7.750 1.198.750
2 RO 208 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan - 1 1 1 1 4 - 155.000 201.500 282.100 423.150 1.061.750

KRO 7672.EBC Layanan Manajemen SDM Internal

3 RO a3 Layanan Manajemen SDM ‘ Orang ‘ - | 2 ‘ 3 ‘ 4 l 5 ‘ 14 - ‘ 235.000 ‘ 292.500 ‘ 409.500 ‘ 614.250 ‘ 1.541.250

4 RO 224 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan - 2 2 2 2 8 - 225.000 292.500 409.500 614.250 1.541.250

5 RO 226 Layanan Manajemen Keuangan Layanan - 1 1 1 1 4 - 175.000 227.500 318,500 477,750 1.198.750
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RO 206 Layanan BMN Layanan 1 1 1 4 175.000 227.500 318500 477.750 1.198.750

RO 208 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 1 1 1 4 155.000 201.500 423.150 1.061.750
KRGO  7672.EBC Layanan Manajemen SDM Internal

®O €13 Layanan Manajemen SDM ‘ Orang ‘ ‘ 3 @ ‘ 5 ‘ 18 225.000 292.500 409,500 614.250 1.541.250
KRO T672.EBD Layanan Manajemen Hinerja Internal

24 Layanan Pemuantauan dan Evaluasi Layanan 2 2 2 8 225.000 292.500 409.500 614,250 1,541,250

RO 226 Layanan Manajemen Keuangan Layanan 1 1 1 L} 175.000 227.500 318.500 477.750 1.198.750
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KRO 7672.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

1 RO 206 Layanan BMN Layanan - 1 1 1 1 4 - 175.000 227.500 318.500 477.750 1.198.750

2 RO 208 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan - 1 1 1 1 4 - 155.000 201.500 282.100 423.150 1.061.750

KRO 7672.EBC Layanan Manajemen SDM Internal

3 RO 213 Layanan Manajemen SDM ‘ Orang ‘ - ‘ 2 ‘ 3 ‘ + l 5 ‘ 14 - ‘ 225.000 ‘ 292.500 ‘ 409.500 ‘ 614.250 ‘ 1.541.250

KRO 7672.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

4 RO Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan - 2 2 2 2 8 - 225.000 292.500 409.500 614.250 1.541.250

5 RO z20 Layanan Manajemen Keuangan Layanan - 1 1 1 1 4 - 175.000 227.500 318.500 4TT.730 1.198.750

KRO 7672.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

1 RO 206 Layanan BMN Layanan - 1 1 1 1 4 - 175.000 227.500 218500 477.750 1.198.750

2 RO 208 Layanan Organisasi dan Tats Kelola Internal Layanan - 1 1 1 1 4 - 155.000 201.500 282.100 423.150 1.061.750

KRO 7672.EBC Layanan Manajemen SDM Internal

3 RO 213 Layanan Manajemen SDM ‘ Orang ‘ - ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ " - 225.000 292.500 409500 614.250 1.541.250

KRO 7T672.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

4 RO 224 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan - 2 2 2 2 8 - 225.000 292.500 409.500 614.250 1.541.250

5 RO 726 Layanan Manajemen Keuangan Layanan - 1 1 1 1 4 - 175.000 227.500 318500 477,750 1,198,750




103

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

‘TARGET ANGGARAN (Rp Ribu)
PROGRAM/ (IMPACT)/ PROGRAM AT
KEGIATAN [OUTCOME)/SASARAN KECGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR
2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL
(8) (9
DAN K.
SASARAN STRATEGIS:
dan P Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

1 ::r"mi ’“:r e e o D N B TR T % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4.178.150.909 29.341,862.807 30.533.264.997 32.360.981.182 33.812.864.745 130.227.124.640

2 Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - - - -
SASARAN PROGRAM 1:
Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman
IMDIEATOR KINERJA PROGRAN: % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase peningkatan hunian layak di kawasan permukiman

Unor Kontributor KP Jumlah unit ramah baru yang terbangun, KP Jumlah unit rmlhmdlﬂnmhﬂllumlﬂJunhhwd!munlt

h\mlan urﬂliwad\: (milik dan sewa|, dan Unor Pelaksana KP Jumlah ramah tangga yang . b han atau
subsidi/k han. Unor PIC dan Pelaksana KP Jumlah unit rumah yang dileagkapl demn prmmn. uzm dan utilitas dan KP
Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal

1 Persentase ketersediaan rumah layak huni % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 531.903.498 6.984.505.865 7.321.642.781 7.707.247.868 8.055.923.430 30.601.223.443

Unor Pelaksana KP Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni

2 Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni % 100,00 100,00 100,00 100,00 10000 100,00 - - = - - o
KEGIATAN 1:
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN STRATEGI K TMAN (7659 - Penyelenggarnan
SASARAN KEGIATAN:
e kinerja kemi & Eangg: dan evaluasi dalam mendukung penyedisan rumash layak huni

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:

Tingkat kinerja k i k %

: " - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7.707.202,00 10.360.000,00 10.919.440,00 11.509.089,76 12.130.580,61 52.626.312,37
1 pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni 2 2 > pabe
Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan
2  berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah % 100,00 100,00 100,00 100,00 10000 100,00 - - - c - &
pesisir
UK Pelaksana KP Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni
3 desa yang ! i i penurunan RTLH di wilayah pesisic % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 = - - = = -

PELAKSANA: Direktorat Sistermn Dan Strategi Ly P

OUPUT KEGIATAN:

KRO 7659.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana



Kebijakan dun Strategi Program Prioritas Penyelenggaraan
ARF.001 P . : ) 168,697, ) ) R . N
o | (RO 2025) Kebijakan 3.168.607,00 3.168.697,00
ABF.002  Kebijakan teknis dan sinkrani Jumuh terpad Rekomendosi - 1 260.787,00 - B - - 260.787,00
Kebijakan :
ABr.o0n |Hebijuken, Kemilzaan, Stratcel din Prograun Priorits Rehamendoai 1 4 - 2.800.000,00 2951.200,00 3.110.564,80 2.278.535.30 12.140.300,10
welenggaraan Kebijakan
teknis p Telinile p dan
POF.001 i o 1 5 950.000,00 4.150.000,00 4.374.100,00 4.610.301,40 4.850.257,68 18.943.659,08
7659.BMA Data dan Informass Publik
BMA.001  Data dun Informasi Penyelenggaraan v dok 1 4 - 2,170.000,00 2.287.180,00 2.410,687,72 2,540.864,86 9.408.732,58
7659.FAE P dan serta Pel
P Evaluasi dan Pel Kegi Tematik
FAE.Q01 welenggaraan dan Laporan - 1 3.327.718,00 - - - - 3.327.718,00
Kinerja
FAE.006 uuan dun Evaluasi Peryelenggarumn Laporan 1 o - 1.240.000,00 1.306.960,00 1.377.535,84 145102278 5.376.418,62

5.300.000

7659.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
ABP.003 l"‘”“"‘?‘ Fasilitasi Penylapan Lahan dan PSU Kawasan Rekemendast 1 5 695.934,00 2.150.000,00 1.091.592,00 1.150.538,00 1.212.667,00 6.300.731,00
7659.CBR Dukungan Teknis




1 ‘ 1.183.892,00 2.715.229,00 3.016.381,00 12.956.639,00
KRO  7659.FAE dan serta
P dan Evaluasi Py Lahan dan PSU
3RO FAEO02 e Laporan 1 1 1 1 1 5 651.515,00 2,240.000,00 2.360.960,00 2.488.452,00 2.622.828,00 10.363.755.00
KRO  7659.BMA Data dan Informasi Publik
4 RO BMapoz patadan Infromasi Renyiapan Lahan dan PSU Kavasan Dokumen - - 1 1 1 3 - . 1.174.508,00 1.174,508,00 1.174.508,00 3.523.524,00
KRO  7659.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria [NSPK)
- Ty NSPK Bidang Lahan dan PSU N - N .
5RO ARAOO2 0 Peamuki NSPK 1 1 1 3 600,000,00 £32.400,00 566.550,00 1.898.950,00
KRO  7659.PEA Koordinasi
dan
6 RO PEAOOL o Kegiatan 1 1 1 1 4 600.000,00 600.000,00 6£32.400,00 666.550,00 2.498.950,00
Jumlah Rumah Tangga yang Mencrima Fasilitas
BA BUN Pembiayaan Perumahan/ Bantuan Subsidi/ Kemudahan 81050 95800 103.200 104.650 104.825 489.525
Perumahan 457,025 Unit selama 5 tahun
KRO  7659.RBB Bidang P dan
7 RO RBB.ODI Pemb PSU P han dan } Permub Unit 2000 5709 5708 5708 5708 24.834 142,000.000,00 £4.000.000,00 87.000.000,00 91.000.000,00 97.000.000,00 501.000.000,00
8 RO RBEB.OD4 PSU Hunian Vertikal di Kawasan Permuliman Unit - 5000 500 500 500 6.500 - 50.000.000,00 5.300.000,00 5.600.000,00 5.900.000,00 66.800.000,00




| RO ABR.OO4 I'E ijuken Penyels n Penir Kumuh dan “’k":;’m“ ' 1 1 1 1 s 1.261.900,00 1.500.000,00 1.581.000,00 1.666.374,00 1.756.358,20 7.765.632,20
KRO  7659.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

2 RO AFA0O3 NSPK Bidang NSPK . 1 1 1 1 4 B 500.000,00 527.000,00 555.458,00 585.452,73 2.167.910,73
KRO  7659.BMA Data dan Informasi Publik

3 RO BMAQps Dot dan Informasi Kawasan Permukiman Kumuh dan Dokumen E 1 1 1 1 4 - 250.000,00 263,500,00 277.729,00 202.726,37 1.083.955,37
KRO  7659.CBR Dukungan Teknis

4 ro cerooz D " :"“‘“ : Humul: dar Dokumen 1 1 1 1 1 5 2.163.055,00 2.950.636,00 3.109.970,34 3.277.908,74 345491581 14.956.485,90
KRO  7659.FAE dan serta Pelap

5 RO PABOp3 peman R‘f’;’:"“:f‘dﬁ", pora Pembang Rusun, | anaran 1 1 1 1 1 5 240.000,00 240.000,00 252.060,00 266.610,84 281.017,31 1.280.507,15
KRO  7659.RBB Bidang dan

6 RO REB.003 Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman (RO 2025) Unit 1moso - - B - 1060 376.000.000.00 B B - - 376.000.000,00
7 RO REB.OOT Rumah Swadaya di Permuk Uit . . B . . . B . . . . .

§ RO RBR.ODS ::““"" Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan | ;) - | 83750 83750 83750 83.750 335000 . 2027.000.00000  2,129.000.000,00 2,230.000.000,00 233100000000 8717.000.000,00

9 RO RBB.O09 Rumah Dersanitasi Layak di K P Unit - - - - - - - - - - - -

OUTPUT KEGIATAN:
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TARGET ANGGARAN (Rp Ribu)
/ (TMPACT)/SASARAN PROGRAM SATUAN
KEGIATAN [OUTCOME |/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT|/INDIRATOR
2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL
w2 | @& | @ [ (5 | @© | 7| ([ 19) (11) (12)
1 RO RBR.OO6 Penycdiaan Rumah Khusus® Unit - 9210 9210 9210 9210 36840 - 3.894.000.000,00 4_088.000.000,00 4.282.000.000,00 4.476.000.000,00 16.740.000.000,00
2 RO RBB.OOZ Pembangunan Rumah Susun®* Unit - 300 520 340 540 2100 - 906.000.000,00 987.000.000,00 1.072.000.000,00 1.118.000.000.00 4.083.000.000,00
INDIEATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
1 Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu % 100 100 100 100 100 100 392.000.000 429.420.000 442.000.000 463.000.000 484.000.000 2.210.420.000
Unor deral
P 2: ingh P F ke Kumuh
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:
Uner PIC dan Pelaksana KP Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
1 P g! P 1 P kumuh % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 392.000.000 143.140.000 150.280.000 152.750.000 159.720.000 997.930.000
HEGIATAN 1:
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH (7659 -
K : Meningh: luasan kumuh yang secara terpadu
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:
UK PIC dan Pelaksana KP Luasan hektar pe: i kumuh yang di secara terpadu
1 luasan per i kumuh yang di i secara terpadu % 100% 100%: 100%: 1005 10086 100% 392.000.000 143.140.000 150.280.000 152.760.000 159.720.000 997.930.000
PELAKSANA: Direh P b K P i
OUPUT KEGIATAN:
KRO T659.RBE F Bidang P dan P
1 RO RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh Hektar 196 68 68 66 66 464 392.000.000,00 143.140.000,00 150.280.000,00 152.790.000,00 159.720.000,00 997.930.000
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
F dan yang
1 P ] e o El 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 21.792.949 87.885.240 299.168.841 402.779.480 511.961.771 1.323.588.281
SASARAN PROGRAM 3:
—— Soa Crmhey L yang 4o " D)
INDIEATOR KINERJA PROGRAM:
dan yang % 93,33 93,33 93,33 93,33 93,33 93,33

tersedianya hunian layak — dihiung dan rerata gabungan indikator



7659.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
ARF.00s  Kebijakan, Strategi dan Program Bidang F Usahn - 105.000,00 255.500,00 269.297,00 283.839,04 299.166,35 1.212.802
dan Kebijakan
Kebijakan Teknis, Standar dan Kriteria Pembinaan Pelaku
ADF.006 Usaha Perumahan dan Pemangiou Kepentingan Lainnya di | omendasi 306.144,00 809.000,00 852.686,00 598.731,04 947.262,52 3.903.924
Kebijakan
Didang
7659,BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
BDB.0OL "'M.“wgﬁ Usaha Bidong Perumahon dun | ey 1.555.347,00 1.882.250,00 1.983.891,50 2.001.021 64 2.203.936,81 9716447
T659.AEA Koordinasi
AEA001  Koordinusi Tindak Lanjut kegiatan 1.463.850,00 1.542.897,90 1.626.214,39 1.714.029,96 6,346,992
Agagpy Keordinasi Antar Instansi/Lembaga Dalam Rangka Kegintan 465.430,00 490.563,22 517.053,63 504.074,53 2018.021
7659.FAE P dan Evaluasi serta Pel
P dan Evaluasi Pelak Kebijal
FAE.004 Usaha dan serta laporan 179.508,00 480.940,00 506.910,76 534.283,94 563.135.27 2.265.168
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TARGET ANGGARAN (Rp Ribu)
PROGRAM/ SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM SATUAN
[ ) (OUTPUT){ INDIKATOR
2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL
(5) (6} (7) (8) (9) {10) (11} (12) (13)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:
kualitas teknis dalam penyelenggaraan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
perumahan dan kawasan permukiman - dihitung dari rerata gabungan indikater
UK KP Terci| tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen
1| u feknis % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 322.118 406,086 428.015 451,127 475.488 2.082.834
perumahan dan kawasan permukiman
2 Persentase regulasi (NSPK) bidang perumahan dan kawasan permukiman % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 440,514 558.475 588.633 620.419 653.921 2.861.962
&) | G % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 758.050 1.905.105 2,007,981 2.116.412 2.230.698 9.018.245
bidang perumahan dan kawasan permukiman
4 P an kap CERIFERAIUNS, EXsEE % 100,00 10000 100,00 100,00 100,00 100,00 505.244 828,136 872.855 919,990 969,669 4.095.894
dan kawasan permukiman
hasil evaluasi dan
3 | e % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 210.463 400.000 421.600 444.366 468.362 1.944.792
PEL Bina Teknik Dan
OUTPUT KEGIATAN:
KRO  7689.ABF Kebilakan Bidang Sarana daa Prasarana
< ooy Kebiiakun Teknis | : Teknolog Bangun: komendasi i i i B
L | RO | ABROOT bl ahan dan Kawasan Pormukiman (RO 2025) Kebijakan 3 - B - 3 3211800 azns
bijakan F anaan dan Teknis F ! ! lasi
2 RO 2 & 4 - 406.086,00 428,014,64 451.127,43 475.488,32 1.760.716
ABRO08  reknologi Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kebijakan ! ! t ! :
KRO  7659.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
3 RO AFagey Frnyueunan NSPK Bina Teknik Perumahan dan Kawasan NSPK 1 1 1 1 i 5 240.514,00 558.475,00 589.632,65 620.418,81 653.921,43 2.861.962
Permukiman
KRO  7659.CBR Dukungan Teknis
Dokumen Dukungan Teknis Pongembangan Teknologi dan
4 RO CBRO03 Pengelolaan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan | Dokumen 4 4 4 4 4 20 758.050,00 1.905.105,00 2,007 980,67 2.116:411,63 2.230.697,85 9.018.245
Permukiman
KRO  7659.DCB Pelatihan Bidang Infrastrukiur
5 RO | DCB.ODI :,Lm e P Teknis Bidang £ dan Orang 200 200 200 200 200 1000 505,244,00 B28.136,00 R72.855,34 919,989,53 969.668,97 4,095,694
crmukims
KRO 7659.FAE Pomantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
6 RO FaE00S © Fualuasi dan Pelaporan P ! Lapors 1 1 1 1 1 5 210.463,00 400.000,00 421.600,00 444.366,40 468.362,19 1.944.792
g Teknologi dan Akuntabilitas Kinerja ‘poran dhini S . R B S

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN

Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP

STRATEGIS:



(1)

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

‘Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP P — - —
Tingkat Ki Tata Kelola | 91,8 E 1.996.360.69¢ 2.122.789.197 8.421.713.241




OUTPUT KEGIATAN:
KRO EBA  Layanan Dukungan Manajemen Intexnal
1 RO EBA9% Layanan Perkantoran Layanan 7.446.570 22.339.710 23,546,054 24.817.541 26.157.689 104.307.564
2 RO EDA956 Layanan BMN Layanan 100.000 300.000 316.200 333.278 351.272 1.400.746
3 RO EBA95T Layanan Hukum Layanan 500.000 1.500.000 1.581.000 1.666.374 1.756.358 7.003.732
4 RO EBA963 Layanan Data dan Informasi Layanan - - - - -
5 RO EBASS0 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 200.000 600.000 632.400 GG6.550 702.543 2.801.493
& RO EBAY62 Layanan Umum Layansn 1.052.963 3.158.889 3.320.469 3.509.260 3.698.760 14.749.342
KRO EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal
7 RO EBBO51  Layanan Sarana Intcrnal 500.739 1.502.217 1.583.357 1.668.837 1.758.954 T.014.084
HRO EBC Layanan Manajemen SDM I[nternal
& RO EBC954 Layanan Manajemen SDM 200.000 600.000 632.400 666,550 TO2.543 2.801.493
¢ RO EBCY96 Layanan Pendidikan dan Pelatihan 100.000 110,000 121,000 133,100 464,100
KRO EBD L M: Hinerja Internal
10 RO EBD.Y52 L dan P Layanun 50.000 55.000 60,500 66,550 232,050
11 RO EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan 100.000 110.000 121.000 133.100 464,100
12 RO EBD9S5 Layanan Manajemen Keuangan Layanan 300.000 900.000 948.600 999,824 L053.815 4.202.239
13 RO EBD961  Layanan Reformasi Kinerja Layanan 200.000 600.000 632.400 666,550 T02.543 2.801.493
19 RO EBD974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Layanan 100.000 300.000 316.200 333.275 351.272 1.400.746.




OUTPUT KEGIATAN:

KRO EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
1 RO EBA962 Layanan Umum 2B3.096 #44.288 §95.150 443488 994,436 3.965.457
2 RO EBA994 Layanan Perkamoran 350.000 1.050.000 L.106.700 1.166.462 1.229.451 4902613




1 RO EBA962

298.827

944,891

995915

1.049.695

4.185.809

2 RO EBADO4

250,000

1.106.700

1,166,462

1.229.451

4.902.613

OUTPUT KEGIATAN:
KRO EBA  Layanan Dukungan Manajemen Internal

1 RO EBA962Z Layanan Umum 298 827 596,481 944891 995915 1.049.695 4.185.809

2 RO EBA994 Layanan Perkantoran 250,000 1.050.000 1.106.700 1,166,462 1.229.451 4.902.613




EBA 962

298.827,00

896,481

944,891

995915

4.185.808,56

EBA.994

350.000,00

1.050.000

1,106,700

1.166.462

4.902,612,54

EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
EBA.962 Layanan Umum 206423 889.269 937.290 GRT 903 1.041.250 4.152.135
EBA994  Layanan Perkantoran 350.000 1.050.000 1.106.700 1,166,462 1.229.451 4.902.613
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MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT L P HAN AN
TARGET ANGGARAN (Rp Ribu)
PROGRAM/ SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM .0
KEGIATAN (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR
2025 2026 2027 2028 2029  TOTAL 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL

T s S S 7 R S I S N N IR

PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SASARAN STRATEGIS:

dan Yang Efisien, Layalk, Terjanglkan, dan Berkelanjutan

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Persentase Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan

Terjangkau yang Difasilitasi % 100 100 100 100 100 100 4.178.150.909 29.341.862.807 30.533.269.997 32.360.981.182 33.812.864.745 130.227.124.640
2  Persentase luas permukiman knmuh yang ditangani secara terpadu % 100 100 100 100 100 100 392.000.000 429.420.000 442.000.000 463.000.000 454.000.000 2.210.420.000
3  Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni % 100 100 100 100 100 100 - - - . -

SASARAN PROGRAM 4:

Meningkatnya hunian layak dan di wilayah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM:

Unor PIC dan Pelaksana untuk KP jumlah unit rumah baru yang terbangun dan KP jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya

1 Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan % 100 100 100 100 100 100 1.272.650.130 9.780.004.044 10.295.678.262 10.879.307.389 11.369.415.988 43.597.055.812

Unor Kontributor KP Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu

kumuh di wilayah

2 % 100 100 100 100 100 100 - 143.140.000 145.860.000 152.790.000 164.560.000 606.350.000
Unor PIC dan P KPP desa yang 100% rumah layak huni
5  Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah - e e e o e e ; ; . ) ) .
perdesaan
KEGIATAN 1:
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi (7660 -
SASARAN KEGIATAN:
kinerja dan evaluasi dalam P
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:
Tinghkat kinexja b d kemi
1 dan luasi dalam % 100 100 100 100 100 100 11.759.823 43.043.394 45.367.737 47.817.595 50.399.745 198.388.295

perumahan perdesaan



HKEGIATAN (OUTCOME)/ SASARAN mom‘mii (OUTPUT)/INDIKATOR

SATUAN

TARGET

2025 2026 2027 2028
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2029  TOTAL

2025

ANGGARAN [Rp Ribu)

2027

2028

2029

TOTAL

o e | o e lele o lele s | a | w | w | a| u

UK Pelaksana PP Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, dan yang
Persentase rumah tangga dengan akses huaian layak,
2 b ¢ difasilitasi mel 2% 100 100 100
tidak di wilayah
UK PIC dan Pelaksana KP Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huai
F desa yang RTLH di
3 ilayah perd b 100 100 100
PELAKSANA:
Direktorat Sistem dan Strategi
OUTPUT KEGIATAN:
KRO 7660.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
1 RO ABF.001 N dan Kelemt 2
’ I Perumahan ) )
Kebijakan, Kemitrman, Strategi don Program
2 RO ABF.O009  Prioritas Penyelengg; marh Jcebijalean - 18 8
Perdesuan
KRO 7660.AEA Koordinasi
3 ro | ARAcOL i Penyclenggaraan Perumahan kegiatan 20 i .
KRO 7660.BMA Data dan Informasi Publik
Data dan Infromasi Penyelenggaraan .
4 RO EMA.DO01 Perumahan Perdesaan dokumen 1 18 18
KRO 7660.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
5 RO FAE.D01 laporan 37 44 44
Jumlah Dokumen Kebijakan Keterpaduan, Kemitraan, Strategi, Program X
1 ldan an Priositas Penyel Perumahan Perdesaan dokumen 3 8 18
, Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan I . 15 .
Perdesaan
Jumlah Laporan P Evaluasi dan Pel Penyelenggaraan -
3 perumahan Perdesaan laparan 3 i 4
KEGIATAN 2 :
P Lahan, P i dan F F

(7660 -

100

44

44

44

44

72

20

73

213

-
o

213

1.258.888

5.248.330

235.754

5.016.851

6.507.218

235.754

5.016.851

18.525.075

6.07T6.518

18.441.801

18,525,075

6.076.518

18.441.801

19,525,420

#.404.650

19.437.658

19.525.429

6.404 650

19.437.658

20.579.802

6.750.501

20,487,292

20.579.802

6.750.501

20487292

21.691.112

7115028

21,593,606

21.691.112

7115028

21.593.606

1.258.888

80.321.418

5.248.330

26.582.451

84.977.208

86,628,630

26.582.451

84.977.208



-117 -

TARGET ANGGARAN (Rp Ribu}
PROGRAM/ BABARAN STRATEGIS ||
KEGIATAN (OUTCOME)/ KEC [OUTPUT)/INDIKATOR

2025 2026 2027 2028 2029 ‘TOTAL 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL

o | e o lale nlel e |l | w | w | |||

SASARAN KEGIATAN:

p lahan, dan di wilayah p

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:

Tinglkat Iahan, dan % 100 100 100 100 100 100
Jumlah laporan luasan lahan teridentifikasi potensial untuk
| pembangunan rumah di wilayah perdesaan terhadap target laporan 1 1 1 1 1 5
ketersediaan lahan pertahun (%)
Jumilah laporan fasilitasi kemudahan perizinan untuk
2 pembangunan perumahan di wilayah perdesaan tap tahun laporan 1 1 1 1 1 5 2.921.874 20.594.259 21.706.349 22.878.492 24.113.930 92.214.904

terhadap target tahunan

Jumlah laporan unit terhuni terhadap jumlah unit terbangun setiap

5] v laporan 1 1 1 1 1 5
tahun setelah serah terima pertama yang dibiayai dengan APBN (%) .
Jumlah laporan pembinaan penyiapan lahan, perizinan,
R Iay 1 1 1 1 1 5
o penghunian tiap tabun terhadap target ahunan Poren.
PELAKSANA:
Lahan, dan
OUTPUT KEGIATAN:
KRO T660.ABF Hebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
ij Penyele Penyiag Lahan, "
1 RO ABF.OU2 Perizinan dan Penghunian Perumahan ”::T.';)“‘L""" 1 1 1 1 1 s 270.000 2.124.471 2:239.192 2.360.109 2.487.555 9.481.327
Perdesaan T
KRO 7660.BMA Data dan Informasi Publik
Data dan Infromasi Penyiapan Lahan,
2 RO BMA.002 Perizinan dan Penghunian Perumahan dokumen 1 1 1 1 1 5 150.000 321.720 339.093 J57.404 a7T6.704 1.544.920
Perdesaan
KRO 7660.CBR Dukungan Teknis
3 o | corpor Dﬂknmg:n‘ Dukungan Teknis Penylapan Lahan dalomea ) i . . . f p— . . . i Pa—
dan Perizinan Perumahan Perdesann
4 RO | cBRoo Dokumen Dukungan Teknis Penghunian dokumen 1 - - - - 1 809.484 - - - 809.484
Perumahan Perdesaan
5 R0 cBrgey Jukungan Teknis Penyiapan Lahan dan dokumen . 18 18 18 18 72 - 7.220.550 7.619.946 8.031.423 8.465.120 31.346.038
Perizinan Perumahan Perdesaan
Dukungan Teknis Penghunian Perumah . .
6 | RO CBROo4 | uiunEAR TCRnE nghunian Perumahan dokumen - 18 18 18 18 72 - 5.583.308 5.884.801 6,202,581 6,537,520 24,208,205
KRO 7660.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
Pemantauan dan Bvaluasi Penyiapan Lahan,
7 RO | FAE.002-  Perizinan dan Penghunian Perumahan laporan 2 1 1 1 1 6 641.874 5.335.215 5.623.317 5926976 6.247.032 23774414

Perdesaan

KRO T660.FBA dan Daerah
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TARGET ANGGARAN (Rp Ribu)
PROGRAM/ BABARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM SATUAN
KEGIATAN (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR
2025 2026 2027 2028 2029  TOTAL 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL

(1 o wlelolol el o o | _a | o | o | oy | o9 ]
Pembinaan Pemerintah Dacrah Kebijakan
8 RO FRA.OOD1 apan Lahan, zinan dan 5! & dacrah 19 - - - - 19 200.000 - - - - 200,000

Perumahan Perdesaan

Jumlah Dokumen Kebij

an dan Dukungan Teknis Penyiapan Lahan,

1 . e e 4 37 a7 a7 a7 152 2.130.000 14.937.324 15.743.939 16.594.112 17.490.194 66.895.570
2 ‘I“"r"l"h r.’“k"""u" '?"'{“ dan "'_‘""”"“i Fenyiapan Lahan, Perizinan dan dokumen 1 1 1 1 1 s 150.000 321.720 339.003 357.404 376.704 1.544.920
3 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, laporan 2 1 1 1 1 6 641,874 5.335.215 5623317 5.926.976 6.247.032 23.774.414
, dan Perumahan
KEGIATAN 3 :
Penyelenggaraan iny (7660 - Peny ggaraan }
SASARAN KEGIATAN:
Meningkatnya akses rumah tangga yang di wilayah p
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:
UK Pelaksana KP Jumlah rumah tangga yang fasilitas p ay P fbantuan subsidifkemudahan perumahan
mqutmm x:l;:h;:d::::ym % 100 100 100 100 100 100 2.824.334 17.881.794 18.847.411 19.865.171 20.937.890 80,356,600
PELAKSANA:
OUTPUT KEGIATAN:
KRO 7660.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
1 RO ABF.O03 g:z;f::"" Bantuan Pembiayasn Perumahan "::::;')"‘:f‘ 2 : - - - 2 878.311 - : - 878.311
2 RO ABRQDG TR HS emess cbijakian i - 1 1 1 1 4 - 3.960.525 4.174.303 4.399.811 4.637.400 17.172.129
KRO 7660.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
3 RO | AFApo NOPKFomg Skema NSPK 1 1 1 1 1 5 250.000 1.173.486 1.236.854 1.303.644 1.374.041 5.338.026

Perumahan Perdesaan

KRO TE60.AEE Kemitraan

Kegiatan KPAU dan Pembiayaan Kreatif
4 RO AEE.001  Perun un Perdesaan yang Siap kesepakatan 1 - - - - 1 450.000 - - - - 450.000
Dikerjnsamakan
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TARGET ANGGARAN [Rp Ribu)

HKEGIATAN (OUTCOME)/ SASARAN m‘m'i (OUTPUT)/INDIKATOR

SATUAN
2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL

Kegiatan Pembiayaan Kreatif dan kemitraan

5 RO AEE.002 Perum Perdesann kesepakatan - 1 1 1 1 4 - 1.906.920 2.009 894 2118428 2232 823 B 268 065
KRO 7660,FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
dan Bvaluasi iy
& RO FAE.D02 laporan 2 1 1 1 1 [ 400.000 2.053.608 2.164.500 2.281.383 2,404,577 0.304.065

Perumahan Perdesaan

KRO 7660.QAH Pelayanan Publik Lainnya

Fasilitasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan

7 RO QaWep) RS Beemen - 2 . . . . 2 846,023 . . . - 846.023
Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas
Pembiayaan Perumahan/Bantuan Subsidi/ L i . 7 )
B BN e oenteeaan 570,050 keluarga | 162,100 162.100
KK selama 5 tahun
KRO 7660.PEA Koordinasi
8 RO | PEAOO  Koordinasidan Fasiitasi Pembiayaan kcgintan - 18 18 8 1% 72 - 6,117,258 £.447.590 6.795.760 762,731 26.523,339
Perumahan Perdesaan
Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas
Pembiayaan Perumahan/Bantuan Subsidi/ } . -
B RN e e ot keluarga 191,600 206,400 209,300 209.650 816950
KK selama 3 tahun
KRO T660.AEF Sosialisasi dan Diseminasi
a RO AEF.001 ::’;:‘;Z:" Fasllitasi Pembiayaan Perumahan arang - 500 500 500 300 2.000 R 2.670.000 2.814.180 2966.146 3.126.318 11.576.643
Juml :n Kebijukan Penyele : ¢
y  [Jumlsh ”"k”'"‘slrm_:”"k n Poryelonggarumn Prmblaysan dun NSPK dekumen 3 2 2 2 2 11 1.128.311 5.134.011 5.411.248 5.703.455 6.011.442 23.388.466
2 Jumlah Dekumen Pembinyaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perdesaan | dokumen 1 1 1 1 1 5 450,000 1,906,920 2,009,894 2.118.428 2.232.823 8.718.065
3 Jumiah Laporan Pemantauan, Evatuasi dan Pelaporan Pembiayaan laparan 2 1 1 1 1 6 400.000 2.053.605 2.164.500 2.281.383 2,404,577 9.304.065
Perumahan Perdesaan
Jumlah Keordinasi, iali , dan Fasilitasi Pem: Pe k
4 Perdesaan dengan target rumah tangga yang difasilitasi dengan total dokumen 2 19 19 19 19 i 846,023 8.787.258 9.261.770 9.761.906 10.289.048 38.946.005
bantuan subsidi/kemudahan pembiayaan
P r d yang difasilitasi dan dikoordinasik 162,100 191.600 206.400 209.300 209.650 979.050
Rumah Tapak 162,100 176,600 194800 188400 192,150 914,050
PP (BA.999.03) rumah angga 110000 142500 142500 142.500 142500 680.000
Rumah Vertikal - 15000 16000 16500 17.500  65.000

- PP [BA.999.03) rumah tangga - 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000
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TARGET ANGGARAN [Rp Ribu)
P / [} W TUAN
HEC (| OME )/ KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR EX
2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL 2025 2026 2027 2028 2029 ‘TOTAL
e |l @ | & wewlele alel e [ o | | I R TR
KEGIATAN 4 :
Penyediaan rumah yang layak huni di wilayah . (7660 - P F han Pexd:
SASARAN KEGIATAN:
Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:
peny data dan serta
1 luasi, dan pelap P P % 100 100 100 100 100 100 3.208,985 25.137.963 26.495.413 27.926.165 29.434.178 112,202,705
perdesaan
UK PIC dan Pelaksana KP Jumlah unit rumah baru yang terbangun
Py inghs k dis rumah layak huni baru di
2 ilayah perd % 100 100 100 100 100 100 245.000.000 5.192.000.000 5.450.000.000 5.709.000.000 5.968.000.000 22.564.000.000
UK KP Jumlah peny unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)
g  Pementase penyedinan unit bunian vertikal yang terpadu di % 100 100 100 100 100 100 397.000.000 2.336.000.000 2.468.000.000 2.679.000.000 2.795.000.000 10.675.000.000
wilayah perdesaan
UK Pelaksana KP Jumlah unit ramah yang dilengkapl dengan prasarana, sarana dan utilitas
Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas
4 | peaur dl wilayah pord % . 100 100 100 100 100 . 84.000.000 87.000.000 91.000.000 96.000.000 358.000.000
UK Pelaksana KP Jumilah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertilkal
Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas
5 | e bumian vertiial A wilaysk peds % . 100 100 100 100 100 . . 13.250.000 14.000.000 14.750.000 42.000.000
PELAKSANA:
OUTPUT KEGIATAN:
KRO 7660.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
| Ro  amFoos Kebiiakan Pembangunan Perumahan rekomendasi |, _ ) ) ) ) 2003407 . i i ) 2003407
Perdesaan kebijakan
2 Ro | Apropy Meblakan Penyclnggarn Pembangunan - eekomendasi | 1 1 1 1 4 : 15.673.518 16.519.888 17.411.962 18.352.208 67.957.576
Perumuhan Perdesaan kebijakan
KRO 7660.BMA Data dan Informasi Publik
3 RO BMADO3 Ec“r:c::“'"m"“”' Pembangunan Perumahan | .\ men 1 1 1 1 1 5 200,000 603.312 635,891 670,229 706.421 2.815.853

KRO 7660.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
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TARGET ANGGARAN (Rp Rlbu)

. SATUAN
KEGIATAN (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR

2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL 2025 2026 2027 2028 2029 ‘TOTAL

o s o wlele nlele ]| w | a | | w | |

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

4 RO Famops [orantauan dan Beak laporan 3 . - . . a 1.005.578 - - - - 1.005578
5 RO | FAR0os |FemEntauan din Evalunsi Penyelenggaraan laporan - 18 18 18 18 72 - 8.861.133 9.339.634 9.843.974 10.375.549 38.420.291
F Vi Perumahan I

KRO 7660.CBB Bidang dan
6 RO  CBB.001 Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan unit - . . . . . . : . . .
7 | RO  CBRO02 Rumah Susun Asrs an Perdesaan unit - - - - - - . B B B .

KRO 7660.REB F Bidang F han dan Pernuki
8 RO  RBB.00! PSU Perumahan Tapak Perdesaan unit . 5708 5709 5708 5708  22.833 . 84.000.000 £7.000.000 91.000.000 96.000.000 358,000,000
9 | RO RBB.O0Y PSU Rumah Susun Perdesaan unit . . 1250 1250 1250 | 3.750 . - 13.250.000 14.000.000 14.750.000 42.000.000
10 RO REBE.002 Rumah Khusus Perumahan Perdesaan unit 365 12,280  12.280 12.280  12.280 49.485 245.000.000 5.192.000.000 5.450.000.000 5.709.000.000 5.968.000.000 22.564.000.000

Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI
1RO RBRONG e umit - - - . - - E - . . . :

Rumah Susun Hunian MBR/Pekeria

12 RO REB.004 Perumahan Perdesaan

unit 198 1.250 1.300 1.350 1.350 5.448 397.000.000 2.336.000.000 2.468.000.000 2.679.000.000 2.795.000.000 10.675.000.000

Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana

13 RO REE.005 Perumahan Perdesaan

panel - . - . . - . . B B . .

KRO 7660.CDB  Pr Bidang P han dan

14 RO ChRop Femeliharaan dan Perawatan Tower Rumah it . _ i . . . . . . ) ) .
Susun Perdesaan

Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Khusus

RO coBOOZ T unit
Jumlah Dek jjalan Peryel Pemb Perumah
U pertennan R # rumahan dokumen 2 1 1 1 1 o 2.008.407 15.673.518 16.519.888 17.411.962 18.352.208 69,960,983
2 WJumlah Dokumen Data dan i Pemlby Perumahan Perdesaan dokumen 1 1 1 1 1 5 200,000 635,891 670,229 TO6421 2.815.853
g [JrmiahLepomn Pemaniauan, Bvaluast dan Pelaporen Pembanganan laporan 3 18 8 8 18 75 1.005.578 9.339.634 9.843.974 10.375.549 39.425.869
Perumahan Perdesaan
4 Jumlah Unit Rumah Layak TTuni Baru di Wilayah Perdesaan unit 365 12,280 12,280 12.280 12.280 49,485 245,0:00.000 5.192,000,000 5.450,000,000 5.709.000.000 5.9068.000,000 22,504,000,000
5  Jumlah Unit Hunian Vertikal vang Terpadu di Wilayah Perdesaan anit 198 1.250 1.300 1.350 1.350 5.448 397.000.000 2.336.000.000 2.468.000.000 2.679.000.000 2.795.000.000 10.6735.000.000
Jumlah Rumah yang Mendapat Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas t 5 57 5 7 22.833 . 35
6 Umum di Wilayah Perdesaan uni 708 | 5709 5708 5708 | 228 84,000,000 7,000,000 91.000.000 96.000.000 565,000,000
7 Jumiah Rumah yang Mendapat Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas unit . . 1250 1250 1250 | 3.950 . . 13.250.000 14.000.000 14.750.000 42.000.000

Umum Hunian Vertikal di Wilayah Perdesaan



OUTPUT KEGIATAN:

KRO  7660.REB han dan
L RO mBBOLL oot Kumuh di hektar 143,140,000 145,860,000 152,790,000 164.560.000 606.350.000
2 RO RBB.U06 Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan unit - = B - -
1 i Dy gani Tery aw hektar 143.140.000 145.860.000 152.790.000 164.560.000 606.350.000

Perdesaan
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TARGET ANGGARAN [Rp Ribu)

mn'mﬁ (OUTCOME)/ SASARAN m‘mii (OUTPUT)/INDIKATOR

SATUAN
2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL

o s | o e lele o lele s | a | w | w | a| u

UK PIC dan Pelaksana KP Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya

g Eimctsspearslivsalt cpuiats Iayak hnal Slalnl % 100 100 100 100 100 100 606.000.000 2.012.000.000 2.113.000.000 2.213.000.000 2,313.000.000 9,257.000.000
PELAKSANA:
Kualitas
OUTPUT KEGIATAN:
KRO 7660.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
. 2o | neeoos :::;‘&l:::::'\ Peningkatan Kualitas Perumahan n::)m;‘ﬂ:;m R ) . ) ) R 1,630,000 ) i . . L 630,000
2 | RO ABF.O08 :;:’::f:m’:ﬂ:‘m:;;?"”“‘k‘m" “::‘:EL:‘:JT‘:‘” - 18 18 18 18 72 . 35.726.193 37.655.407 39.688.799 41.831.995 154.902.394
KRO 7660.BMA Data dan Informasi Publik
3 RO BMADO4 E:i::‘;;’:’;:f;’;ig:“i"w'““ Kualitas dokumen 1 1 1 1 1 5 1.200.000 6.659.547 7.019.162 7.398.197 7.797.700 30.074.607
KRO T660.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
4 RO = PFAE.00S 2 mantauan den Evalusal Penylenggarann laporan 2 1 1 1 1 6 1.105.114 6.960.894 7.336.782 7,732,960 8,150,549 31.286.308
KRO 7660.RBB Bidang dan
5 | RO RBBOOT Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan unit 17.817 . . . . 17817 06.000.000 . . - - BOB.000.000
3 RO RBB.OOE Z:ﬁffﬂ?ﬁ:ﬁﬂ Hunlita Rumah unit - 83.125 83125 83125 83125 232500 - 2.012.000.000 2.113.000.000 2.213.000.000 2.313.000.000 8.651.000.000
7 RO RBE.010 ‘_:‘_‘HII“I“I‘HH“:J" Rumah Swadaya di it N R R ; ) B R R ; _ i ~
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1:
Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP % 84,90 86,70 88,50 90,30 91,80 91,80 630.011.795 1.784.766.205 1.887.785.345 1.996.360.699 2.122.789.197 8.421.713.241

KINERJA B
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. TARGET ANGGARAN [Rp Ribu)
KEGIATAN  (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR ST VAN
2025 2026 2027 2028 2029  TOTAL 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL
T s T T S ST
7 |Tingicat Kunlitas Pengelolann Kearsipan % 73,00 7410 7510 76,10 77,0 77,10
& Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum % 8040 82,10 B340 8640 8720 87,20
9 Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP % 92,00 92,00 02,00 9200 9200 92,00
PELAKSANA:
OUTPUT KEGIATAN:
KRO 7675.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
1 RO EBA.994 Layanan Perkantoran layanan -] [ 6 o (-] 30 S5.299.717 12.630.378 13.312.418 14.031.289 14.788.979 60.012.781
2 ko Layanan BMN layonan 1 18 18 18 18 73 60.000 1.285.164 1.354.563 1,427,700 1.504.806 5.632.242
3 RO EBA95T  Layanan Hukum layaman 1 1 1 1 1 5 200.000 817.440 B61.582 908.107 Q57.145 3.744.274
4 RO EBA-960 Layvanan Organisasi dan Tata Kelola Internal layanan 1 1 1 1 1 5 50.000 231.249 243.736 256.898 270.77T1 1.052.654
5 RO EBA.962 Layanan Umum layanan ] 44 44 44 44 182 1.081.448 7.430.898 7.832.166 8.255.103 8.700.879 33.300.495
KRO 7676.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal
L] RO EBB.951 lLayanan sarana intermal Unit 1 72 T2 T2 72 289 550.334 3.487.542 3675869 ABT4.066 4.083.582 15.680.693
KRO 7675.EBC Layanan Manajemen SDM
7 | RO | EBCYS4 Layanan manajemen SDM layanan 1 1 1 1 1 5 845.000 490.821 517.325 545261 574,705 2.973.112
8 RO EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan layanan - 1 1 1 1 4 - 867.864 914.729 964,129 1.016.187 3.762.903
KRO 7675.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
9 RO EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran layanan 1 1 1 1 1 5 50.000 482.01 508.061 535496 5644173 2.140.000
10 RO  EBD953 |Layanan Pemantuan dan Evaluasi layanan . 1 1 1 ! 4 . 906.765 955.730 1.007.340 1.061.736 3.931.571
11 RO EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan layanan 1 1 1 1 1 5 317.500 1.120.824 1.181.348 1.245.141 1.312.379 5.177.193
12 RO EBDY61  Layanan Reformasi Kinerja layanan 1 1 1 1 1 5 127.500 1.031.547 1.087.251 1.145.962 1.207.844 4.600.104
12 RO EBD974 Layanan Penyclenggarann Kearsipan 1 1 1 1 1 5 50.000 220170 232.059 244 580 257.7T98 1.004.618




1 |Jumlsh layanan perkantoran layanan [} [ o 6 a0 5.249.717 12.630.378 13312418 14,031,289 14.788.979 60.012.781
2 Jumlah layanan BMN layanan 18 18 18 18 73 60,000 1.285.164 1.354.563 1.427.709 1.504.806 5.632.242
3 Jumlah layanan hukum layanan 1 1 1 1 s 200.000 £17.990 HB1.582 YOE, 107 957.145 3.744.274
5 Jumlah layanan organisasi dan i kelola internal Tayanan 1 1 1 1 5 50,000 231.249 243.736 256,898 270771 1.052.654
6 Jumlah layanan umum layanan 44 44 44 44 182 1.081.448 7.430.898 T.832.166 B.255.103 B#.700.879 33.300.495
7 Jumlah layanan Sarana dan Prasarana Internal unit 72 T2 72 72 289 550.334 3.487.542 3.675.869 3.874.366 4.083.582 15.680.693
8 Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan layanan 1 1 1 1 5 545,000 450,521 517.325 545,261 ST4.T05 2.973.112
9 Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan layanan 1 1 1 1 4 B 867.864 914.729 064,124 1.016.187 3.762.903
10 Jumilah layanan perencannan dan penganggaran layanan 1 1 1 1 5 50.000 482.031 508.061 535.496 564.413 2.140.000
11 [ Jumlah layanan pemantauan dan evalunsi layanan 1 1 1 1 4 e 906.765 955.730 1.007.340 1.061.736 3.931.571
12 Jumlah layanan manajemen keuangan layanan 1 1 1 1 5 317.500 1.120.824 1.181.348 1.245.141 1.312.379 5.177.193
13 Jumlah layanan reformasi kinerja layanan 1 1 1 1 s 127.500 1.031.547 1.087.251 1.145.962 1.207.844 4.600.104
14 Jumlah layanan penyelenggaraan kearsipan Tayanan 1 1 1 1 5 50.000 220.170 232,056 244,560 257.798 1.004.618




OUTPUT KEGIATAN:

KRO T675.EBA L M
1 RO EBA994  Layanan Perkanloran layanan 1 1 1 1 5 353.078 1.722.093 1.815.086 1913101 2.016.408 7.819.766
2 RO EBA.9G2 Layanan Umum layanan 1 1 1 1 5 102.888 805.176 B848.656 B94.483 942.785 3.593.987
3 RO EBA.963 Layanan Data dan Informasi layanan 18 18 18 18 73 300.000 3.202.161 3.375.078 3.557.332 3.749.428 14.183.998




OUTPUT KEGIATAN:

KRO 7675.EBA Lay M
1 RO EBA.994  Layanan Perkantoran layanan 346.017 1.639.509 1.728.042 1.821.357 1.919.710 7.454.635
2 RO EBA962  Layanan Umum layanan 102.526 706.971 745.147 785385 B27.796 3.167.826

OUTPUT KEGIATAN:

T675.EBA




Layanan Perkantoran

338.955

1.645.440

1.734.204

1.827 946

7.473.289

Layanan Umum

102.163

843.279

888.816

936.812

3.758.470

OUTPUT KEGIATAN:
KRO 7675.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
1 RO EBA994  Layanan Perkantoran layanan 360,139 1.757.289 1.852.183 1.952.200 2057619 7.979.430
2 RO EBA962  Layanan Umum layanan 107.784 794.718 B37.633 BE2.B65 930.540 3.553.539




Layanan Dukungan Manajemen Internal

Layanan Perkamoran

36T.200

1.789.962

1.886.620

1988497

2.095.876

B.128.156

EBA96G2

Layanan Umum

110.412

1.136.967

1.198.363

1.263.075

1.331.281

5.040.098




- 131 -
MATRIKS KINERJA DAN FENDANAAN KEMENTERIAN PERUMANAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT AN

FROGRAM | BASARAN STRATEOLS [IMPACT )/
KEGIATAN (OUTCOME )/ SASARAN KEGIATAN |OUTPUT)/ INDIKATOR

“ A

SASARAN STRATEGIS:
Meningkataya Peayelenggaraan Peramaban dan Kawasan Permukiman Vang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

INDIKATOR KINERJSA BASARAN STRATEGLS

1 m‘m N w 100 100 100 100 100 100 4.178.150.90% 29.341.882.807 30.533.204.997 22.360.981.182 33.812.864.743 130.237.134.040

2 Perscatass luas permukiman kumuh yang ditangani secars terpadu w» 100 100 100 100 100 100 393.000.000 439.430.000 442.000.000 401,000,000 404,000,000 2.210.420.000

3 Persemtase dess yang memiliki 100°% rumah layak huni % 100 100 100 100 100 100 . B - - - -
SABARAN PROGEAM:
Meningkataya bunian layak dan terjangkau di wilayah

OR KINERJA
Unar PIC dan Pel KP Jumlah peny unit huslan vertikal yang terpada |milik dan sewa)
1 Perscntase Huniss Layak dan Terjangkan di Wilayah Perk: - 100 100 100 100 100 100 2.372.597.281 12.977.352.898 12.915.942.954 13.774.435.923 14.387.838.337 58.028.843.83

Unor Koatribator KPF Luasan hektar permukiman kumub yang ditangani secara terpadu

] Park — - o e k] 00 109 100 100 100 100 - 143.140.000 143.800.000 157.420.000 159,720,000 808, 140,000
Unor ksana KF desa yang iliki 100% rumah layak huni
s Fersentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilaysh " 100 100 100 100 100 100 - - - . - -
perkotaan
KEEGIATAN 10
Sistem das Strategi Peramahan Perkotass (Tool-Prayeleaggaraan Perumahan Perikotaan)
BABARAN KECGIATAN 1
Meningkataya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Peaganggasan, dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan han Perkotass
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:
Tingkat kinerja keterpach leemitraan, pemroge
1  penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan - 100 100 100 100 100 100 6.402.098 1T.5a7.003 18.337.334 19,538,349 20.993.420 82058504

prrumahan perkotaan

UK Pelaksana KP Persentase desa yang memiliki 100% ramah layak hund
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Ro | Appgm [KebSaken, Bilegi dan Progmm Priorie Relawnendasi 6 4.380.148 - 4.380.148
Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program .
RO | ABF.O0G  Prioritas Belansendasi 5 100 8.958 865 9442644 9952 546 10.459.954 38.844.039
Perkcotaan Kebijakan
Data dan Informasi Penyelenggaraan
RO BMADOL dan Dakumen H T01.000 1.307.331 1377927 1.452.335 1.530.761 6.360.354
KROD To61.FAE dan serta
Pemantsuan don Evalussi Penyelenggaraan
56 26 1320950 7.321.407 7716763 5.133.468 B.5T2ETS 33.065.264
RO | FAEODI AR Laparan
Jumlah ategi, Program, dan Rekomendasi s 106 4.380.148 5.058.865 9.442.644 9.952.546 10.469.954 43.224.167
y Hebijakan
Jumlah Dota dan i Daksumen H T01.000 1.307.331 1377927 1.452.335 1.530.761 6,369,354
Perkataan
plowsleh Laprmn Pemmstuca, G, dun Pelnpomn Laparan 56 26 1.320.950 7.331.407 7.716.763 B.133.468 B5TLETS 33.065 364
y
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KRO Too1.AEF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana

N o :
Fem "l Lakan, 4 23 23 23 3 96 2.767.460 3.797 879 4.002.964 4.219.125 4 446957 19.234 385

1 RO | ABF.ODZ Perizinan dan Penghunian P Kehi

KRD Tesl.BEMA Data dan Informasi Publik

Data dan Informinsi Penyiapan Lahan Dl 5

- - - - 1 588,040 - - - - S88.040
Pembangunan Perumahan Perkotaan 1

2 | mO | BMADOZ

|Data dan Informasi Penyiapan Lahan,

3 | RO | BMAOOS Perizinan dan Penghunian Perumahan Dakumen - 1 1 1 1 4 . 425.579 448,560 472.783 498313 1.845.235
Perkotaan

KRD Toal.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

4 RO AFA.DD1

MEIPE Penyispan Lakan, Perisnsn des NSPK 1 1 1 1 1 5 500,000 470421 495,824 522,598 550619 2.539.661

Penghunian Perumahan

KRO 7601.CER Dukungan Teknis

Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan

5
RO | CHRODO! p hanguman Perumahan Perkotaan

Diakumen 1 - - - B 1 TO0.000 - - - - T00.000

B RO CER D03 Dukungan Teknis Penyinpan Lahan dan Daumen

Perizinan P han Perka - 2 2 2 2 B = 1.161.053 1.723750 1.289 832 1.359.483 5.034.119

Dakumen 4 - - - - 4 2431111 - - - - 2431111

7 | mo | cBRogp Dokumen Dukungan Teknis Perjinan dan

Penghunian Perumahan
Dukungan Teknis Penghunian Perumahan
Perkotaan

] RO | CHROM Diakumen - 3 3 3 3 12 - 1.468.150 1.547.430 1630591 1.719.065 6.365 636

KRO TaaL.FAE dan serta

' Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan
9 | RO | FAEOD2 Penyiapan Lahan, Perzinan dan Penghunian Laparan 3 - - - . 3 1.000.000 E - = = 1.000.000
Perumahan Perkotaan

| Pemantauan dan Evaluzsi Penyiapan Lahan,

10 RO FAE.OD6 | Perinan dan Penghunian Perumahan Laparan . 3 3 3 3 12 - BBE 46 915.366 964796 1.016.895 3.765.527
| Perkotaan 1 1 | 1

Jumlah Ezbijakan dan Perencanaan Teknis Penyiapan Lahan, Rekomendas:

1 Perizi , dact ian Pe =y Kb 4 3 I3 3 23 ] 1.767.460 3.797 879 4,002 964 4.219.125 4 446957 19.234 385
Jumilah Dokumen Data dan Infromasi Penyiapan Lahan, Perizinan,

2 dan Penghunian Pe han Perk Dolcumen 1 1 1 1 1 5 58E.040 435579 448560 472783 498313 2433275
Jumlah NSPK Penyi Lahan, Perizi dan P

3 P R NEPK 1 1 1 1 1 H 500.000 470421 495.824 522.598 S50.E19 2.539.661
Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penviapan Lahan, Perizinan,

4 dan Penghumian Pe han Perk Dakumen 3 5 5 5 5 I5 3.131.111 2.629303 2.771.180 2 930.824 3.07TE.548 14.530 866
Jumilah Laporan Pemantauan, Evalussi, dan Pelaporan Penyiapan

5 Lak Perisicun, dan Perghursian. Pe F Laparan 3 3 3 3 3 15 1.000.000 B&8_ 469 915.366 964.796 1.016.695 4.765.527

HEGIATAN 3:

nyelenggaraan Pembiny ahan Perkotaan (Tool-Penyelenggarsan Perumahan Perkotaan)
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ABF.003

21

21

21

n B

3.450.000

4.011.849

4.228.489

4.456.827

4697496

P0.844 661

AFA D02

1.963.538

1.421.060

1.578.678

8.125.000

PEA.DD]

T50.000

T50.000

81.050

PEADDZ

400,000

421600

468362

1.734.328

95.800

103200

14,650

104,825 | 4DBATS

Kesepakatamn

Kesepakatan

GIT.028

1.144.007

4.236.219

Pemantauan dan Evatuasi serta Pelaporan

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan

1.680.000

1.215.857

1.281.513

1.350.715

1423654

6.951.739

Bosialisasi dan Diseminasi




RO | agFopn o ¢ - 00 100 | W0 | 100 400 - 267.902 302922 319279 336,520 1.246.123
Jurlal e bijalan Seema das; NETK 5 EN 24 24 24 101 5.413.538 5.432.909 5.726.786 6035505 6.361.423 8,960,661
(elels S i dlm Hewmtems KFER) e Fian Sy et 1 1 1 1 1 5 500,000 977.028 1.029.788 1.085.396 1.144.007 4736319
""'J""’ Laporen Peswinuma, Eyslu i, dus Pelnporss. 3 a 3 3 3 15 1.680.000 1.215.857 1281513 1L.350.715 1.423 654 6.951.739
re— = K i dan g 81051 95801 | 103201 | 104651 104826 489.530 9.703.750.000 12,639 400.000 13,807 421,600 14.010.444 366 14,300 468 362 64.761.484 328
. . d 0 100 100 wo | 100 a00 [ 287 402 302922 319.279 336,520 1.246.123




KRO

RO

KRO

RO

KRO

RO

KRO

RO

KRO

RO

KR

RO

RO

RO

KRO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

Toa1.ABF

ABF.004

ToaL.AFA

AFA.0D3

Tesl.BEMA

BMA.DO3

Toe1l.FAE

FAE.OD4

Tod1.CDE

CDE.0D1

Tool.CER

CBE.001

CER.002

CBR M3

TeoL.REE

REB.CO01

RER.O02

REB.003

RER.O04

REB.005

REB.006

RER.007

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarna

Kebijokan Penyelenggaraan Pembangunan Rekomendasi

Perumahan Perkotaan Kebijakan

Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

KEPK Penyelenggaraan Pembangunan p—

Perumahan Perketaan :

Data dan Informasi Publik

Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Dok -

Perintaan

Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pembangunan Perumahan Perkotaan Amaren

op Bidang dan

Pemebharaan dan Perawatan Tower Rumah =
Unit

Susun Pericotaan

P a Bidang han dan

Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi )
Unit

Perintaan

Rumah Busun Asrama Pendidikan Keagnmaan =
Unit

Perintaan

Rumah Susun Asrama Pendidikan Perkotaan Unit

Bidang han dan

PSU Perumahan Tapak Perkotaan Unit

Rumah Khusus Perumahan Perkotaan Unit

Rumah Susun Hunian ASN TR/ POLRL Unit

Perumahan Perkotaan o

Fumah Susun Hunian MBR/Pekerja Unit

Perumahan Perkotaan

Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Hektar

Rumah Susun Hunian Perkotaan Unit

Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Unit

Perumahan Perkotaan

199

5.708 5.

G0 9

65

2.789 3.

960 240

24

210

380

24

. TO8

210

510
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ol 101
1 5
1 5
1 47
199

5.708 22832

92310 36,840

3510 13.189

9.845.269

355.692

150,000

12,492,000

1.325.683.289

25.020.571

T68.296.140

. 184593

w

257423

507331

4.150.559

280,701 242

E3.000.000

4.144. 000000

92.515.738

B2 1T4.145

145.000.000

5.666.710.057

47.B98 818

5.464.561

271324

534727

4374689

E7.D00.000

4. DEE D000

150.000.000

6.416.000.000

5.759.647

2B5.975

563.602

4 610933

100D

4 282 000000

157.000. 000

6.965.000.000

6.070.668

301418

594037

4 B59.912

96.000.000

4.476.000.000

166.000.000

7.267.000.000

32.324.738

1.471.832

2.349.697

30,488 082

280.701.242

357.000.000

16.990.000.000

1.418.199.027

107.194.T16

618.000.000

26.314.710.057

816.194. 958



16 RO REB.O0S |PSU Rumah Susun Perkotaan Unit - - 3.350 33250 3350 9.750 - 34.500.000 36. 400000 3B .400.000 109.300.000
Jumlah i dan NSFK 1y

1 B han Perlcot Dok umen ] 25 25 25 25 106 10.200.961 5442016 5.735.885 6.045.622 6.372.086 33.796.570

2 i dem Dokumen 1 1 1 1 1 5 150.000 507331 534727 563.602 594.037 2.349.697
Perlootaan
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

3 B q Pemb P ‘han Perk Laparan T L 10 10 10 47 12.492.000 4.150.559 4374689 4.610.922 4859912 30.48E.0B2

4 Jumlah RBumah Khusus Perumahan Perkotann Unit - 9210 9.210 9210 2210 36.840 - 4.144.000 000 ‘4.0BE.DO0.000 4.282 000 000 4.476.000.000 16.990.000.000

5 JP 4 W yang e df Y Unit 1.060 3.250 3.380 3.510 3510 2.119.000.000 5.BE9_298.758 6.416.000.000 6.965.000.0040 7.267 000000 28.656.296.758
Jumlah Bumah Tapak yang Mendapat Bantuan Prasarana, Sarana, B i

B dan Utilitas [PSU) di Perk Unit 5.708 5.708 5708 5.708 22832 E3.000.000 BT O00000 91000000 96.000.000 357.000.000
Jumlah Unit yang Mendapat Bantuan Prasarana, Sarana, dan B . |

T |iilitns {PSU) Vertikal di Perkot " Unit 3.250 3250 3230 9.750 34.500.000 36, 400,000 38.400.000 109.300.000

KRO 7001 RES Prasarana Bidang Perumaban dan Permukiman
1 | RD | RHR.DOS Pe Kumuh Hektar - B8 66 68 66 268 143.140.000 145.860.000 157.420.000 159.720.000 606.140.000
2 | RO | REROIl Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perkotann|  Unit . . . - 0 . - - - o
Jumlah Luasan iman Kumuh yang i Secara
1 Ternadu di Perit Ha 68 66 [ 66 268 143.140.000 145.860.000 157.420.000 159.720.000 606.140.000
; dumlah Bumah Kumuh yang Mendapat Bantuan Sanitasi di it B . . . B o . R - . o

Perlootaan
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Ty
I | RO | ABFOpS | ShRRn Penvelensrs e 3 M 4 24 4 102 7.905.000 39.142618 41256319 13,484 161 5,832,305 24030501
KRO Tee1.BMA Data dan Informasi Publik
2 | B0 | EMAgos MR e inm Doloumen 7 7 7 7 7 35 2912.073 5.507.331 5.604.727 6.118.182 6446 564 16,220,115
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan
3 | RO | FAE.DOS Laparan 6 4 4 4 4 o 14.205.000 79.510.693 83604270 56.329.701 93.099.505 358,949,169
Peningkatan Kualitas Perumahan
4 | po | RER.0OS W‘“R‘#“"’ Kiastizes Hxicuad; Unit 5412 | 83125 83.135 83125 63135 | 337812 184.000.000 2.012.000.000 2.113.000.000 2.213.000.000 2.313.000.000 5.835.000.000
Jumilah Kebij y i Kualitas
[ - Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Peningkatan Kualitas
3 |tmiah Dok Doloumen o o o o o o o o o 0 o o
g [Jmslsh Lapores Penmnisua, Dratumi, dun. Pelporms Laporan 0 0 0 0 0 0 o ) 0 0 o 0
Kunlitas
4 [sumlah Buman Layak Hini yang Tersedia Melabui Peringkatan Unit 5412 | 83125 83125  B3.125 | BAI35 | 337812 184.000.000 2.012.000.000 2.113.000.000 1.213.000.000 2.313.000.000 8833.000.000
FROGRAM: DUHUNGAN MANAJEMER
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EBA L

1 EBA 956 - | Layanan BMN Layanan n 20 20 El 357.000 2.E40.928 2.994.338 3.156.032 3.326.458 12.674.756

2 EBA 95T - | Layanan Hukum Layanan 3 3 3 15 1238512 1.695.551 1.787.111 1.BE3.615 1.985.330 B.590.119

3 EBA 960 - | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 3 3 3 15 1.059.400 1.441.638 1.519.508 1601561 1.6BE.045 73100172

4 EBA 962 -  Layanan Umum Layanan 53 55 35 21 333.000 5.071.497 3.345.358 5.634.007 S5.938.244 22.322.106

5 EBA 594 - | Layanan Perkantoran Layanan 1 1 5 1438.126 2.D68.699 2.180.409 2398151 2432351 10.407.636
— o dam

B EHBE.95] - |Layanan Sarana Internal Unit 68 68 68 340 T55.745 3675000 JBTi450 4 0BE1.616 4303078 16.68%9 889
EBC BOM

B EBC 996 - |Layanan Pendidikan dan Pelatihan Layanan 1 1 4 1.307.500 1.ITI TS 1.341.431 5.235.504
EBD L Hinerja

9 EBD 952 -  Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan 1 1 5 150.000 235000 237.150 ‘249956, 263454 1.125.560

1o EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evahaasi Layanan 1 1 4 1.2:0.O0x 126480 133.310 140509 520.299

1 EBD.955 - |Layanan Manajemen Keuangan Layanan 2 2 2 10 797.000 B36.850 BA2.040 929670 979872 4425432




12

EBD 961 -

Layanan Refarmasi Kinerja

55 166
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5.674.040

18.217.860

13

EBD974 -

Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

T3.7E0

303.507

EBA
EBA 962 - |Layanan Umum Layanan 1 375.000 395.250/ 416.594 439.000 1.736.434
2 EBA 994 - |Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 5 #97.021 1.365.363 1.438.987 1.516.693 1.508.504 6.816.558
3 EBA 963 - |Layanan Data dan Informasi Layanan 20 20 20 Bl 450,000 2.B63.250 3.017.866/ 3.1B0.B30 3.352.595 12.864.541
EBD Kinerja
4 EBD.961 - |Layanan Refarmasi Kinerja Layanan 1 1 1 4 100,000 105.400 111.092 117.091 433.583
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EBA
EBA %62 - | Layanan Umum 1 5 107.500 375.000 395.250 416.594 439.090 1.733.434
EBA994 - | Layanan Perkantoran 1 5 TIT.T00 1.F10.144 1.275.492 1.344 368 1.416.964 6.024 668
EBD.961 - |Layanan Reformasi Kinerja 1 4 100000 105.400 111.092 117.091 433.583
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Layanan 1 5 110,000 416,594 1.735.934
Layanan 1 5 767.521 1.329.668 5.957.114
Layanan Reformasi Kinerja Layanan 1 4 111.092 433.583
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EBA 962 - |Layanan Umum

121.450

Layanan 395.250 416.594 439.090
EBA %94 - Layanan Perkantoran Layanan 5 TI7.700 1.236.144 1.302_B96 1.373.252 1.447.408 6.157.400
EBD 961 - |Layanan Refarmasi Kinerja Layanan 4 1000 Ok 105400 111062 117.091 433 5683

EBA

EBA %62 - Layanan Umum Layanan 5 119.000 375000 395250 416.504 439,050 1.744.934
EBA %9 -  Layanan Perkantoran Layanan 5 TBT.663 1.723.096 1.289.143 1.358.757 1432130 6.090.769
EBD 961 - |Layanan Refarmasi Kinerja Layanan 4 1000 Ok 105400 111.092 117.091 433 583




MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

TARGET ANGGARAN (Rp Ribu)
SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN
PROGRAM/ KEGIATAN PROGRAM (OUTCOME ) /SASARAN SATUAN
(OUTPUT)/ OR
2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL
o [ = | @ | @ | @ | o | @ | ® | @/ @ | ____;0u | (12) | (13)
PROGRAM: HAN DAN K.
SASARAN STRATEGIS:
P F dan F Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
¥ tad et han dan L
1 yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 21.792.949 B7.885.240 299.168.841 402.779.480 511.961.771 1.323.588.281
berkelanjutan
SASARAN PROGRAM:
Meningkatnya tata kelola dan dalian risike 1 \han dan k Jei
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:
capaian dan NSPK tata
1 kelola dan dalian risiko peny perumahan dan L 95,00 97,00 986,00 100,00 100,00 100,00
Eavsanpenmatiman 17.320.171 78.430.468 289.203.511 392.276.023 500.891.127 1.278.121.300
2 Peracntase tingkat efisiensi dan pencegahan korpsi dalam o 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

peluksanuan pembangunan perumahan

Persentase capaian kebijakan dan NSPK tata kelola penyelenggaraan
pembiayaan hijau

@
&

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

KEGIATAN : 7662 - Penyelenggaraan Tata Helola dan P dalian Risike P han dan P
SASARAN KEGIATAN 1 :
Iy iya kinerja T P T penganggaran, p dan dalam peny EE! tata kelola dan
risiko han dan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:

Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman,
penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam
penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko
perumahan dan kawasan permukiman

kLl 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.726.303 9.074.988 9.982.486 10.980.734 12.078.807 43.843.318

PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

OUTPUT KEGIATAN:

KRO 7662.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana

Kebijakan Penyclenggarsan Tata Kelola dan | Rekomendasi

o [+] o (1] 2 BO7.265 = - - - B807.265
Pengendalian Risiko Kebijakan

1 RO THE2.ABF.001
Jumlah Rekomendasi Kebijakan
Penyelenggarann Tata Kelola dan 2 [i] [i] ] 0 2 BO7.265 - - - - BO7. 265
Pengendalian Risiko
Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program
2 RO  7662.ABF.006 Prioritas Penyclenggaraan Tata Kelola dan
Pengendalian Risiko

Rekomendasi

- o 3 3 3 3 12 - 5.012.154 5.188.369 5.374.706 5.627.176 21.202.408
Kebijakan
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TARGET ANGGARAN (Rp Ribu]
STRATEGIS / Lo )
KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR
20285 2026 2027 2028 2029 TOTAL 2028 2026 2027 2028 2029 TOTAL
(12) (13) (14)
Jumlah Rekomendasi Kebijakan, S
Pemrograman, Anggaran dan Kemitr Rekomendasi . 5 5.374.7 =
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Kebijakan 0 3 3 3 3 12 5.012.154 5.188.360 5.374.706 5.627.176 21.202.405
Pengendalian Risiko
KRO T662.FAE F dan serta F
3 RO 7662.FAE001 n dan i aan Laporan 2 22 22 22 22 90 743.278 3.377.370 4.040.107 4.776.617 5.539.279 18.476.651

Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Tata Kelola dan 2 3 3 3 3 14 T43.278 2.377.370 2.615.107 2.876.617 3.164.279 11.976.651
Pengendalian Risiko

Jumlah Laporan Pemantauan dan

Pecndampingan Tata Kelola dan Pengendalian 1] 19 19 19 19 76 - 1.000.000 1.425.000 1.900.000 2.375.000 6.700.000
Risiko
KRO 7662,BMA  Data dan Informasi Publik
4 RO 7662BMAppy Dt dan Informasi Tata Kelola dan Dokumen 1 1 1 1 1 s 176.760 665.464 764.010 829,411 912.352 3.356.997
Pengendalian Risiko
Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan 1 1 1 1 1 5 175.760 685.464 754.010 820.411 912,352 3.356.997
Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko N
KEGIATAN : 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan ! Risiko dan
SASARAN KEGIATAN 2 :
dulku. dan skema P dan P yang lebih efisien dan inklusif
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:
Tingkat dukungan kebijakan dan skema pemb
1 perumahan dan kawasan permukiman scrta skema % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3.016.245 21.294.345 226.353.779 323.141.157 424.842.773 598.648.299
pembiayaan kreatif lainnya
PEL Sistem dan
OUTPUT KEGIATAN:
KRO 7662.ABF  Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
- . . Rekomendasi
| RO | 7662.ABF.002 Kebijakan Bidang Sistem Pembiayaan e aan s 5 5 5 5 25 1.654.345 8.896.215 9.785.836 10.764.420 11.840.862 42,941,678
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang s 5 5 5 5 25 1.654.345 8.896.215 9.785.836 10.764.420 11.840.862 42,041,678
Sistem Pembiayaan
KRO 7662.FAE P dan serta F
2 RO | THO2FAEDOZ L n dan i Penyelenggaraan Laparan 2 1 1 1 1 6 161.900 450,000 495.000 544,500 598,950 2.250.350
Sistem Pembiayaan
Jumiah Laporan Pemantauen dan Evaluasi 2 1 1 1 1 6 161.900 450,000 495.000 544.500 598,950 2.250.350
Penyelenggaraan Sistem Pembiayaan
KRO T662.PEA Koordinasi
3 RO | 7662.PEApp1 ooTdinasi Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan | g 1 2 2 2 2 9 1.200.000 11.948.130 11.142.943 12.457.237 13.902.961 50.651.271

Pcrumahan
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TARGET ANGGARAN Ribu]
STRATEGIS f Lid )
PROGRAM/ KEGIATAN PROGRAM (OUTCOME}/SASARAN SATUAR
KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR
2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL 20285 2026 2027 2028 2029 TOTAL
(12) {13) (14)
Juralah inast Fasilitasi dan 1 2 2 2 2 9 1.200.000 11,948,130 11.142.943 12.457.237 13.902.961 50.651.271
Pembiayaan Perumahan
4 RO | 7662.PEA g0z KoordinasiFasiitasi dan Bantuan Rumah Kegiatan o 0 2 2 2 6 . . 2.000.000 2.000.000 2,000,000 6.000.000
Swadays Hijau
Jumlah inasi Fasil 0 [ 2 2 2 & - - 2,000,000 2,000,000 2.000.000 6.000.000
Rumah Swadaya Hijau g
KRO 7662.QFC  Subsidi Kepada Keluarga
5 RO  7662.QFC001 Baniuan Rumah Swadava Hijau Keluarga 0 © 10,000 15.000 20.000 45.000 . . 188,890,000 283,335,000 377.780.000 850.005.000
Jumlah Unit Rumah Tangga yang 0 0 10.000 15000  20.000 | 45.000 - - 188.890.000 283.335.000 377.780.000 850.005.000
kan Bantuan Rumah Hijau
L RO 7662.QFC.002 Bantuan Biaya Komponen Hijau Keluarga o L) 3.000 3.000 4.000 10.000 - - 14.040.000 14.040.000 18.720.000 46.800.000
Jumlah Unit Rumah Tangga yang ; o 6 | 2000 3000 4000  10.000 - - 14.040.000 14.040.000 18.720.000 46,800,000
Mendapatkan Bantuan Biaya Komponen Hijau
KEGIATAN : 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan P Risiko P dan 5
SASARAN KEGIATAN 3 :
dan penyelenggaraan p
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:
Tingkat dukungan kebijakan sistemn cfisicnsi dan
1 i % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.249.192 10.989.071 11.907.977 12.748.775 14.023.654 51.918.669
perumahan
Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan  Rckomcendasi
T e e T 1 1 1 1 1 1 e 1.200.000 1.500.000 2,000,000 2,200,000 6.900.000
PELAKSANA: Sistem dan ny
OUTPUT KEGIATAN:
KRO 7662.ABF  Kebijukan Bidang Sarana dan Prasarana
| RO | 7662.ADF.gp3 |Kebijakan Sistem Bfisiensi dan Pengembangan | Rekomendasi | g 4 4 4 a 18 1.657.506 5.850.754 6.435.828 7.079.412 7.787.353 28.810.853
Kemitraan Kebijakan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sistem 1 a 3 3 3 12 1.657.506 4650754 4.935.828 5.079.412 5.587.353 21.910.853
Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan
Jumlah Re i Kebijakan
T A 1 1 1 1 1 5 1.200.000 1.500.000 2.000.000 2.200.000 6.900.000
KRO 7662.FAE dan serta Pelag
n dan i Sistem Efisicnsi
2 RO | 7662.FAE.003 Laporan 2 2 2 2 2 10 591,686 6,338,317 6.972.149 7.669.363 8,436,301 30.007.816

dan Pengembangan Kemitraan

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Sistemn Efisicnsi dan Kemitraan 2 2 2 2 2 10 591.686 6.338.317 6.972.149 7.669.363 8.436.301 30.007.816
Penyelenggaraan Pembangunan
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TARGET ANGGARAN (Rp Ribu)
B (IMPACT)/
PROGRAM/ KEGIATAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN SATUAN
KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR
2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL 2028 2026 2027 2028 2029 TOTAL
o | @ [ @ | @ | (5 | {13 (13) (14)
KEGIATAN : 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan P dalian Risiko P han dan K Py 1131
SASARAN KEGIATAN 1.4 : ‘ ' keb keterh publik 1 dan kiman yang
efektif dan akuntabel
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:
Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik
1 B P dan B iman yang % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4.713.934 15.475.142 17.022.655 18.725.082 20.597.590 76.534.403
efektif dan akuntabel
PEL Publik, T dan
OUTPUT KEGIATAN:
KRO 7662.ABF  Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
1 RO 7662.ABF.0p4 Nebiakan Keterbukaan Publik, Transparansi | Rekomendasi | gy 23 23 23 23 113 3.844.569 10.280.426 11.108.468 12.319.476 13.426.424 50.979.363
dan Akuntabilitas Kebijakan
Jumlah Rekamendasi Kebijakan Keterbulaan 2 4 4 4 4 18 1.389.144 6.810.576 7.301.533 8.131.686 8.810.855 32.461.794
Publik, Transparansi dan Akuntabilitas
fr‘l’::::i?ﬂze”’b“"g““““ dan Penerapan Zona 19 19 19 19 19 95 2.455.425 3.460.850 3.806.935 4.167.790 4.606.569 18.517.569
KRO T662.FAE P« dan Evaluasi serta Pelap
2 RO | T662.FAE.004 | dan PR Laporan 2 3 3 3 3 14 860,365 5.194.716 5.914.187 6.405.606 7.171.166 25.555.040
Transparansi dan Akuntabilitas
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 2 3 3 3 3 14 869,365 5.194.716 5.914.187 6.405.606 771,166 25,555,040
Keterbukaan, Transparansi dan Akuntabilitas : ' e
K 1 7662 - Penyelengg; Tata Kelola dan Risiko dan
SASARAN KEGIATAN 1.5 : M risiko dan korupsi p dan
kawasan permukiman
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:
Tingkat ji jan risiko dan
1 korupsi p perumahan dan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5.614.497 20.396.922 22.436.614 24.680.275 27.148.303 100.276.611
kawasan permukiman
PELAKSANA: P Risiko dan P Korupsi
QUTPUT KEGIATAN:
KRO 7662.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
1 RO | 7662.ABF.005 K"‘o'r"”l;:l‘“ Manajemen Risike dan Pencegahan R‘x&‘ifﬂfi 21 a2 42 4z a2 189 5.006.042 15.264.272 16.790.699 18.494.769 20,394,246 75.950.028
Jumlah Keby ! 2 4 4 4 4 18 1.695.617 6.714.272 7.385.600 8,149,260 9,014,196 32,950,053

Risiko dan Pencegahan Korupsi
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Jumlah Penerapan Manajemen Risiko 19 19 19 19 19 v5 3.310.425 4.275.000 4.702.500 5.172.750 5.600.025 23.150.700
mﬁmm Sistem Manajemen Antt 19 19 19 19 76 4.275.000 4702500 5172750 5,600,025 19840275
KRO T662.FAE P dan serta
2 RO TH62. FAE. 005 Risiko dan P dan b Karupsi Laporan 2 2 2 2 2 10 608.455 5.132.650 5.645.915 6.185.506 6.754.057 24.326.583
umlalh Laporan Permantauan dan m 2 2 2 2 2 10 608,455 5.132.650 5.645.915 6.185.506 6.754.057 24,326,583

'INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1: Tingkat kualitas dukungan manajemen pada tata kelola Kementerian PKP

‘Tata Kelola PKP £ 8490 86,70 88,50 90,30 91,80 91,80 630.011.795 1.784.766.205 1.887.785.345 1.996.360.699 2.122.789.197 8.421.713.241
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EBA.994  Layanan Perkantoran Layanan 5 4.984.667 6.872.424 6.984.907 7.481.135 9.500.250 35.823.383
EBA.Z06 Layanan BMN Layanan 5 75.000 77.530 88.500 120.000 150.000 511.030
EBA.ZO1 Layanan Hukum Layanan 5 78.800 100.000 354.000 442,800 585.000 1.560.300
EBA.963 Layanan Data dan Informasi Layanan 5 107.600 140.000 236.000 295.000 390.000 1.168.600
EBA.Z0B Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 5 269.221 300.000 354.000 445.000 585.000 1.953.221
EBA.962 Layanan Umum Layanan 5 784.309 925.000 1.457.985 1.847.500 2.455.700 7.470.494
7677.EBB  Layanan Sarana dan Prasarana Internal

EBB.951 Layanan Sarana Internal Layanan 5 1.187.707 1.200.000 1.362.550 1.447.000 1.590.000 6.787.25T7




KRO 7677.EBC  Layanan Manajemen SDM Internal
RO EBCZ13  Layanan Monajemen SDM Layanan 150.000 160.000 177.000 221.250 292.500 1.000.750
RO EBC.996  Layanan Pendidikan dan Pelatihan Layanan 100,000 115.000 138,000 147.500 195.000 695.500

KRO 7677.EBD  Layanan Manajemen Kinerja Internal
RO EBD.Z26  Layanan Manajemen Keuangan Layanan 268.708 325.000 354.000 450.000 590.000 1.987.708
RO EBD.Z31  Layanan Reformasi Kinerja Layanan 107.600 150.000 236.000 295.000 390.000 1.178.600
RO EBD.Z33  Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Layanan 60.450 90.000 118.000 147.500 195.000 610.950

OUTPUT KEGIATAN:

RO EBA.962

Layanan Umum

110,000

1.463.000

RO EBA.994

Layanan Perkantoran

475.000
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OUTPUT KEGIATAN:

RO EBA.962

Layanan Umum

RO EBA.99%4

Layanan Perkantoran
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TARGET ANGGARAN (Rp Ribu)

El ( M
PROGRAM/ KEGIATAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN SATUAN
KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR
2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL 2025 2026 2027 2028 2029

(13) (13) (13)

TOTAL

OUTPUT KEGIATAN:

KRO T677.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
RO EBA.962 Layanan Umum 110.000 280.000 323.000 350.000 400.000 1.463.000
RO EBA.994 Layanan Perkantoran 271.695 371.695 400.000 475.000 675.000 2.193.390
KEGIATAN:
T677-Dul Manaj ny Tata Kelola dan Py dalinn Risiko Peny Py han dan K
KEGIATAN : layanan Publik, T dan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan
D , T dan % 80,38 80,78 81,18 81,58 8198 81,98
Akuntabilitas
1  Tingkat efektivitas pengelolaan BMN k) 74,18 7583 7748 79,13 80,78 80,78
2 Tingkat layanan i dan i % 100 100 100 100 100 100
381.695 651.695 723.000 825.000 1.075.000 3.656.390
3 Nilai kinerja anggaran Unit Kerja % 87 87,5 B8 88,5 89 89
4  Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja o 92,2 92,3 92,4 92,5 92,6 92,6
5  Tingkat E: Risiko o 92 92 92 92 92 92
PEL Publik, T dan
OUTPUT KEGIATAN:
KRO T67T.EBA L
RO EBA.962 Layanan Umum 110.000 280.000 323.000 350.000 400.000 1.463.000
RO EBA.994 Layanan Perkantoran 271.695 371.695 400.000 475.000 675.000 2.193.390
KEGIATAN:
767 7-Dul j F I Tata Kelola dan F dalian Risiko F 1 F han dan F e
BASARAN KEGIATAN : layanan dulk Pe dalian Risiko dan P han Korupsi
INDIEA A KEGIATAN £ lay & 381.695 651.695 723.000 $25.000 1.075.000 3.656.390
'TOR KINER.J. : Tingkat layanan dukungan
s Direk P dalian Risiko dan F han Korups % 80,38 80,78 81,18 81,58 81,98 81,98
1 Tingkat efektivitas pengelolaan BMN % 74,18 75,83 7748 79,13 80,78 80,78
2  Tingkat layanan b dan lal, k L 100 100 100 100 100 100



OUTPUT KEGIATAN:

RO EBA.962

Layanan Umum

110.000

400.000

1.463.000

RO EBA.994

271.695

675.000

2.193.390
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B. MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA TERHADAP
KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029

Alokasi APBN Kementerian PKP dan BA-BUN Algkasi APBN NoorKementerian PKP dan Non APBN TOTAL

iiiiL




C. MATRIKS KERANGKA REGULASI
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sama

pengikatan komitmen kerja sama

kerja/unit pelaksana
teknis di Kementerian

No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi | Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
) Kebutuhan Regulasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian Jawab Institusi Penyelesaian
1 |Peraturan yang mengatur tentang | Pedoman pembentukan Unit Pelaksana Sekretariat Kementerian 2025
organisasi dan tata kerja unit | Teknis/Balai di Kementerian, dengan Jenderal Pendayagunaan
pelaksanaan teknis di kementerian | mengacu pada Peraturan Menteri Aparatur Negara dan
perumahan dan kawasan permukiman | Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi,
Reformasi Birokrasi Nomor unit organisasi/unit
PER/18/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 kerja/satuan  kerja/
tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana unit pelaksana teknis
Teknis Kementerian dan Lembaga di Kementerian
Pemerintah Non-kementerian
2 |Peraturan yang mengatur tentang | a. Memberikan kepastian hukum dalam |Direktorat Jenderal |Kementerian 2025
pengelolaan rumah susun milik serta pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Kawasan
perhimpunan pemilik dan penghuni Penghuni Satuan Rumah Susun serta Permukiman
satuan rumah susun terselenggaranya pengelolaan rumah
susun yang transparan, akuntabel, efektif
dan efisien bagi pelaku pembangunan,
pemilik satuan rumah susun, pengelola
sampai para pihak lain yang terkait
dengan pengelolaan tanah bersama,
bagian bersama dan benda bersama
b. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Rumah Susun
3 |Peraturan yang mengatur tentang | Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Inspektorat Inspektorat Jenderal 2025
pedoman umum pengawasan intern pengawasan di Inspektorat Jenderal Jenderal
4 |Peraturan yang mengatur tentang | Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sekretariat Seluruh unit 2025
pembentukan kesepakatan bersama | penyusunan nota  kesepahaman dan Jenderal organisasi/unit
nota kesepahaman dan perjanjian kerja | perjanjian kerja sama dalam upaya kerja/satuan
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No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi | Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
' Kebutuhan Regulasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian Jawab Institusi Penyelesaian
S |Peraturan yang mengatur tentang | Sebagai pedoman penanganan pelaporan Inspektorat Seluruh unit 2025
penanganan pelaporan dugaan | dugaan pelanggaran di Kementerian Jenderal organisasi/unit
pelanggaran melalui whistleblowing kerja/unit pelaksana
system di kementerian perumahan dan teknis di Kementerian
kawasan permukiman
6 |Peraturan yang mengatur tentang | a. Untuk melaksanakan amanat Peraturan |Direktorat Jenderal |a. Direktorat Jenderal 2025
kemudahan dan bantuan pembiayaan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Tata Kelola dan Kawasan
perumahan bagi masyarakat Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengendalian Permukiman
berpenghasilan rendah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Risiko . Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Perumahan dan Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pasal 65 Perdesaan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun . Direkorat Jenderal
2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan
Perumahan Rakyat Perkotaan
b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan . Badan Pengelola
Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 Tabungan
tentang Kemudahan dan Bantuan Perumahan Rakyat
Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah tidak sesuai
dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan organisasi, sehingga perlu
diganti
7 |Peraturan yang mengatur tentang | a. Untuk melaksanakan amanat Undang- |Direktorat Jenderal Kementerian 2025

pelaksanaan bantuan pembangunan
perumahan dan penyediaan rumah
khusus

Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-
Undang No. 20 Tahun 2011

b. Perlunya pengaturan klinik perumahan
dan kawasan permukiman, kawasan
khusus nelayan/pesisir, dan pembiayaan
mikro perumahan pesisir

c. Diatur sebagai dasar penyusunan produk
hukum dalam penyusunan

Tata Kelola dan
Pengendalian
Risiko
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No.

Arah Kerangka Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi
Regulasi, Kajian, dan Penelitian

Unit Penanggung
Jawab

Unit Terkait/
Institusi

Target
Penyelesaian

penyelenggaraan kegiatan di
Kementerian.

d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat No. 7 Tahun 2022
mengatur pelaksanaan bantuan
pembangunan perumahan dan
penyediaan rumah  khusus yang
mencakup bentuk  bantuan, jenis
perumahan, besaran bantuan, kriteria
penerima bantuan, dan persyaratan
administrasi  berdasarkan  penerima
bantuan

Peraturan yang mengatur tentang
sistem pengendalian intern pemerintah
di kementerian perumahan dan
kawasan permukiman

Untuk melaksanakan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Pengendalian Intern wuntuk mencapai
pengelolaan keuangan negara yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel.

Direktorat Jenderal
Tata Kelola dan
Pengendalian
Risiko

Seluruh Unit

Organisasi

2025

Peraturan yang mengatur tentang
penyelenggaraan sistem akuntabilitas
kinerja  instansi pemerintah di
kementerian perumahan dan kawasan
permukiman

Sebagai pedoman untuk mewujudkan
pemerintahan yang akuntabel dan
terpercaya untuk mencapai tata kelola
pemerintahan yang baik di Kementerian

Sekretariat
Jenderal

Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi,
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
organisasi/unit
kerja/satuan
kerja/unit pelaksana
teknis di Kementerian

unit

2025
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No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi | Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
' Kebutuhan Regulasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian Jawab Institusi Penyelesaian
10 |Peraturan yang mengatur tentang | Untuk mendukung percepatan program 3 Sekretariat Biro Hukum 2025
kriteria penerima dan ekosistem kredit | (tiga) juta rumah melalui relaksasi kebijakan Jenderal
program perumahan Kredit Usaha Rakyat dimana pemerintah
mendorong pelaku usaha sektor perumahan
menyediakan produk perumahan terjangkau
untuk masyarakat
11 |Peraturan yang mengatur tentang | Sebagai pedoman penyelenggaraan layanan Sekretariat Seluruh unit 2026
penyelenggaraan layanan informasi |informasi publik di Kementerian dan Jenderal organisasi/unit
publik Peraturan ini merupakan turunan dari kerja/unit pelaksana
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 teknis di Kementerian
tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik
12 |Peraturan yang mengatur tentang | Diatur sebagai dasar pelaksanaan Sekretariat Seluruh unit 2026
pengembangan kompetensi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Jenderal organisasi/unit
Manusia, yang mengacu pada Peraturan kerja/unit pelaksana
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang teknis di Kementerian
Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan instansi daerah
13 |Peraturan yang mengatur tentang | a. Untuk melaksanakan amanat Pasal 68 |Direktorat Jenderal |Unit Organisasi Teknis 2026
bentuk dan tata cara penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun Perumahan di Kementerian dan
sertifikat kepemilikan bangunan 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Perkotaan instansi teknis daerah
gedung satuan rumah susun Susun.
b. Penyeragaman bentuk Sertifikat
Kepemilikan Bangunan Gedung dan tata
cara penerbitannya pada instansi teknis
daerah seluruh Indonesia.
14 |Peraturan yang mengatur tentang | Sebagai acuan bagi Kementerian untuk |Direktorat Jenderal |Kementerian 2026
pedoman pelayanan pengaduan | melaksanakan pelayanan pengaduan Kawasan
konsumen sektor perumahan konsumen sektor perumahan dan menjamin Permukiman

hak konsumen untuk didengar pendapat
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No.

Arah Kerangka Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi
Regulasi, Kajian, dan Penelitian

Unit Penanggung
Jawab

Unit Terkait/
Institusi

Target
Penyelesaian

serta keluhannya atas barang dan/atau jasa
sektor perumahan yang digunakan dan
dimanfaatkan.

15

Peraturan yang mengatur tentang
standar teknis standar pelayanan
minimal bidang perumahan rakyat

a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal

b. Adanya pemisahan urusan perumahan
dan kawasan permukiman sebelumnya
dari Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat ke Kementerian

c. Untuk merubah Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar
Teknis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang
Perumahan Rakyat

Direktorat Jenderal
Kawasan
Permukiman

Kementerian

2026

16

Peraturan yang mengatur tentang
pedoman teknis rencana tapak dan
lantai perumahan

a. Untuk melaksanakan amanat dalam
Rancangan Peraturan Menteri Standar
Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Subsektor Pengembangan
Perumahan serta Pembinaan Pelaku
Usaha Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman

b. Perlunya standarisasi secara mnasional
pada dokumen rencana induk, tapak, dan
lantai perumahan

Direktorat Jenderal
Kawasan
Permukiman

Kementerian

2026
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No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi | Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
' Kebutuhan Regulasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian Jawab Institusi Penyelesaian
17 |Peraturan yang mengatur tentang |Untuk melaksanakan Amanat Peraturan |Direktorat Jenderal |a. Kementerian 2026
standar kegiatan wusaha dan/atau |Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kawasan Koordinator Bidang
standar produk/jasa pada |Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Permukiman Perekonomian
penyelenggaraan perizinan berusaha |Berbasis Risiko b. Kementerian
berbasis risiko sektor pekerjaan umum Investasi
dan perumahan rakyat sub sektor dan Hilirisasi
pengembangan perumahan c. Pemerintah Daerah
d. Kementerian
Pekerjaan Umum
18 |Peraturan yang mengatur tentang |a. Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun |Direktorat Jenderal @a. Biro Hukum 2026
pembinaan pelaku usaha bidang 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Kawasan Sekretariat Jenderal
perumahan dan kawasan permukiman permukiman Permukiman Kementerian
b. Perubahan atas Peraturan Menteri b. Direktorat Jenderal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tata  Kelola dan
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Akreditasi Pengendalian Risiko
dan Registrasi Asosiasi Pengembang ic. Unit Pelaksana,
Perumahan serta  Sertifikasi dan Teknis/Balai
Registrasi Pengembang Perumahan Perumahan dan
Kawasan
Permukiman,
d. Pemerintah Daerah
€. Asosiasi Pengembang
Perumahan
19 |Peraturan yang mengatur mengenai | a. Sebagai dasar hukum dalam pengelolaan |Direktorat Jenderal ja. Kementerian Dalam 2026
pencegahan dan peningkatan kualitas pencegahan tumbuh dan berkembangnya Kawasan Negeri
terhadap perumahan kumuh dan Perumahan Kumuh dan Permukiman Permukiman b. Kementerian
permukiman kumuh Kumuh baru Perencanaan
b. Sebagai dasar hukum dalam Pembangunan
penyelenggaraan perumahan dan Nasional/ Badan
kawasan permukiman yang sehat, aman, Perencanaan
serasi, dan teratur Pembangunan

Nasional
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No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi | Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
' Kebutuhan Regulasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian Jawab Institusi Penyelesaian
c. Mengacu pada peraturan Menteri c. Pemerintah Daerah
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat d. Kementerian
Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 Pekerjaan Umum
tentang Pencegahan Dan Peningkatan
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh
Dan Permukiman Kumuh
20 |Peraturan yang mengatur mengenai | a. Untuk melaksanakan amanat Undang- |Direktorat Jenderal ja. Biro Hukum 2026
akreditasi dan registrasi asosiasi Undang 1/2011 Kawasan Sekretariat Jenderal
pengembang perumahan serta | b. Adanya pemisahan urusan perumahan ke Permukiman Kementerian
sertifikasi dan registrasi pengembang Kementerian b. Direktorat Jenderal

perumahan

c. Terdapat kebutuhan perubahan
nomenklatur, perubahan  komposisi
keanggotaan tim akreditasi, registrasi,
dan sertifikasi asosiasi pengembang
perumahan dan pengembang perumahan,
penghapusan tim seleksi, serta
penyesuaian persyaratan dan alur proses
teknis pelaksanaan akreditasi, registrasi,
dan sertifikasi asosiasi pengembang
perumahan dan pengembang perumahan

d. Sebagai dasar hukum untuk mengatur
asosiasi pengembang perumahan dalam
menyelenggarakan pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman
guna meningkatkan layanan dan
perlindungan kepada masyarakat dan
konsumen, serta memastikan
ketersediaan pasok perumahan.

e. Mengambil alih tugas dan fungsi
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi,
Kementerian Pekerjaan Umum ke
Direktorat Jenderal Kawasan

Tata Kelola dan
Pengendalian Risiko

. Unit Pelaksana

Teknis /Balai
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman,

. Pemerintah Daerah
. Asosiasi

pengembang
perumahan
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No.

Arah Kerangka Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi
Regulasi, Kajian, dan Penelitian

Unit Penanggung
Jawab

Unit Terkait/
Institusi

Target
Penyelesaian

Permukiman, Kementerian selaku
pembina pelaku pembangunan beserta
perizinannya.

f. Perubahan atas Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 24/PRT/M/2018 Tahun 2018
tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi
Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi
dan Registrasi Pengembang Perumahan

21

Peraturan yang mengatur mengenai
bantuan pembiayaan rumah hijau bagi
masyarakat berpenghasilan rendah

a. Amanat Undang-Undang No. 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat tentang
Penilaian Kinerja Bangunan Gedung
Hijau

b. Untuk meningkatkan keterjangkauan
masyarakat  berpenghasilan rendah
terhadap biaya pembangunan rumah
yang menerapkan prinsip dan kriteria
bangunan gedung hijau klas bangunan la
maka perlu mengatur mengenai
persyaratan kemudahan perolehan
rumah dimaksud melalui bantuan
pemerintah untuk pembiayaan rumah

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Menteri tentang
Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah

d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021

Direktorat Jenderal
Tata Kelola dan
Pengendalian
Risiko

a.

b.

Direktorat Jenderal
Kawasan
Permukiman
Direktorat Jenderal
Perumahan
Perdesaan

. Direktorat Jenderal

Perumahan
Perkotaan

2026
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No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi | Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
' Kebutuhan Regulasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian Jawab Institusi Penyelesaian
tentang Penilaian Kinerja Bangunan
Gedung Hijau
22 |Peraturan yang mengatur mengenai | Sebagai pedoman untuk mengatur terkait Sekretariat Seluruh unit 2026
sistem pemerintahan berbasis | sistem pemerintahan berbasis elektronik di Jenderal organisasi/unit
elektronik Kementerian, yang merupakan turunan dari kerja/unit pelaksana
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang teknis di Kementerian
Informasi dan Transaksi Elektronik,
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014
tentang Jaringan Informasi Geospasial
Nasional, Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia
23 |Peraturan yang mengatur mengenai | a. Sebagai pedoman audit invesitgatif di Inspektorat Seluruh unit 2026
pedoman audit investigatif Kementerian; dan Jenderal organisasi/unit
b. Untuk merubah Peraturan Menteri kerja/unit pelaksana
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat teknis di Kementerian
Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman dan instansi daerah
Audit Investigatif
24 |Peraturan yang mengatur mengenai Sebagai pedoman dan payung hukum bagi |Direktorat Jenderal ja. Pemerintah 2027
rencana pembangunan dan daerah dalam penyelenggaraan perumahan Kawasan Provinsi
pengembangan perumahan dan dan kawasan permukiman. Permukiman b. Pemerintah Daerah
kawasan permukiman
25 |Peraturan yang mengatur mengenai a. Melaksanakan ketentuan Pasal 70 huruf |Direktorat Jenderal |[Kementerian 2028

standar dan pedoman pengadaan
pekerjaan konstruksi terintegrasi
rancang bangun melalui penyedia

b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi

b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan
pengadaan pekerjaan konstruksi
terintegrasi rancang bangun yang

Kawasan
Permukiman
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No.

Arah Kerangka Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi
Regulasi, Kajian, dan Penelitian

Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Jawab Institusi Penyelesaian

pembiayaannya baik sebagian/
seluruhnya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara/anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
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